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Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menlusun tesis ini berpedoman
pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543bAJ/1987.
A. Konsonan Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
I alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ba' B
(} ta T te
Sa s es (dengan titik di atas)
c Jlm J Je
c ha ha (dengan titik di bawahl
a kha' KI ka dan ha
dal D de








syln Sy es dan ye
cf Sad S
es (dengan titik di
bawah)
e dad d de (dengan titik di bawahl
.b
ta' t te (dengan titik di bawah
!..D
4a 1 zet (dengan titik di bawah
?\- aln koma terbalik keatas







I mlm M enl
,J nun N en
t waw w
vx
, ha' H ha
harnzah aPostrof
q ya Y ye
B. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal
rangkap dan vokal paqlang.
1. Vokal Pendek
Vokal tunggal bahasa Arab larnbangnya berupa tanda atau harakat yang
transliterasinya dapat diunikan sebagai berikut:






Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara




Fatltah daro ya' Ai adani
,<*
Bainakum




Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya sebagai berikut:
Fathah + alif ditulis a
Contoh qbl+ ditulis fi biliWah
Fathah+ ya' ditr.rlis d
Contoh s^J ditulis ,azs,
Kasrah + ya' mati ditulis I
Contoh ,crf ditulis karlm
Dammah + wawu mati dinrlis I Cottoh,-pjt iltvlis fumd
C. Ta'Marbtrtah
1. Bila dimatikan, ditulis h:
4-\-'- Ditdis kkmoh
Ditulis jizyah
2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:
.it u Dttulis ni'matulldh
3. Bila ,a marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta
bacaan kedua kara itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan lr (h).
Contoh:
Jul,Yt p,




Unhrk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:
Ditu'lis mutdaddidah
;.1,
E. Kata SandangAlif + LIm








Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.
Sedangkan hnm,"h yasg terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:
:-) Ditulis syai 'zn
iri: Din:],is ta'khu2u




AL-' UQW AL-MARAKKABAH SEBAGAT PROGRESTFTTAS
IIUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBAI\IGAIY
AKAD.AKAD PERBAI\KAN SYARIAII DI II\TDONESIA
ABSTRAK
Oleh: Mawardi
Secara teoritis (das solen) hukum tentang akad dalam ekonomi syariah
terbagi akad pada 'aqad al-musanna' dan 'aqad ghair al-musamma '. Dari aspek
praktis (das sain), akad di perbankan syariah hampir semuanya merujuk pad,a ,ugid
al-mwakkabah.
Para peneliti kebanyakaa melihat 'uqid al-mwakkabah di perbankan syariah
hanya bagian dari pengembangan dasat perjanjian yang tidak secara langsrmg
termaktub dalam UU No. 2ll2008 tentang Perbankan Syariah. Namrm peneliti
aebhat 'uqid al-mwal*abah di perbankan syariah tidak sekedar pengembangan akad
namrm sebagai indikasi atau fenomena dari progresifitas hukum ekonomi syariah.
Progresifftas hukum merupakan gerakan pembebasan karena ia bersifat cair datr
senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran kc kebenaran
selanjutnya. Prof. Satjipto Rahardjo, peDggagas hukum progresif menjelaskan hukum
sebagai ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan, legal science is always in the
makiag. Termasuk di dalamnya adalah hukum ekonomi syariah.
Oleh karenanya, disertasi ini ditulis untuk melacak 'uqid al-murakkabah di
perbmkan syariah di Indonesia dari sudut pandang progresifitas hukum, karena
banyak jenis 'uquA almurakkabah yang model-modelnya banyak di luar nash. Inilah
keimikan dan akademik problem akademi atau gap antara teori dan praktik dalam
fenomeoa 'uqid al-mwakkabafi di perbankan syriah.
Rumusar masalah dalam disertasi ini adalah ; Apa saja model pengembangan
al-'uqid al-murakkabah pada perbankan syariah di tndonesi4 Bagaimana landasan
'uqid al-mwakkabah dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia, serta mengapa
pengembangan al-uqid al-muakkabah pada produk perbankan syariah dikatakan
sebagai progresifitas hukum ekonomi syariah.
Tujuan Penelitian penelitian ini adalah untuk melacak model pengembangan
al-'uqid al-murakkabah di perbankan syariah di lndonesia, untuk mengetahui a/-
'uqid al-mu'akkabah dalan hukum ekonomi Syariah di Indonesia, serta untuk
melacak paftrmato dasar-dasar metodologis dalam pengemb atgan al-'uqid al-
murakkabah pada produk perbankan syariah di Indonesia sehingga dapat dikatakan
sebagai fenomena progresifitas hukum ekonomi syariah.
Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan
menyempumakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih terhadap Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian hukum muamalah berhubwrgan dengan
masalah al-'uqid al-murakkabah sehingga dapat dijadikan bahan bacaan, referensi
dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya. Sedangkan secara praltis dapat
menambah kha.rnah intelektual sehingga menjadi rujukan dalam pelaksanaan ataupun
penerapan akad-akad di perbaDkan syariah, bagi akademisi dapat dijadikan sebagai
bahan referensi untuk mengajarkan ilmu kepada para mahasisw4 serta menjadi
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konsultan yang ahli dalam bidang fikih muamalah kontemporer khususnya di lembaga
keuangan syariah baik bank maupun non bank.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Karera
titik tekan dari penelitian ini adalah pada aspek data yang bersumber pada kajian-
kajiatr teoritis kepustakam yang dipraktikkan di perbankan syariah di Indonesia.
Oleh karenanya dalam judul dissrtasi, penulis membatasi dengan obyek kajian di
Indonesia. Sumber data primernya merujuk pada data literatur tentang teori akad,
dan dasar-dasar 'uqid al-muakkabah. Untuk memperkuat data yaog mudah
dimalisis, penulis rnenambah dengan contohrontoh praktik 'uqid al-mwakkabah di
bank syriah dal alortptod:uk fimding atau prm finucing.
Hasil penelitian menunjukkan 'uqid al-murakkabah merupakan metode
investasi modem yarg dipraktikkan oleh bank syariah dalam upaya mengakomodir
praktik yang ada pada bank konvensional. Kemudian agar tidak ribawi maka salah
satuya dsngan menggabungkan berbagai akad yang ada dapat dipraktikkan sesuai
dengan transaksi perbantan. al-'uqid al-murakkabah merupakan metode
pengembatrgan akad, sehingga lahir banyak akad baru yang dapat dikategorikan
sebagai akad gf air al-musamnit.
Kebolehan al-' uquA aLmurak:kabah merupakan fenomena bermuamalah yang
tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Para ulama yang membolehkan praktik
al-'ugid al-mwakkabah bukEn berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-
batasan yrn8 akau menjelaskan statrs al-'uqid al-mwakkabah yang diperbolehkan
dr" yang dilarang.
Al-'uqil al-mu'al*abah sebagai Progresifias dalam hukum ekonomi Syariah
meliputi: Progresifitas dalam Nomenklatur dan Sifat Akad *perti wadi'ah yad ad-
damiaah dan ijaril mwtahiya bittanlik. Progresifisitas Teori Hukum Ekonomi
Syariah dalarn perkembangan akad. Empat akad utama dalam perbankan syariah
seluruhnya dikembangkan dai al-'uqid al-mwakkabah, yaitu pada finding adalah
teoi wadi'ah. Progresif dalam pflerapan pada pemegang alrr,al,ah U/ad al-amaaah),
dan pembagian athayabr$ r;astbah.
Pada financing adalah teori syirkah. Progesif dalam pcleburan dari 4 jenis
syirkah (musyarakah) menjadi satu akad yaitu syirkah. T eon ljarah seperti ijarah
mwtahiya bit-tamlik. Terdapat pula progresifitas dalam akad ijarah yaitu dalam hal
ongkos sewa (ujrah). Otgkos sewa (ujrah) berprinsip pada kelcnturan (flcxibility)
sesuai dengan waltu, tempat, dan jarak. Teoi Murabahah selrcrti Murabahah bil
wakalah telah mengganti fimgsi bank atas supplierbarang.
Kata krmci; al-'uqil al-mtmkkabah. Progresifitas HES,
Indonesia
Perbankan Syariall
AL-vQW ALMARAT<KABA AS A PROGRESSIFICATION
LAW OF SIIARIA f,CONOMY IN DEVELOPMENT
AKAD"AKAD SIIARIAN BAI\IKING IN INDONESIA
ABSTRACT
By: Mawardi
Theoretically (and solen), the law about contracts in Islamic economics is
divided into contracts on'aqad al-musamma' and'aqad ghair al-musamma'. From the
practical aspect (and science), contracts in Islamic banking almost all refer to 'uqud
al-murakkabah .
Most researchers see'uqi d al-murakkabah in Islamic banking is only part of
the basic development agreement that is not directly contained in Law No.2ll2008
conceming Islamic Banking.
But researchers see 'uqi d al-murakkabah in Islamic banking is not just the
developnrent of the contract but as an indication or phenomenon of the progression
of Islamic economic law. kgal progression is a liberation movement because it is
fluid and always restless in serching from one truth to the next. Prof. Satjipto
Rahrdjo, progressive lawmaker explains the law as a science that is always
rmdergoing formation, legal science is always in the making. This includes Islamic
economic law.
Therefore, this dissertation was written to track 'uqu d al-murakkabah ia
Islamic banking in Indonesia tom the pffspective oflegal progression, because there
are many types of 'uqu d al-mrnakkabah whose models are widely outside the text.
This is the rmiqueness and academic problem of the academy or the gap between
theory and practice in the phenomenon ofuqu d al-murakkabah in Islamic banking.
The formulation of the problem in this dissertation is; What arc the models of
the development of al-'uqud al-murakkabah in Islamic banking in Indonesia, What is
the basis for'uqi d al-murakkabah in sharia economic law in Indonesia, and why the
development of al-uqu d al-mrnakkabah on products Islamic banking is said to be the
progression of Islamic economic law
The benefit of this research is that this research can be found about the
models md theories of alquuqfi d al-muakkabah in Islamic banks. Can also be
develo@ 'uqi d al-muakkabgh in [slamis economic law. And can be described the
development of alquuqu d al-murakkabah as an approach to the progression of
Islamic economic law.
To be able to carry out research, the authors choose the type of library
research (libruy rcsead). Because the ernphasis of this research is on the aspect of
data sourced from theoretical studies of literature practiced in Islamic banking in
Indonesia. Therefore, in the title of the cissertation, the author limits the object of
study in lndonesia. So the primary data source refers to the literature data about the
contract theory, and the basics of 'uqu d al-mrnakkabah. To strengthen data that is
easily analyzed, thc authors add to the examples of the practice of 'uqud al-
murakkabah in Islamic banks in frmding or financing products.
The results showed that 'uqud al-murakkabah is modem investment methods
practiced by Islamic banks in an effort to accommodate existing practices in
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conventional banks. Then to avoid usury one ofthem by combining various existing
contracts can be practiced in accordance with bankhg transactions. N-Uquuqi d al-
mwakkabah is a method of contract development, so that there are mmy new
contracts that can be categorized as ghair al-musammdt contracts.
The analysis of permissibility of 'uqud al-murakkabah is a phenomenon of
bermuamalah not explained in the Qur'an aod hadith. The scholars who allow the
practice of al-'uqud al-muakkabah does not m€an to allow freely, but there are
restrictions that will explain the status of 'uqftl al-mnrakkabah which is peEnitted
and which is forbidden.
Al-'uqud al-murakkabah as Progressiveness in Sharia economic law includes:
Progressiveness in Nomenclature and the Nature of the Contract such as wadi 'ah
yad ad-dami nah and ijarih muntahiya bittsmlik. Progressiveity of Sharia Economic
Law Theory in the development of the contract. The forn main contracts in Islamic
banking are all developed from al-'uqud al-murakkabah, namely:
In finding is the Wadi'ah Theory. Progressive in the application of the trustee
(yad al-ama nah), and the distribution of athaya to customers.
In financing is the Syirkah Theory. Progressive in merging from 4 types of
syirkah (musyankah) into one contract, namely syirkah. Theja rah theory like ija rah
mrmtahiys bit-tamfik. There is also progression in the contract agreemeni that is in
terms of rental fees (ujrah). Reotal fees (ujrah) are based on flexibility ( llexibility)
according to time, place and distance. Mwabahah theory likc Murabaha when
wakalah has replaced the function ofthe bank over the supplier ofgoods.




A. Latar Belakang Masalah
Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional terlihat pada
metode dan sistem pengembangan produk, di mana bank syariah mempunyai ciri
khas yang tidak terdapat pada bank konvensional, yaitu akad sebagai dasar
pelaksanaan produk atau landasan dalam pe{anjian transaksi.
Pada liability atau produk pendanaan (funding) terdapat jenis produk
current and saving accounts dengan menggunakan akad wadi'ah dan jenis
pto&)k lwestment accounts seperti tabungan berjangka dan deposito dengan
menggunakan akad mu(anbah.
Sedangkan pada sisi asse, atau pe^nbiayaan (financing) terdapat produk
seperti pembiayaan dengan menggunakan akad mu/arabah dan musyarakah yang
berdasarkan pinsip profit and loss sharing (PLS) antara pihak bank syariah
dengan pihak nasabah (debitur).
Prinsip PLS atau margin profit sharing (bagi hasil) inilah yang dijadikan
justifikasi bank syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang
berlandaskan pada sistem bunga (rate interest system).
Menumt H. M. Sadeq, bank syariah bukan hanya sebagai tipe yang
berbeda dengan bank konvensional tapi sebagai revolusi. Bank syariah sebagai
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financial intermediary merevolusi manajemen konvensional berbasis interesl
merrjadi sharing profit and losses.l
Atas dasar revolusi tersebut, sistem ransaksi dalam bank berdasarkan
syariah tersebut diproyeksikan scbagai pengganti dari sistem bunga yang
di indikasikan terdapat unsur-r'nsur riba.
Deborah Usai, dari HFU Srzsines.r School, In'ernationol Business, Jerman
menulis gagasan perbankan syariah adalah sistem perbankan yang memberikan
bebas bunga, mencakup nilai dan nofina umum dan aspek keagamaan. Kesadaran
akan etika perbankan semakin meningkat seiring dengan banyaknya pendanaan
yang b€rbasis pada etika dan bank. Hal ini menegaskan terdapat kemauan
masyarakat untuk menggunakan cara-cara etis perbankan seperti yang diajarkan
oleh agama Islam.2
Dari tulisan di atas, tampak jelas bahwa kehadiran bank syariah
dilatarbelakengi oleh akumulasi pendanaan yaitu iovestor dan nasabah yang
berharap terhadap pembebasan sistem bunga atau yang ribawi, dengan
menghadirkan norma dan aspek keagamaalr. Namun dalam menghubungkan
antara teori-teori sistem ekonomi Islam dengan praktik perbankan syariah yang
bebas bunga sangat tidak mudah, karena banyak aspek lain yang terkait, seperti
regulasi, hukum perbankan, serta tuntutan proyeksi dan aktifitas ekonomi di
bidang lenbaga keuangan.
I Sharing prctit and /osses merupakan bshssa Sadeq yang berma&na sama detgat profit
aad loss sbuing. AH.M. Sadeq, Ecoromics (Lahorc, Pakistan: Islamic Publications, 1989), hlm.
t24t25.
2 Deborah Usai, "Islamic Banking As an Alternative To Conventional Ba,i,kitrg", Term
Poper, HFU Business Schml, lntemational Business, Jerman, Dosen: Prof. Dr. Paul Taylor,
Semester Winter, 2016/2017, hlm. 3.
-)
Di lndonesia, beragarn ciri khas yang terdapat pada bank syariah
diidentikkan dengan transaksi perbankan syariah yang berdasarkan pada akad
yang diarnbil dari hukum lslam (syariah) yang termaktub dalam berbagai kitab
fikih atau fikih muamalah yang kemudian dilegalisasikan dalam Fatwa DSN-MUI'
dan datam perkembangannya diregulasikan dalam bagian perundang-perundangan,
seperti undang-undang perbankan, undang-undang bank Indonesi4 undang-
undang peneroan terbatas, dan lainlain.
Fikih muamalah yang banyak mengkaji tentang dasar-dasar akad dan
banyak dirujuk sebagai literasi dalam pengembangan akad perbankan syariah,
seperti tulisan az-Zarqa', at-Madkbal at'Fikih al''Amrn. Dalam kitab tercebut
dijelaskan bahwa nomenklatur akad terbagi dalam dua bagian besar yaitu akad
bemama ('aqd al-musamma) dan akad tidak bernana ('aqd ghair al-musatnaa')'3
Masing-masing akad tersebut dipraktikkan sesuai dengan firngsi, tujuan'
dan berdiri sendiri. Seperti jika seseorang melakukan transaksi keuangan dengan
akad mu(arabah maka terdapat perbedaan peran subyek antara investor dan
pengelola dana dengan konsekuensi terdapat bagi hasil pendapatan di antara para
subyek. Model ini berbeda dengan akad wadi'ah yang firngsi utamanya adalah
sebagai akad titipan, di mana tidak ada bagi hasil di antara subyek yang terlibat di
dalam akad wadi'ah
Perkernbangan transaksi modem pada lembaga perbankan, di mana bank
syariah juga harus dapat mengakomodasi dan mengafirmasi terhadap kebutuhan-
3 MuslaIE Almad al-Zarqa', al-Matlkhal al-Fikih a|''Ann (Damaskus: Dar al-Fik,
1967-1968), Jilid l, hlm. 538, Syamsul Anwar, Hukum Peianitan Syariah; Studi Tentug Teori
Akad dalam Fikih Muanalat, (Jakana: Rajawali Press, 2007r, hlm. 72-76.
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kebutuhan hansaksi tersebut maka dibutuhkan suatu solusi metodologis terhadap
pengembangan akad sebagai dasar pelaksanaan kontrak perjanjian.
Dari metode pengembangan akad dalam konaak perjaniian antara bank
syariah dengan nasabah, kemudian lahir beragam akad yang sangat banyak keluar
dai mainstream fikih muamalah (akad bernama). Metode pengembangan akad
tersebu! populer dengan al-'uqid al-murakkabah atau sering disebut juga dengan
istrlah hibryd contract, yang banyak diterjemahlan dengan akad bertingkat, multi
akad, kontrak hibrida kombinasi akad, dan lainlain
Disamping itu, terdapat pula metode pengembangan akad dengan istilah
talawwul al-'aqd. Istilah-istilah tersebut sesungguhnya bermakna sama yaitu
metode perubahan baik dalam perubahan narrra (nomenHatay', penggabungan
antar akad, atau dalam penamaan nama akad dengan nama atau istilah baru yang
tidak tersebut dalant al-uqid al-musanmah.
Dengan demikian, hukum Islam yang pada awalnya menjadi sumber
utama (zubyek) dalam pengernbangan lemhaga keuangan syariah (obyek), dengan
perkembangan al-'uqid al-mwakkabah berimplikasi pada hukum Islam tersebut
juga menjadi media obyek kajian.
Pergeseran inilah yang menjadi alasan utama kemudian penulis melakukan
penulisan disertasi tenlang hihryd contact (diterjemahkan dengan kontrak
hibrida) atau al'uqua al-murakkabab di perbankan syariah sebagai fenomena
progresifitas hukum Islam.
Di lndonesia, dasar-dasar akad yang dipraktikkan di bank syariah dari
aspek norma hukum syariah (normatiJ) atau pun landasan hukum positil sudah
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jelas, yaitu landasan utama seluruh akad di bank syariah nrengacu pada Fatwa
DSN-MUI. Namun terdapat pula beberapa peraturan dan perundang-undangan
yang melandasi akad di bank syariah dan peraturan yang terkait di dalamnya.
Seperti Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentary bank dengan prinsip
bagi hasil, UU No. 7 Tahun 1992 tentarg Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan, serta UU No. 2l Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Pengembangan akad-akad di perbankan syariah dalam perundang-
undangan baru secara luas dijelaskan pada saat diundangkan UU No. l0 Tahun
1998 tentang Perbankan dan UU No. 23 lahun 1999 tentang BI (telah
diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004).
Dalam pasal I angka 3 UU No. l0 Tahun 1998 disebutkan:
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
kowensional atau berdosarkan prinsip syariah. Sedatglan dalam pasal I
angka 13 UU No. 10/1998 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan
perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk
penyimpanan dana atau pernbiayaan kegiatan usaha lainnya yang
dinyatakan tlalam syariah, yaitu 1) mudarabah 2) musyarakah, 3)
mura-bahah,4) ijarah dan 5) ijaruh wa iqtina.
Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa hanya ada lima akad syariah yang
dimaktubkan dalam perundang-undangan, sehingga penerapan akad pada bank
syariah bisa jadi sangat dinamis sesuai dengan kebijakan lembaga bank
syariahnya.
Sebelum terbit Undang-undang No 21 l ahun 2008 tentang Perbankan
Syariatu eksistensi Farwa DSN MLI tidak lebih hanya sebagai rujukan dalam
pengembangan akad pada ptoduk bank syariah. Kemudian setelah terbit Undang-
undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa yang dikeluarkan
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oleh DSN secara fonnal tidak hanya sebagai rujukan, tapi melekat juga pada
eksistensi pembuat fatwanya yaitu DSN-MLfl sebagai lembaga otoritatif yang
diakui oleh undang-undang.
Pasal I (ayat 12) W No.2l Tahun 2008 ditulis:
Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
b€rdasa*an fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Pasal di atas yang mengeksplisitkan bunyi prinsip hukum Islam yang
berdasarkan fatwa lembaga yang berwenang, merupakan ciri pengembangan
otoritas kelembagaan sosial dalam hal ini DSN-MUI melalui perundang-undangan
yang belum termuat dalam perundang-undangan sebelumnyq yaitu UU No. 10
Tahun 1998 tentang Perbankan, atau UU No. 3 Tahun 1999 dan UU No. 3 Tahun
2004 tentang Bank lodonesia-
Dengan demikian, lembaga DSN-MI-II mempunyai peran besar dan sangat
dibutuhkan independensinya dalam pengembangan produk hukum Islam atau
akad-akad dalam sistem perbankan syariah.
Dalam perkembangan teori akad modem terdapat banyak aspek akad yang
kemudian menjadi model-model dalam pengernbr.,ngan akad pada transaksi
beberapa produk perbankan syariah;
l. Melalui konstruksi al-'uqid al-murakkabah atau hibryd contract.
Metode al-'uqid al-muakkabah dipopulerkan oleh Hasanudin, Dosen
FSH-UIN Syahid dan IIQ Jakart4 Wakil Seketaris DSN-MLII, dalam
disertasinya yang be{udul Konsep dan Dhowabilh Multi Akad dalam Fatwa
DSN-MUI, dan tulisannya yang berjudul "Multi Akad Dalam Transalisi Syariah
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Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Konsep dan
Ketentuan @hawabith) dalam Perspektif Fikih".a
Metode ini menggabungkan dua akad bemama ('aqd al-musannta)
menjadi satu akad dengan nomenklatur yang tidak berubah. Akad bernama
('aqd al-musatruna) yaitu akad yang diatur secara khusus dalam fikih dan
diberi nama tert ertr. az-Ztqi' mengidentifikasi terdapat 25 akad yang morcakup
akad bilateral (dua pihak) de unilateral (satu pihak) seperti wasiat.s
Dari nama-narna akad tersebut kemudian dalam praktik bank syariah
dapat digabungkan. Contohnya pada akad murabalah bi al-wakalab dalarr
produk pembiayaan bank syariah untuk jual beli barang konsumtif merupakan
gabungan dari akad mwabalah dan wakalah.
2. Melalui metode t,baw'wul al-'aqd
Yaitu metode perubahan di dalam praktik akad yang bisa jadi jika dilihat
dari aspek normatif akan ditemukan beberapa aspek yang batal, tapi karena
kondisi lain (ekonomi) maka akad tersebut berubah menjadi sah dengan akad
yang dimodifikasi, atau ditambah deogan akad lainnya, atau berganti akad
sesuai dengan tuj uan transaksinya . Pada talawwul al-'agd biasanya nama akad
akan berubah secara nomenklatur, atau akad tersebut berganti dari akad yang
satu kepada akad yang lain.
Dari kedua metode pendekatan dalam pengembangan akad di lembaga
bank syariah nyaris seluruhnya sudah berkembang sesuai dengan keburuhan
a Tulisan Hasanudian dapat diakses pada (http://www.ekonomisvariah.org/
download/artikeUMakalahyo20lAEI_Multi_Akad_ H asanudin.pdf).
t hiboh. Mustafi Ahmad at-Zarqi', al-Madkhal, lilidI,hlm.29t.
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ransaksi ekonominya dan sudah banyak dikaji. Namun dalam disertasi ini, fokus
kajian hanya tenlar,g al-'ugid al-murakkabah alau hibryd conlract pada produk
perbankan syariah di Indonesia. Di mana. dalam disertasi ini dianalisis tentang
berbagai model pengembangan dan perubahan akad di dalam perbankan syariah di
lndonesia sebagai fenomena pro$esifitas hukum ekonomi syariah di Indonesia.
Pada dasamya, kajian tentang al-'uqid al-murakkabah atau hibryd
contract *cara vrnum atau secara khusus di bank syariah telah banyak ditulis oleh
para akademisi. Tulisan yang masih umum tentang al-'uguA al-murakkabah di
lembaga keuangan seperti tulisan yang banyak menjadi rujukan yaitu al-'lrnrani,
al-'Uqtd al-Maliyah al-Mu'akkabah (Dirasat Fikihiwah Ta'piliyah wa
Tatbiqiyyat.6
l{ajiaa al-'uqfu al-munkkabah yang secara khusus di perbankan seperti
,esis yang ditulis oleh Falyrmah, al-Muwata'ah ala lbramt' al-'Uqid al-Maliyah
al-Muta'addidah fr 'Aqd Wahi. d wa Talbiqatiha al-Mu'asisah,7 dan tulisan Ad
Darbal AMul Qadir dan Mahdi Maylud, * al-Muatijat al-Maliat al-Murakkabah
fr al-Bunik al-Islatniyah baiaa Hatmiyat al-Ibtikar wa Mapdaqiyat asy-
Syar i'Syat (al-Ijarah al-Muntahiyat Bitt amfik Anmihafa).8
6 Abdullah 51a l"4rrbammad bin Abdullah al-'lrnrani, at-'tlquZ al-Maliyah at-
Muakkabah (Dirasat Fil.ihiJyah Ta'piliyah wa Tatbiqiyyat, (Riyad: Dar Kaniz Isbiliya Linnasyr
wa at-Taud', l43l IV20l0 M).
7 Nldir 'Afi Faly'mah, al-Muwita'ah ala lbrnti al-Uqid al-Ma-liyah al-Muta'addidah fr
'Aqd Wqid wa TatbiqitibC al-Mu'a/sala fesls, Fatultas Syariah dan Hukum, The Islamic
University, Gstr|q Pslestina, 2015, hlin. 4. Tulisan dapst diakses dalam
(http://libre'y.tugaz&edu.pvthesis/ I I 5940.pdo,
8 Ad Dabil Abdul QedA, Mahd Maylld, "al-Mutijet al-Mrliyat al-Murakkabah fi al-
BmEk al-Islimiyah baina Harmiyal al-Ibtikar wa Masdaqiyat asy-Syar'iyyat (al-Ijarah al-
Muntshiyat Bittamlik Anmu2aji', dalam .4S,R.4, al-Akidimiyat al-'Aleniat Litbuhb asy-
Syf ityah. Malalah pada Acara: Mmrijer wa Tatbiqit allbtikar Walhindusat al-Matyat,
hggal 5-6 Mei 2014.
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Terdapat pula nrlisan yang seqra khusus tentang penerapan al-'uqid al-
murakkabah padLa lembaga keuangan syariah termasuk perbankan seperti tulisan
Abushareah dan Na:m, "The Practices of Musharakah Mutanaqisuh in Islamic
Financial Instintiors",e dan tlEmid Fakhd 'Azam, 
*$uktn ljtima' al-Uqid Fi
Safagat Wahidat : Dirasah Ta'siliyat Tatbiqiyat Mu'as. irali'.to
Dari pemikir dalam negeri seperti Lutfi Sahal, "Implementasi Al-'Uqud
al-Mwak*abah Atau Hybrid Contracts (Multi Alad) Gadai Emas Pada Bank
Syariah Mandiri Dan Pegadaian rl dan Susamto, "Tingkat Penggunaan Multi
A.kad Dalon Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MU4".tz
Dari beberapa tulisan di atas, penulis menjadikan sebagai pijakan atau ide
utama sehingga disertasi ini ditulis. Karena beberapa tulisa,r di atas atau yang
lainnya belum fokus pada penerapan akad yang ada di bank syariah Indonesia"
terutama setelah terbit Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
Selain dari itu, ketertarikan pengambilan tema disertasi ini tentzr.g' uqu-d
al-mwakkabab adalah pada aspek landasarr nonnatif pcngembangan 'uguA al-
mu'akkabah. Sebagaimana ditulis oleh Setiadi, perdebatan tentang
e Mahmood AM Al Rahman Abushareah dan Asmadi Mohamed Naim, "The Practices of
Musharakah Mutanaqisah in Islamic Financial lnstitutions", dalam lnternational Journol of
Education and SocialScrezce Vol. 2 No. 3; March 2015, (www.ijessnet.com)
I0 Hrmid Frkhd 'Azim, "Hukm Ijtima' al-Uqud Fi Safaqat Wahidat: Dirasah Ta'qiliyat
Tatbiqiyst Mu'apirah", dalara aliftaa. /ozl/ze), http://www.aliftaa.io/Research.asox?
Researchld=59#.W13-MPITLIU
f f Lutfi S'ahirl, "lmplemerrtasi Al-'l-.lqud Al-Murak*obah Atau Hybrid Contracts (Multi
Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian", dalam Jurnal At-Taradhi, Jvrnnl
Studi Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, Desember 20 I 5 .
t2 Buhanuddin Susamto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", dalam Jurnal al-lhkon, STAIN Pamekasan,
Vol . I I, No. I Juni 2016, (DOI: htp://dx.doi.org/10.19105/al-ihkam.vl I i 1.862)
l0
rr Atep Setiadi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana Sunan Gunung
Djati, UIN Bandung, "lmplementation Of The Concept Of Alruq0d Al-Murakkabah On Sharia
Financial Institutions", dalam Jurnal Islomicareinstihde (online). Tulisan dapat diakses pada
sistus (https://joumal.islamicateinstitute.co.id,/index.php/joes/anicle/download,/6/4). hlm. 2.
keabsahan 'uqid al-murakkabah atau multi trkad dilatarbelakangi oleh setidaknya
ada tiga hadis Nabi yang secara lahiriah menunjukkan larangan penggunaan multi
akad. Yaitu hadis tentang larangan gabungan akad bay' dan salat bay'ataia fi
bay'ah, dm, safqatain li safgah.t3
Dari aspek kelayakan akademik, tulisan-tulisan yang mengkaji
lentang'uqua al-murakkabah pada lernbaga keuangan syariah termasuk perbankan
masih dalam pada jurnal-jurnal ilmiah, sudah banyak dikaji. Oleh karenanya
dalam disertasi ini, p€nelitian tentang'uqid al-murakkabah di bank syariah di
Indonesia dianalisis dengan perspektif progresifitas hukum ckonomi syariah.
Pemilihan 'uqid al-muakkabah sebagu progresifitas hukum ekonomi
syarirrh dalam pengembangan akad-akad perbankan syariah di Indonesi4 karena
penulis melihat dari data-data yang ada bahwa 'uqid al-muakkabah merupakm
bagian dari sistem hukum Islam dalam menjawab transaksi ekonomi kontemporer
dalam perbankan syariah secara progresif dilaksanakan tanpa melihat pada aspek
"ketakutm" terhadap kesalahan normatif. Faktanya, akad-akad yarg
dikembangkan dalam model 'uqid al-mwakkabah satgat variatif, dinamis, dan
solutif tertEdap persoalan hukum ekonomi syariah.
Bedner matjelaskan gagasan hukum progresif merupakan studi atau
pendekatan sosio-legal di lndonesia. Dengan pendekatan hukum progresif, maka
akan terwujud altematif bagi pendekatan dominan dalam interpretasi hukum di
lndonesi4 laitu pendekatan yang dianggap formalistis dan kurang memperhatikan
substansi keadilan. Dalarn buku Biarlan huhtm mengalir, kemudian Satjipto
Rahardjo menjelaskan bahwa kepastian hukum terlalu "didewakan" padehal
seharusnya hukum lebih "manusiawi". ra
'Uqtd al-murakkaDarl merupakan aspek menarik dalam konteks
progresifitas hukum ekonomi syariah; karcna ia lahir dan berkembang dalam
bentuk yang keluar dari pakem akad-akad tunggal dalam fikih muamalah yang
lazim hanya dalam satu kontrak bernama. Seperti muncul akad murabahah bil
wakalah, mmtahiya bittanlik wadiah yad ad-damanah dan lainJain.
Kemudian, progresifitas' ugid al-murakkabah baoyak mengakomodasi
kepentingaa sosial ekonomi. Maksudnya <ler;gan 'uqid al-mwakkabah, maka
orang-orang yang ingin bertransaksi di bank syariah atau pelaku bisnis yang
bergerak di perbankan syariah lebih mudah untuk mempraktikkan akad. Dalam
Bahasa lain, transaksi ekonomi keuangan berbasis 'uqid al-mwakkabah tidak
menghalangi operasional perbankan syariah.
Al-'Uqid ol-murakkabah dilatarbelakangi oleh suatu ketidakberdayaan
satu pihak untuk memenuhi supaya terjadinya transaksi produk bank atau untuk
menjaga efektifitas manajemen bank sehingga tidak te{adi pelanggaran prinsip
prinsip lembaga keuangan dan tetap menjaga kemumian akad yang sesuai syariah.
Dari kesimpulan sementara bahwa 'uqid al-murakkabah merupakan
cerminan dari rmsur progresilitas hukurn, maka penulis ingin lebih dalam
meneliti tellta:ng' uqid al-murakkabah dalam hal msur-unsur progresifitasnya.
ll
14 And.i*n Bedner, "Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum", dalam
Myma A. Safitri dklc (eds.), Ser, Tokoh Hulun lndonesio; Sdrjipto Rohardjo dan Hukum




Katz al-murakkab merupakan ism mafil dari kata .5: rakaba, .$-t
yuHba l+s-ri tatfrban y lg secara etimologi berarti al-jam'u yaint
mengumpulkar/menghimpun r 5 Nazih Hammad dalam bukunya ymg berjudul a/-
'Uqfu al-Muzkkabab fr al-Fikih al-Islami menulis:
drl .jtti C".b ,jt Lt :,lr (iiir) e- t'r! sle i,tijall 6i+ of :+frlt rsaJt
tp * (...iiJr-.allj IS;JVu:$V irAsa:$V,p/\iltst)t) qfrr atl+)l-l
,.[+ ! ,3.r:9 alt qJ, $.ill c,'/})tJ :/.]t gfJ .,il.;glt rrirjl O$ oWy
'u.r-tlt riJr .,BI iu4 ,JLn.n)rJ 'rrr+Jb O--41
Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-'uqtd
al-mwakkabah adalah kesepakatatr antara dua belah pihak atas transaksi
muamalalr yeng memuat atas dua akad atau lebih, seperti akad al-bay Q:ualbeh)
deogan al-ijarah (sewa), al-hibah dengat al-wakalah (perwaktlan), al-qard
(pembiaan sosial) dengan muzira'ah (kerjasama pertanian), sarf(valuta asing)
dergan muzin a.l (kerjasama pertanian), syirkah (keqasama usaha) dengan
mudirabah (kerjasama permodalan dan usaha)...dan seterusnya. sehingga semua
akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban
ri Abd AUeh d-'Iffml, al-'uq al-Maliyah a|-Mtmkkabah: Dirasat Fikihiyah
Ta'siliyab wa Tatbiqiyah @iyadh: Esbelia, l43l H), hlm. 43
t5 Nadh Hammad, al:Ilqud a|-Mwakkabah Fi al-Fikib al-Islami, (Damxkus: Dar al-
Qalarn, 1432 tV20l I M), hln. 7.
yang ditimbulkamya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-
pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. 17
Sedangkan al-'Imrani mengistilal*an :r<!t l.fJt dengan r5yJl tl- lJl :5iJl
(al-'uqid al-maliyah al-mu'akkabah), yaitu kumpulan akad-akad maliyah yarg
menjadi satu akad dengan cara menggabungkan atau saling menerima dimana
semua hak dan kewaj iban terangkai seperti akad yang tunggal . I 8
2. Progresifitas Hukum
Istilah hukum progesif terdiri dari kata hukum dan progresif. Istilah
hukum menurut Hans Kelsen merupakan padanan kata dari istilah recht (Jerman),
Droil @erancis), dan Dirttto (Italia) yang berarti tata perilaku yang mengatur
manusi4 dan merupakan tatanan pemaksa.le
Pengertian diatas dapat diartikan bahwa dalam hukum terdapat tata aturan
perilaku yang mengatur manusia tentang kejadian-kejadian tertentu. Jika
kemudian tata aturan tersebut dilanggar oleh seseorang dan merugikan masyarakat,
maka hukum dapat memaksa terhadap orang yang melanggar untuk
mempertan g$mgi awabkannya.
Kata progesif Qtrogresr, Inggns) berarti maju, sedangkan kata progresif
(progressive, Inggri$ m€rupakan sesuatu yang bersifat maju. Dalam kamus
dijelaskan progresif ialah favouring new (menyokong ke aratr yang baru), modern
17 Nazih Hammi4 Al-'Uqid al-Murakkabah fi at-Fikih al-tslami (Damaskus: Dar al-
Qalam, 2005), hlm. 7.
f6 Ahd Alleh al-'Imrani, al-'uqid al-Maliyah a1-Murakkabah....hl;n. 46.
le Hans Kelsen, Teori Hukw Murni.. Duser-da.car llmu Hukum NormatiJ (Bandung:
Penerbit Nusamedia, 2007), hlm. 34.
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ideas, atar happening or developing steadily (gagasu modem, peristiwa atau
perkembangan yang mantap).2o
Dengan demikian secara sederhana, hukum pmgresif adalah hukum yang
bersifat maju, atau hukum yang dapat nenyokong ke arah yang baru, penuh
gagasan yang modem, dan mengalarni perkembangan yang mantap.
n @ord Leamer's Pocket Dictionory (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford
University Press), hlm. 342.
2fSyamsul Anwar, Hukam Perjanjian Syariah, (lakutz: RajaGrafinso Persada, 2010),
hlm.3.
22 M. AMul Manan, Ekonomi lslam, Teori dan Praktik, terj. Nastangin (Yogyakarta:
Dana Bhakti Prima |eca, I 997), hlm. I 9.
3. Hukum Ekonomi Syarieh
Hukum ekonomi Syariah merupakan hukum Islam yang menyangkut
ekonomi Syariah. Syamsul Anwar menjelaskan yang dimaksud dengan hukum
Islam atau hukum Syariah yaitu hukum tentang kehidupan sosial bermasyarakakat,
diinterpretasi dan dijabarkan oleh aktifitas intelektual manusia dalam merespon
berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat,
sehingga terhimpun sejumlah ketentuan-ketentuan l.ukum hasil ijtihad dan
penafsiran manusia disarnping ketentuan-ketentuan yang secara langsung
ditetapkan wahyu llahi.2 I
Ekonomi Islam atau ekonomi Syariah menurut M. Abdul Manan yaitu
ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan
yang diilhami oleh nilai-nilai dan ajaran Islam.22
Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan yang dimaksud Hukum
Ekonomi Syariah adalah hukum dalam merespon berbagai problem yang dihadapi
l5
m rusia dalam perkembangan masyarakat yrurg menyangkut masalah-masalah
ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai dan ajaran Islam. Seperti hukum perbankan
syarialu hukum perikatan syariah, dan lainlain.
C. Rumusstr Masalah
Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, bahwa dalam pengembangan
produk-produk di bank syariah terdapat banyak metode pendekatan yang
berdampak pada akad yang dikembangkan di bank syariah diindikasikan hanya
duplikasi dari bank konvensional. Oleh karenanya, rumusan masalah yang
dibangun adalah:
l. Apa saja model pengembangat al-'uqtd al-mwakkabah pada perbankan
syariah di Indonesia?
l. lagaimanl landasan ' uguA almnakkabah dalam hukum ekonomi syariah di
Indonesia?
3. Mengapa pengembangan al-uqid al-murakkabah pada produk perbankan
syariah dikatakan sebagai progresifitas hukum ekonomi syariah?
D. Batasan Mssalah
Untuk memberi ruang permasalahan yang tebih fokus, maka permasalahan
dalam disertasi ini dibatasi pada aspek-aspek sebagai berikut:
1. Masalah hanya mengkaji dan membahas tentang model-model pengembangan
al-'uq al-murakkabah pada produk fimding dan financing perbmkan syariah
di lndonesia. Kajian di htar al-'ugud al-murakkabah tidak menjadi bagian
ut ama dalam pembahasan.
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2. Permasalahan fokus pada pelacakan tentang landasan 'uqid al-murakkabah
findkg dn financing di bank syariah dalam hukum ekonomi syariah di
Indonesia. Dari sini ini ditemukan berbagai hal terkait dengar 'ugid al-
murakkabah dalam berbagai regulasi normalif dan positif, terutama dalam
Kompilasi Huk.m Ekonom Syariah.
3. Permasalahan fokus pada pengembangan al-uqid al-mwakkaDai pada produk
perbankan syariah. Permasalahan ini menjawab apakah al-uqfu al-murakkabah
dapat dikatakan sebagai progresifitas hukum ekonomi syariah di Indonesia.
E. Tujuan Drn Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk melacak model pengembangan al-'uqid al-murakkabah di
perbankan syariah di lndonesia.
b. Untuk mengetahui al-'uqid al-murakkabah dalam hukum ekonomi
Syariah di lndonesia.
c. Unn* melacak paxamater d6561-das41 metodologis dalam pengembangan
al-'uqid al-munl*abah pada produk perbarkan syariah di Indonesia





Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk
penganbangan ilmu pengetahuan dalam arti membanguD, memperkuat dan
teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih
terhadap Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian hukum muamalah
berhubungan dengan masalah al-'uquZ al-murakkabah sehingga dapat
dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian
berikutnya.
b. Manfaat Praktis
l) Manfaat bagi perbankan syariah: Memberikan manfaat serta menambah
khazanah intelektual sehingga menjadi rujukan dalam pelaksanaan
ataupun penerapan akad-akad di pe,rbankan syariah, yang sesuai dengan
prinsipprinsip ajaran Islam.
2) Manfaat bagi akademisi: Memberikan manfaat serta menambah
khazanah intelektual bagi para akademisi dan mengajarkannya kepada
para mahasisw4 serta menjadi konsultan yang ahli dalam bidang fikih
muamalah kontemporer khususnya di lembaga keuangan syariah baik
baok maupun non bank.
3) Manfaat bagi peneliti: Sebagai akademisi, terbukalah cakrawala
pemikiran hukum ekonomi Islam tentang transformasi akad-akad pada
bank syariah dari akad yang tunggal sehingga berkembang menjadi akad
yang majemuk ( al-'uqid al-mwakkabah atau hibryd contract).
l8
F. Telaah Pustaka
Banyak tulisan dalarn bentuk buku atau jumal ilmiah yang mengkaji
tenrang kontrak hibrida atau dapat disebut dergan al-'uqid al-muakkabah akad
gabungan, dan lainJain.
Syaiklr Abdullah al-'Imrani, al-' Uq id al-Maliyah al-M uakka bah (Dirasat
Fikihiryah Ta'siliyah wa Tatbiqilyat.23 Buku disertasi pada Fakultas Syariah al-
Jami'ah al-imam Mutammad Ibn Su'ud al-Islamiyah Riyad dengan tebal
halrrnan 476 ini secra komprehensif membahas tentang akad-akad keuangan
mwakkabah. Dalam penelitiannya" al-'Imreni telah oenemukatr macam-macam
(tipologi) multiakad beserta batasan-batasan (dawabi!) multiakad yang
dibolehkan perspektif syariah.
Materi buku al-'Uqid al-Maliyah al-Mwakkabah dibagi dalam dua
bab; Bab Pertama berisi tentang fakta teoritis akad-akad keuangan berbasis pada
akad bertingkat atau al-murakkaD, hukum-.rukumnya dan aturan-aturannya ( i;:i>
445 , t4,t(-l 1f}r roJt-tl ,r.i^Jr). Dalam bab ini berisi 3 bagian (fasl) yaitu; fEft
pertama fakta akhral ul-'uqid al-maliyah al-mwakkabah, l.as. / kedua tentang
hukum-hukum ul-'uqtd al-maliyah al-mwakkabah, dn faplketiga tentang aturan-
afiran ul-' uqid al-maliyah al-murakkabah.
21 Abdullah bin Muharmad bin Abdullah al-'lmrani, al-'Uqid al-Maliyah al-
Murakkabah (Dirasat Fikihiwah Ta'gihlah u,a Tatbiqityat, (Riyad: Dar Kanuz lshiliya Linnasyr
wa at-Tauzi', l43l W20l0M).
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Bab Kedua tentang aplikasi kontemporer kombinasi akad-akad keuangan
1i!.t 4ttt 'r;)t ;rew d.l). Dalam bab ini berisi 6 bagian (fasl) yaitu..3 bagian
khusus membahas tenlang ul-'uqid al-murakkabah yang banyak dipraktikkan
yaillo ijarah mwtahiya bittamlik nusyirakah mutanaqi;ah, murabahah al-
mwakkabab. Tiga bagian lainnya r^rembahas ul-'tqid al-murakkabah secara
umum drlam asuransi, pasar modal, dan perbankan.
Nadir 'AIi Falyrmall al-Muwa-ta'ah ala lbrami al-'UquZ al-Mah'yah al-
Muta'addidah fr 'Aqd Walid wa Talbiqalihii al-Mu 'as. r3ai. Tesis dari Universitas
Gaza ini dilatarbelakangi oleh transaksi keuangan pada zaman sekarang yang
banyak terjadi bcberapa akad dalam satu kontrak perjanjian. Dengan kajian ini,
maka dicari usaha untuk menghindari kesimpulan di mana beberapa kontrak
dalam satu konhak yang diabaikan. Tapi justru perlu diperiksa kembali dan
disempumakan.2a Oleh karena itu, perlu bagi para ilmuwan bangs4 pemikir, dan
cendekiawannya untuk memecahkan p€rsoalan ini sehingga terlihat mana yang
sesuai dengan syariah dan mana yang tidak sesuai.
Nur Wahid "Mubi Akad Dalam Produk Gadai Emas Di Bank Syariah
Perspefuif Huhtm Ekonomi Syariah (Sludi Kasus di Bank Syariah Mandiri Dan
BMSyariah KC Purwokerto) ".Tesis dari IAIN Purwokerto ini mengungkapkan
pada kasus produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan BRI
Syariah KC. Purwokerto. Produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah
Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto, kedua bank syariah di atas sama-sama
'?l 
Nadir 'AIi Fatyunall al-Muwata'ah ata lbrani at-Ugid al-Maliyah al-Muta'addidah fr
'Aqd W4id wa Tapbiqa-tihi al-Mu'apisalt lasrq, Fakulras Syriah do Hukum, The Islarnic
Univenity, Gozs, Pslestins, 2015, hkn. 4- Tulisan dapat diakses di
(http:/4ibrry.iqgazaedu.ps/thcsiv I I 5940.pdo.
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berbasis bag,i hasil dengan biaya jasa bukan berbasis pada bunga dan untuk
mengganti biaya jasa operasionalnya terdapat tiga akad yaitu kombinasi antara
qard rahn, daa ijarah. Akad qafl adalah akad pemberian pinjaman dari murtahh
(Bank Syariah Mardiri dan BRI Syariah) kepada rfuia (Nasabah Bank syariah
Mandiri dan BRI Syariah). Akad rahn dalam hal ini adalah penyerahan barang
jeminan (nathta) di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah. Sedangkan akad
ijarah a,lala\ akad sewa jasa tempat penyimpanan barang yang menjadi jaminan
(marhtn).
Dilihat dari karakteristik akad yang membangunnya, multi akad di kedua
bank tersebut adalah gabungan antara akad tabaru'(qard dan rahn) dengan tijari
(ijarah). Penggabungan akad ini merupal,ian jenis al-'ugid al-murakkabah al-
autaaiqi{ah (akad yang berlawanan). Jenis akad ini tidak boleh dihimpun
menjadi satu akad karena dapat membawa kepada riba.2s
Mahmood Abushareah dan Asmadi Naim, Guru Besar pada Islamic
Business School College of Business Universiti Utara Malaysia, dalam tulisannya
yang berjudul "The Practices of Musharakah Mutanaqisah in Islamic Financial
Institutions ".26 Tulisan ini merupakan contoh materi yang menjelaskan tentang
praktik akad murakkab di lembaga keuangan Islam, yaitu akad musyirakah
mutanaqipah Dijelaskan dalam tulisan iru, musyarakah mutanaqisah adalah salah
satu sarana dan alat investasi dan pembiayaan yang diadopsi oleh perusahaan dan
2' Nur Wahid, Mrri Akad Dalon Produk Gadai Emas Di Ban* Syoriah perspektif Hukum
Ekonomi Slariah (Sadi Kasus tli Bank SJtarioh Mandiri Dan BRlSyariah KC purwokerio.l. -fesis
hogram studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN purwokerro, 201g, hlm. 4.
26 Mahmood Abd Al Rahman Abushareah dan Asmadi Mohamed Naim, .,The practices of
Musharakah Mutanaqisah in Islamic Financial lnstitutions", dalam lnternotional Journol of
Educqtion and Social Scr'€nce, Vol. 2 No. 3i March 2015, (www.ijessnet.com)
2t
lembaga keuangan. Bentuk pembiayaan ini muncul dan menyebar terutama di
perusahaan sebagai alat pembiayaan dan investasi bersama dengan murabaf,ah,
ijarah dan alat pembiayaan lainnya. Kemudian musyarakah mutanaqisah
berkembang dalam berbagai akad gabungan yang dikontruksi sebagai kebutuhan
lembaga keuangan Islam dalam menjalankan transaksi keuangan modern.27
Ad Darbal Abdul Qadir, Mahdi Maylud, * al-Munfijil al-Maliyat al-
Murakkabah fr a|-Bunik al-Islamiyab baiaa l{atan'yat al-Ibtikar wa Masdiqiyat
asy-Syar'iyyat (a|-Ijarah al-Muotahiyat Bittamlik Aanazaf). 28 Dijelaskan
bahwa dasar dari yang disebut a/- murakkab adalat, produk-produk keuangan yang
diproduksi atas dasar dua produk atau lebih. Seperti musyarakah mutanaqipah
pada dssarnya adalah akad kerjasama tapi merupakan produk dari kerjasama
(asy-syi*ah dan jual beli (boy'), istisna' al-mawazi sebagai gabungan dari
ist isni' dan ist igad'.2e
Habib Ahmed, dari Durham University Business School, The United
Kingdom, "Islamic Banking atd Shari'ah Compliance: A Product Development
Perspective".3o Paper ini cukup memberikan ganrbaran tentang evolusi akad di
dalam perbankan Islam. Walaupun secara spesifik tidak menjelaskan tentang a/-
'uqid al-murakkabah atz:u lrybrtd contact.s, tapi materi dalam tulisan ini sebagian
z7 lbid, hlm.
'1r Ad Darb Abdul Qadir, Mahdi Maylud, "al-Mutijar al-Meliyat al-Murakkabah fi al-
Bunuk al-Islimiyah baina Hatmiy&t al-Iblikar wa Masdeqiyat asy-Sy8r'ilyat (al-Ijarah al-
Muntahiyat Bittamnk Anmuzaji', dslam /SR4, at-Aka-dimiyat al-'Alamiat Lilbuhis asy-
Syar'i1yah. Makalah pada Aca'a: Muntijat $'a Tatbiqat al-Ibtikar Walhindusat al-Mtliyat,
tmggal 5-6 Mei 2014.
'ze 
lbid., hlr..l,. l-2.
r0 Habib Ahmed, "lslamic Banking and Shari'ah Compliance: A Product Development
Perspective", dzlan Journal of lslamic Finance, tllJM lnstitute of Islamic Banking and Finance,
Vol. 3 No.2,2014, hlm. 15.
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dapat dijadikan sebagai referensi dalam menjelaskan historis penerapan akad di
bank syariah. Ahmed menjelaskan model perbankan syariah telah berevolusi dari
waktu ke waktu. Ketika perbankan syariah diperdebatkan pada tahun 1970-an,
diperkirakan menjadi model " two-tier mudarabah", di mana mode pembagian
untung rugi dalam pembiayaan akan digunakan pada sisi aset dan kewajiban. Atas
kewajiban tersebut pada sisi lain, giro akan mengambil format pinjaman tanpa
btxrga (qail al-hassan), sedangkan tabungan dan Ceposito akan berbentuk
rekening investasi bagi hasil dengan menggunakan konsep mudarabah.3l
Bank syariah diharapkan untuk berinvestasi dalam proyek produktif
dengan basis pembagian kermtungan di sisi aset menggrmakan kontak mudirabah
dart musyarakah. Keuntungan/kerugran yang dihasilkan dari investasi ini harus
dibagi oleh pemegang saham dan pemegang akun investasi pada rasio yang
disepakati.
Seiring berkembangnya keuangan Islam seiring be{alannya waktu, model
perbankan syariah berubah menjadi mudarabah satu level dengan beberapa alat
investasi. Sedangkan setoran tabungan dan investasi berbentuk rekening investasi
bagi Irasil mu{arabah, instrumen yang digunakan pada aset termasuk /rle d income
mode. Untuk membiayai berbagai aset, bank mulai menggunakan kontrak berbasis
penjualan terutama murabafiah, istipna', salun dn ijarah dan pada tingkat yang
lebih rendah menggunakan cara bagi hasil bagi pembiayaan (musyarakah daa
mt$arabah). Perbankan syariah lebih jauh berkembang terutama dengan
menggunakan irlstmmen hutang pendapatan tetap pada sisi asset dan tiability. Hat
3t tbid, hlm. 19.
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ini dilakukar dengan menggunakart tawarug yang terorganisir di mana pinjaman
sintetis yang menyerupai hutang berbasis bunga diciptakan dengan
membelilmenjual komoditas.32
Hamid Fakhz'i 'Azam, Fakultas Syariah, Universitas Mu'tah, " Huknt
Ijtima' al-Uqua fi $afaqat Wahidat: Dirasah Ta'siliyat Talbiqiyat Mu'asirali'.]3
'Azam banyak mengkaji tentang perbedaar, al-'uqid al-murakkabah dengan fokus
studi pada hukum mengumpulkan akad pada bay'ab fi bi'atain Dalam tulisan ini
terdapat pokok-pokok pikiran yaitu tentang kekuatan hadis yang melarang bay'ah
fr bi'ataia, pendapat para pakar atau ahli dalam memahami akad bay'ah fr
bi'atain, serta bagaimana dampak dari pengumpulan dua akad atau lebih dalam
satu akad.3a
Lutfi Sahal, Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi lslam IAIN Antasari
Banjarmasin, "Implementasi Al-'Ugid al-Murakkabah atau Hybrid Contracts
(Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian.3s Tulisan
ini membahas tentang persamaan dan perbedaan gadai emas di bank syariah dan
pegadaian. Dari aspek teoritik, banyak dijelaskan tentang teori al-'uqid al-
muakkabah, terutama dari aspek ketentuan (dawabifl diperbolehkannya suatu
akad dengan metode akad berganda. 16 Kesimpulan dari tulisan Sahal sangat
menarik karena menghararnkan akad "gadai emas" yang te{adi di bank syariah,
32 lbid., hlm. 19
33 gu-ia f"mri'AzAm, *Hukm Ijtima'al-Uq[d fi Safaqat Wahidat; Dirasah Ta,siliyat




r5 Lutfi Sahal, "lmptementasi At-'IJqid Al-Mtt a*kabah Arau Hybrid Conrracts (Mllti
Akad) Gadai Emas Psda Bank Syariah Mandiri Dan pegadaian',, dalam Jurnal At-Taradhi, Jumal
Studi Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, Desember 2015.
36 /rid, hlm. 159-160.
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karena menggunakan akad qad dan ijarah, berdasarkan pelarangan hadis Nabi
yang melarang al-uqid al-murakkabah yang didasarkan pada akad bay dan qard,
dan dalarr hal gadai emas di bank syariah tfidapat rekayasa hukum (hilah)
terhadap largngan a'Da. Sedangkan akad rahn pada pegadaian diperbolehkan
karena menurut Lutfi Sahal tidak terjadi al-ugid al-munkkabab, karem iiarah
yurg diambil oleh pegadaian syariah semata-mata karena menahan jasa bergerak
nasabah.3T
Burhanuddin Susamto, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)". 38 Tulisan ini menjelaskan
tentang persoalan tentang hukum multi akad dan level penggunaannya dalam
fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama lndonesia). Untuk
menganalisis persoalan tersebut, digunakan jenis penelitian hukum normatif
(normative legal research) dengan pendekaun konseptual. Fakta bahwa fatwa
DSN-MUI banyak mengadopsi akad-akad baik yang bersifat tunggal maupun
lnm:Jn @l-'uqil al-mu'akkabah\. Multi akad ada yang bersifat alamiah (al-'uqid
al-m uakkabab al-tabi'iyah) dan hukumnya diperbolehkan.
Sedangkan multi akad hasil modifikasi (al-'uqid al-murakkabah al-
ta'dilah) hukumnya masih tergantung dari bagaimana bentuk modifikasinya. Jika
modifikasi akad tidak melanggar prinsip Sunnah tentang penggabungan akad,
maka hukumnya diperbolehkan. Begitu pula sebalilmya, jika terjadi
17 /bid, hlm. 160-161.
rE Burhanuddin Susamto, "Tingkat Pengguralin Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", dalam Jurnal al-lhkan, STAIN Pamekasan,
Vol . I l, No. I Juni 2016, (DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al-ihkam.vl I i1.862)
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penggabungan akad sehingga terdapat keterkaitan (mu'allaq), maka haram
hukumnya. Dari totd akad yang diadopsi dalam fatwa DSN-MUI, ada sekitar
60,68 % yang menggunakan aked 56sar's tuflggal dan sisanya 39,32 % melalui
p€ndekatan multi akad agar dapat diterapkan dalam transaksi modem.3e
Beberapa buku literatur yang menjelaskan tentang bank syariah dan
berbagai ragam akadnya, dan banyak menjadi rujukan dalam disertasi ini adalah
buku yang ditulis oleh Nazih Hammad, al-'Uqid al-Murakkabah F7 al-Fikih al-
Islami, M. Syaf i Antonio dalam Bank Syariah lVacana Ulamo & Cendekia*an.
dan Bank Syariah; Teori dan Praheh a0 Adiwarmart Kadm, Bank syariah:
Analisis Fiqih dan Keuangan, al Verthzal Rivai dan Arviyan Aifin, Islamic
Banbng,a2 Akad dn hoduk Bark Syariah yang ditulis oleh Ascary4 dan lain-
lain.
Nazih Hammad, al-'Uqid al-Murakkabah Fi al-Fikih al-Islami. Buku
simpel ini sangat banyak membahas al-'uqid al-mwakkabah. Oleh karena itu,
buku ini merupakan bagian yang sangat penting dalam penulisan disertasi ini.
Materi dalam buku ini dijelaskan tentang pengertian, hakikat, dan dasar-dasar
pokok dari al-'uqid al-mwakkabah.al Ia memberikan beberapa contoh al-,uqfu
3e lbid
oM. Syaf i Arrronio, Bank Syoriah Wacana Ulana & Cende*iawan, (Jakuta: Tazkia
Institule dan Bank Indcnesia, 1999). M. Syaf i Antonio, Bank Syariah; Teori don praktel
(Jakarta: Gema Insani Press, 199).
rf Adiwarman Azwar Karim, Bank syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan, (lakuta:
RajaCrafi ndo Persad4 2006).
a2 Veithzal Rivai, Awiyan Aifin,lslanic Banking, (Jakarta; Bumi Aksara 2010).
13 Nazih Hammad al-'tlqid al-Mu.akkabah Fi at-Fikih al-Islami (Damaskus: Dar al-
Qalam, t432 IV20l I M).
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al-murakkabah, srupefii bay dergu ijarah, hibah dengan wakalah, qard dengan
muzira'ah, sarfdengat muzara'ah, syirkah dengan mudarabah, dan lain-lain. 4
Ascarya, Peneliti Senior Center for Central Banking Education and Studies
Bank Indonesia, menulis buku tentang akad dan bank syaiah, Akad dan Produk
Bank Syariah.as Matcri yang disajikan lebih banyak deskriptif terhadap akad-akad
yang sudah banyak ditulis oleh pemikir sebelurnnya, seperti dan tidak terdapat
asas-asas akad.
Ascsrya msadsfinisikan akad adalah sesuatu yang meqiadi tekad
seseorang untuk melaksanakaq baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf,
talalq dan sumpah, mauplm yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa,
wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan ar.rtaft ia-b atau
pemyataan penawaran/pemindahan kepemilikan dan qabil atau pernyatzan
penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada
sesuatu.46
Syarnsul Anwar, Hukun Pe4ianiiad Syariah; Studi Tentang Teori Akad
dalam Fikih Muamalat, don ia jrya menulis "Kontrak dalam Hukum Islam". Dari
kedua tulisan torsebut, Anwar banyak menulis tentang akad secara komprehensif
dari dasar-dasar, akibat hukum sampai pada terminasi akad (perjanjian). Akan
tetapi, dari beberapa tulisan Anwar sedikit saja yang menjelaskan tentang asas
langensualisme dan formal isme di perbankan.aT
4 lbid., hlm. 7 .
'5 Asca"y4 Akad dan Produk Baok Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo persad4 2007)
16 lbid.,hllnl,.35-36.
'7 Lihat Syamsul Anwa\ Hu*ttn Pe4jnjiad Syariah; Studi Ta ang Teoi Akad dalam
Fikih Muanalst (Iakana: Rajawali Press, 2007). Syarnsul Anwar, ..Kontrak datam Hukurn
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Yusdani, "Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam
tulisan ini banyak menulis tentang akad-akad yang terdapat dalam hukum Islam.
Dari banyak akad tersebut banyak dipraktikkan pada bank syariah. a8 Dalam
tnlisan ini juga, Yusdarf merujuk pada asy-SyaukAni dalam Fa1 al-Qodir,
menjelaskan akad adalah bertemunya ijdb yang diberikan oleh salah satu pihak
dengn gabil yarg diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i
dan menimbulkarr akibat pada obyeknya.ae
Dalam beberapa literatur seperti Bidayah al-Mujtahid wa Mhayat al-
Muqtapid karya Ibnu Rusy4 dan Akad dan Produk Bank Syariah kxya Ascarya
dinamika akad dapat dikaji dari dua prinsip dalam perilaku ekonomi yang meliputi
tabarru'(,tdl, dzn tuari k}Jt).
Kemudian dari beberapa literatur tersebut, dalam disertasi ini
dimodifikasi me,njadi gmrbar sebagai berikut: 50
Lslam", dalam Affi. Minhrji d}}.', Antologi Hukwn Islam (Yogyatarte Prodi HI ppS Suka,
2010), hlm. 108-113.
1t Yusdei, "Trarsaksi (Atad) dalam Perspektif Hukum lslan", lunal Millah, MSI-IJIJ.
Vol. II, No. 2, Januari 2002, hln. 73-E4.
'e Imam asy-Syaukini, Fotfi al-Qodir, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1964),h\m.4.
Dikutip dari Yusdani, "Transaksi (Akad) Dalam Perspeltif Hukum Islam" , Jurnal Milloh, Y ol. ll,
No. 2, Januari 2002, hlm. 73.
$ Mcdifikasi dari berbagai sumber. Ascarya. ,{ kad., hlm.35-36, rbnu Rusyd, Bidtiah al-
Mujtahid wo Nihdyat al-Muqtashid, (ttp.: Dir al-Fikr. ft.), Jilid ll. AA. lslahi. Konsep Ekonomi
Ibnu Taimiyyah, terj.: H. Anshari Thayib, (Surabaya; Bina llmu, 1997), hlm. 193-195.
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Garnbar l.l





L€bih lanjut, Ascarya menjelaskan akad atau transaksi yang
diimplementasikan d,lam kegiatan bank syariah dapat digolongkan ke dalam
transaksi untuk mencari keuntungan (tijan) dan transaksi untuk kebaikan
(abarru) Transaksi untuk mencari kermtungan dapat dibagi dalam transaksi yang
mengandung kepastian (natural certainty contracts/NCC) yaitu kontrak dengan
prinsip non bagi hasil serrurtt. murdbahah atat ijarah serla transaksi yang
mengandung ketidakpastian (natural uncertainty contracts/NUC) seperti
mudarabah dan musyfuakah. Transaksi NCC berlandaskan pada teori pertukaran,
sedangkan NUC berlandaskan pada teori percampuran.5l Skema ringkasnya dapat
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Skema Pembagian Jenis Akad Tabarru' Tijari
Zainul Arifin, dalan Dasar-Dasar Manajemen, menjelaskan bahwa istilah
bank sebagai suatu istilah lembaga keuangan dalam al-Qur'an secara eksplisit
tidak disebutkan. Tetapi kalau yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki
unsur-unsur yang konotasi fiurgsi dan dilaksanakan oleh peran tertentu dalam
kegiatan ekonomi, seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban, maka
dieksplisitkan dengan istilah-istilah seperti zakat, shodaqoh, ghantmah (harta



































Ijarah, Ijarah wa lqtina,
Lain-Lain
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Muhammad, dalam Manajemen Pembiayaan Bank Syariah menjelaskan
bahwa bank sebagu financial intermediury merupakan alat pelancar antara lain
dalam l) memindahkan vary, 2) menerima dan membayarkan kembali uang
nasabah, 3) membeli dan menjual surat-surat berharga 4) memberi jaminan bank.
Adapun konsep syariah yang dikembangkan sebagai produk dalam bank syariah
dapat dilihat pada tabel berikut:53
Gambar 1.3
Prinsip, Jenis, dan Penerapan Produk Syariah di Perbankan
Prinsip Jenis-jenis Produk
syariah










































ssMuhammad, Monajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Upp AMp yKpN,
3l
Ahmad Dahlaru dalam Bank Syoriah: Teoritif Praldik dan Kritih
meqielaskan pengembangan produk-produk bank syariah dapat dikaji dari aspek
aliran dana sebagaimana pada tabel berikut:
Pengembangan Produk-Produk Bank Syariah
Funding (Liability) Financing (,4sset)
- Earning Assets
- Non Earning Assets
Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pengembangan produk bank
syariah dapat diklasifikasikan ke dalam funding dan financing. Funding dapat
diklasifikasikan pada: Core capital, mu(arabah account, serta wodidh (non
rem nerated deposit).sa Financing dana lrank syariah dapat diklasifikasikan pada
dua bagian dari aktiva (assets) bar*.. yaitu Earning Assets dan Non Earning
Assets.
Afzalur Rahman, dabm Banking and Insurance, menjelaskan Earning
,{ssers yaitu alciva yang menghasilkan profit (atau tlalam akad fikih tergolong
r.r.ll*..!D, biasanya berupa investasi dalam bentuk; Pembiayaan mu/arabab,ss
pembiayaan musyaralah (partnership, project investment participation).s6
Terdapat pula penbiayaan prinsip jual beli. pembiayaan berdasarkan prinsip sewa,
Surat-swat berharga syariah (syariah securitas) dan investasi lainnya.
Pembiayaan dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam skim murdbahah
(deferred payment sale), yzurtl pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam
! Sutan Remy Syahdeini, Perbankon lslam dan Kedudukamya dalam Tata Hukun
Perbankan lndonesra (Jakara: Terrprint, 1999), hlm. 52-53.
'5 Afzalur llahman, Batking and hsurance, (London: The Muslim Schools Trust, l9?9),
hlm. 305-306.
s M. Syaf i Antonio, Bank Syoriah,hlm. g3
- Core Capital
- Ma{fuabab account
- Wadi'a non remunerated deposit
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rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory) dengan pembayaran
ditangguhkan dalam jangka di bawah satu tahun (short run financing).s1
Sedangkan berdasarkan prinsip sewa biasanya dalam benxrk ijdrah (operational
lease), yaifi p€mindahan hak grma atas bamng atau jasa, melalui pembayaran
upah sewa tanpa disertai klausul pemindahan kepemilikan (ownership, milkiyyah)
atas barang tersebut. Jika memakai akad ijorah wa iqtina (ijarah muntahiah bi
tamlik) berati pembiayaan sewa dengan klausul pemindahan kepemilikan pada
nasabah.s8
Ahmad Dahlan, dalam "Aplikasi Pembiayaan di Bank Syariah",
menjelaskan Non Earning lssets yaitu aktiva yang tidak menghasilkan
keutungan ss[agqimana pada pembiayaan, yaitu produk pembiayaan dalam
bentrirk gord al-lusan, atau investasi sosial yang lain (atau dalam akad fikih
tergolong .6'Jr).se
Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akad hibrida di barJr.
syariah juga banyak. Berikut beberapa penelitian tentatg akad hibrida di ba*
syariah dari tingkat skripsi sampai disertasi.
Jamilatun Khasanalu "Implementasi Akad Pembiayaan Musyaraknh ll'al
Ijarah Al-Mwtahia bit-Tamlik di Bank Syariah. 60 Penelitian ini termasuk jenis
penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. tlasil penelitian menunjukan
57 lbid., hlm. 25-27 .
5t 1rid, htn. l8l.
5e Almad Dahlan, "Aplikasi Pembiayaan Ci Bank Syariah", -/zr nal Al-Mandhtj,Yol.l,No.
2, Bulan Juni-Desember 2006.
@Jamilatun Khasanah, "lmplementasi Akad Pembiayaan Musyarakoh lVal tjoroh Al-
Muntahiq bit-Tanlik Dalarn Produk Kongsi Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Pada Bank
Muamalat Indonesia Cabang Solo", S&urpsi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakan4 2008.
-1J
bahwa Pelaksanaan pembiayaan kongsi pemilikan rumah syariah (KPRS) di Bank
Muamalat Indonesia menggunakan akad musyarakah wal ijarah al-muntahio
bittamlik.
Pembiayaan Kongsi Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) menggunakan
akad musyaralah dan ijarah yang diatur dalam ketentt'an Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Musyaralah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
lndonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ljarah, dengan
tambahan perjanjian bahwa diakhir masa sewa akan dilakukan pengalihan
kepemilikan objek akad dari bank kepada nasabah baik dengan pelunasan
pembayaran maupun dengan hibah @rinsip akad a/- ijarah al-muntahia bittamlik).
Segala hal terkait pedoman pelaksanaan pembiayaan Kongsi Pemilikan
Rumah Syariah (KPRS) tertuang dalam surat pe{anjian yang ditanda tangani oleh
bank, nasabah dan saksi-saksi yang dilakukan dihadapan notaris. Ciderajanji yang
dilakukan oleh nasabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo terbilang
kecil, cidera janji itu berupa keterlambatan pernbayaran yang tidak sesuai dengan
waktu yang telah disepakati, dalam hal keterlambatan pembayaran nasabah dapat
dibagi menjadi dua yaitu nasabah yang terlambat atau tidak memenuhi
kewajibannya karena kondisi diluar kehendak nasabah (force majure) dan nasabah
yang mampu namun menunda-nunda pembayaran. Upaya hukum pertama yang
dilakukan oleh Bar* Muamalat Indonesia Cabang Solo dalam menyelesaikan
perselisihan aatara bank dan nasabah terkait perjanjian khususnya dalam hal
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keterlambalan pembayaran adalah dengan jalan perdamaian (shulh/islah) yaifii
lebih pada pendekatan kekeluargaan.
Najamuddin, Dosen Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI)
Universitas Islam Indragiri Ternbilahan, dalam tulisannya yang be{udul '7l-
'Uq:Ad Al-Murokkabah Dalan Perspelaif Ekonomi Syarlai" menjelaskan al-'uqfid
al-murokkabah atau multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk
melaksanakan suatu transaksi atav muamalahyang meliputi dua unsur akad
atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan iiarah, akad jual beli dengan hibah
dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu,
serta serrrua hak dan kewaiiban yang ditimbulkannya, dianggap satu
kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan
akibat-akibat hukum dari satu akad. Dijelaskan lebih lanjut al-'uqid al-
murokkabah pada dasanya merupakan salah satu akad kontemporer dalam
perbankan Islam, yang kelahirannya lahir dari dunia perhotelan, seperti ay'-
ijarah mmtahiya bi al-tamlik musyarakah mutanaqishah, ta'min tawi
mtrakkabah, akad murabalah til amir bi asy-syira dar ta'jir tanwili6l
Arbounq a "The Combination of Coktracts in Shariah: A Possible
Mechanism for Product Developmen! in Islamic Banking and Finance".63
Kombinasi kontrak merupakan mekanisme potensial pengembangan produk di
6r Najamuddin, "Al-'Uq0d Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", dalam
Jumal Syariah, Vol. II, No. II, Ohober 2013
62 Arbouna worked as the Shsriah advisor to the Kuwait Finance House-Bahrain (KFH-
B).
63 Mohammed Burhan Arbouna, "The Combination of Contracts in Shariah: A Possible
Mechanism for Product D€velopment in lslamic Banking and Finance", dalam Thunderbird
lnlemational Business Review, Vol. 49 (3), 341-369, May-June, 2007, Published onlinc dalarn
Wiley InterScience (www. interscience.wiley.com).
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bidang keuangan syariah. Namun, konsep ini menghadapi masalah hukum karena
hadis yang melarang dua kontrak dalam satu kesepakatan. Artikel tersebut
memperjuangkan validitas penggabtrngan dua atau lebih kontrak untuk menyusun
produk yang sesuai dengan syariah. Ini membahas banyak aspek kombinasi
kontrak, termasuk terminologi dan tujuan kontrak, tingkat ketidakpastian dan
ambiguitas, dan sifat tawar-menawar dalam kontrak gabungan. Jika kontrak
digabungkan mele*ati ujian yang ditetapkan oleh prinsip hukum, tidak akan ada
keberatan hukum untuk menggabungkan kontrak semacam itu menjadi satu
kesepakatan.ol
Lebih lanjut Arbouna menjelaskan tidak ada definisi seperti itu untuk
kombinasi kontrak dalam literatur fikih. Namun, kombinasi kontrak (ijtima al-
'uqu$ dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua atau lebih pihak untuk
mengumpulkan dua atau lebih kontak dengan berbagai fitur dan konsekuensi
hukum untuk mencapai transaksi layak yang diinginkan. Dalam hal ini, semua
kewajiban dan konsekuensi hukum yang timbul dari kontrak gabungan harus
direalisasikan sebagai satu kewaf iban tunggal.65
Mihajaf,66 dahm tr.rlisar:nya yang berjudul "Hybrid Contract in Islamic
Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for
Product Development,6T menjelaskan perkembangan industri perbankan dan
keuangan syariah yang pesat mengesankan bank harus menyediakan produk dan
a Arboun4 "The Combination, hlm. 342.
6t lbid-
6 Muhammad lman Sastxa Mihajat, Ph.D Researcher of lRTl Islamic Development Bank,
llUM Institute of Islamic Banking and Finance.
67 Muhammad Iman Sastra Mihajat, "EJBM-special lssue: lslamic Management and
Business", (wmv.iiste-org) (Online)), Vol 7, No. l5 (Special Issue), 2015. Co-published with
Center for Research on lslamic Managem€nt and Business, (http:www.crimbbd.org).
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layanan yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan perdagangan,
terutama di era transaksi elektronik. Itu berarti kontrak yang digunakan dalam
perbankan syariah lebih rumit daripada yarrg sebelumnya dan menyiratkan bahwa
produk dan layanan baru di bidang keuangan syariah akan menggunakan lebih
dari satu kontrak dalam satu transaksi.68
Beberapa peneliti seperti Al-Shadhily (1998), Abu Guddah (2000),
Arbouna (2007); dan Dusuki (2009) telah meneliti konsep l<tntrak hibrida di
bidang keuangan syariah dan penerapannya untuk tujuan pengembangan produk
di perbankan syariah dan keuangan. Oleh karena itu, kebutuhan akan pedoman
dan parameter syariah dalam kontrak hibrida untuk memudahkan praktisi dalam
industri perbankan syariah di Indonesia adalah sesuatu yang mendesak untuk
dimulai.6e
Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance.To Buku yang sangat
komprehensif menjelaskan tentang lembaga keuangan Islam. Adapun akad-akad
dalam buku ini dijelaskan pada bagian ke 5 (Islamic Law o.f Contracts and
Business Transactions). Dalam bab ini dijelaskan tentang Mal (Wealth), Usufruct
and Ownership, General Framework of Contracts, Elements of a Contract, Offer
and Acceptance: Form of the Contract, selta Elements of the Subject Matter.
Pada bagian selanjutnya dijelaslan tentang Types of Contracts, Valid Contracts,
Voidable @asid) Contracts, Void (Botil) Contracts, Commutative and
Noncommutative Contracts (Uqood-e-Mu'awadha (Commutative Contracts),
2007).
n Mihajat, "EJBM-Special, hlm. 89
' rr,tilrajat, "EJBt',r-si*i"i, r,rrn. es.
70 Muhammad Ayub, Understanding lslomic Finance, (lnggris: John Wiley & Sons Ltd,
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Uqood Ghair Mu'owadho Qabarru') or Gratuitous Contracts, Legal Stans of
Commutative and Noncomtnutative Contracts), don terakhir ditulis tentang
Conditional or Cont:ngent Contracts.
Penelitian yang menunjukkan bank Islam sebagai progresifitas hukum
perbankan yang berbeda dengan hukum perbani<an konvensional dapat dilihat
pada penelitian Natalie Schoon, Modern Islamic Banking: Products and
Processes in Practice.Tt Bank syariah modem memberikan secara komprehensif,
produk, proses, dan doktrin hukum yang mendasari perbankan Islam.
Perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cepat dalarn dekade
terakhir, sebuah tren yang terus berlanjut mengingat pelonggaran krisis keuangan
di sektor ini berhasil. Praktik perbankan syariah berbeda dengan perbankan Barat
secara fundamental. Perbedaan inilah yang melindungi sektor ini selama krisis
global, namun juga mengharuskan para praktisi untuk memahami seperangkat
peraturan, produk dan praktik baru. Dari penelitian Natalie Sohoon, menunjukkan
bank Islam merupakan media progresifitas hukum Islam terhadap hukum
perbankan konvensional.
Penelitian yang menunjukkan produk bank Islam sebagai aktifitas
progresifitas dalam hukum ekonom syariah dapat dilihat pada penelitian Ahmad
Alharbi, Development of Islamic Finance in Europe and North America:
Opportunities and Challenges. 72 Makalah banyak menjelaskan tentang
TlNatafie Schoon, Modern Islomic Banking: Producls and Processes in Practicc, (lnggris
Wiley Finance Series, 2016).
72 Ahmad Alharbi, "Development of Islamic Finance in Europe and North America:
Opponunities and Chaflenges", lntemationol Journal Of lslamic Economics and Finance Studies.
November 2016, Vol: 2, lssue: 3, (ournal homepage: http:/i ijisef.org,/)
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perkembangan industri keuangan syariah di Barat. Kendala-kendala yang tejadi
seperi regulasi, hukum, pengetahuan dan sosial.Tl
Asal mula keuangan Islam dimulai sejak awal Islam 1.400 tahun yang lalu.
Buku-buku sejarah (misalnya Kitab Al-Tabaqat Al-Kubra karya Ibn Sa'd) yang
ditulis pada tahu o-tahun awal Islam menunjukkan bahwa selama abad ke-l Islam
(600 M), beberapa bentuk aktivitas perbankan ada yang serupa dengan perbankan
modem.
Oleh karena itu, Ibn Sa'd mengungkapkan bahwa Al-Zubair bin Al-Awam
(salah satu tokoh paling terkenal dalam Islam) menerima simpanan dari orang-
orang sebagai pinjaman dan menginvestasikan uang tersebut. Pada saat
kematiarurya hutangnya telah mencapai 2.200.000 dinar seperti yang dihitung oleh
anaknya AMullah. Jug4 Ibn Sa'd menyatakan bahwa Al-Zubair bin Al-Awam
memiliki beberapa cabang di berbagai wilayah kekaisaran Islam untuk
mengembalikan simpanan kcpada pemiliknya. Ta
Pada akhir 1970-an, keuangan Islam mulai berkembang di Erop4 dan
banyak intuisi keuangan Eropa menganggapnya sebagai peluang menguntungkan
untuk menciptakan bisnis baru. Usaha pertarna Islam di dunia Barat
berlangsung di Luksemburg pada tahun 1978, ketika Gedung Keuangan Islam
Universal Holding SA didirikan pada tahun 1963. Pada tahun 1981, Dar Al-Maol




Bahamas) pada tanggal 27 Juli 1981, namun kantor pusatnya berada di Swiss, dan
ketua kelompok tersebut adalah pangeran Saudi Mohammad At-Fisal.?s
Dari aspek historis tentang progresifitas hukum ekonomi lslam dalam
perbankan Islarn dapat dilihat pada penelitian Josi Dunin,76 Garcia-L6pez,77 The
Internationalization of Islamic Banking and Finance: The Co-Evolution of
Instilutional Changes and Financial Services Integration.T8 Keuangan Islam
dipraktekkan terutama di dmia mustim sampai abad pertengahan. Namun,
aplikasinya terhadap perbankan baru disaksikan dalam 40 tahun terakhir. Dari
tulisan ini amat jelas, usaha praktik hukum Islam di bidang perbankan telah
berkembang sejak tahun 1940-an merupakan bukti bahwa telah terjadi usaha
progresifitas hukum ekonomi syariah sebelum norma rian aspek hukum Islam di
bidang keuangsn berkembang pada saat Islamic Development Bank dididkan
tahun 1973.
Baru pada awal tahun 1970-an, ketika benar-benar mendapatkan
signifikansi, terutama setelah peluncuran Konferensi Internasional Pertama
mengenai Ekonomi Islam dan pembenrukan Bank syariah komersial pertam4
Dubai Islamic Bank (DIB) di Uni Emirat Arab. Setelah acara ini, Bank
Pembangrman Islam Intemasional (IDB) didirikan (pada tahun 1975) serta banyak
75 lbid-,lt/im. ll2.
?6 Juan-Josd Dur6n dari Faculbd de Ciencias Econ6micas y Empresariales, Univenidad
Aut6noma de Madrid, Madrid, Spain.
'Marfa-JosC Garcla-tr6pez dari Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad
Rey Jusn Carlos, Madrid, Spain. E-mail: mariajose.garcia@urjc.esx The lnternationalization of lslamic Banking and Finance: The Co-Evolution of
lnstitutional Changes and Financial Services lntegration, dalam lnternationol Journal of Business
and Managemenl,Yol. 7, No. l3;2012, Published by Canadian Cenrer ofScience and Education,
(http://dx.doi.orgll 0.5539/ijbm.v7n I 3p49)
bank komersial-komersial swasta dan semi-swasta yang dibuka, kebanyakan di
Mesir, Sudaq Kuwait dan Bahrain.
Gemala Dewi dan Wirdyaningsih, The Importance of the Codification of
Islamtc Contract Law in Solving Banking and Financial Disputes in Indonesia".Te
Pengadilan Islam telah didirikan di Indonesia untuk waktu yang lama sebelum
awal penjajahan Belanda di Nusantara (lndonesia di masa lalu) dan telah
dilanjutkan sampai sekarang. Namun, yurisdiksi Pengadilan Islam di bidang
ekonomi telah dilarang oleh Pemerintah Belanda, menyebabkan beberapa masalah
pada kemampuan untuk memecahkan perselisihan perbankan dan keuangan.
Setelah kemerdekaan negara, menurut UU No.3 tahun 2006 disebutkan
bahwa yurisdiksi kasus perbankan syariah diberikan ke Pengadilan Agama, meski
ada keraguan mengenai kemampuan yang masih ada. Ketika UU Perbankan
Syariah disetujui oleh parlemen Indonesia" masih ada masalah karena kurangnya
sumber hukum kontrak secara syariah. Undang-undang yang sekarang berlaku di
pengadilan masih Kode Sipil Belanda "BurgerlijkWetboek" (BW), karena
Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) masih belum memiliki penegakan
hukum di pengadilan negeri. Apalagi, nasabah institusi keuangan Islam tidak
semua Muslim, yang lebih suka mengajukan tuntutan hukum bukan ke pengadilan
agama. Seberapa penting kodifikasi hukum kontrak Islam dalam persepsi sudut
pandang praktisi hukum untuk mengatasi kepatuhan syariah adalah masalah dalam
tulisan ini. Berdasarkan penelitian survei terhadap beberapa hakim di l0 provinsi
sebagai prahisi hukum di Indonesia. makalah ini menemukan kesimpulan.
D Gemala Dewi dan Wirdyaningsih, "The lmportance of the Codificarion of Islamic
Contsact l:w in Sclving Banling and Financial Disputes in lndonesia". dalam lnternational
Journal o/ Business, Economics and Law, Vol. 5, Issue 3 (Dec.),2014. hlm.40.
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4t
Fakta bat wa beberapa bank multinasional mulai menawarkan produk
keuangan syariah. Ini adalah pengakuan yang jelas akan kelangsungan hidup
model baru dan penerimaannya oleh pemain intemasional. Dana Moneter
Intemasional dan Bank Dunia juga mengakui produk keuangan syariah sebagai
sarana altematif intermediasi keuangan. Selama tahun 1990an, sementara
pertumbuhan industi perbankan syariah terus berlanjut, perhatian juga diberikan
pada pengembangan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan syariah
selain bank mulai tampil di tempat kejadian dalam jumlal yang semakin
meningkat. Ini termasuk perusahaan asuransi dan dana investasi walaupun (seperti
yang disebutkan sebelumnya) sebagian besar aset keuangan Islam (80%) berada
dalam bisnis perbankan.
Inisiatif untuk pendirian beberapa institusi infrastruktur yang mendukung
industri keuangan Islam juga dimulai pada 1990-an. Pada awalnya lembaga
perbankan syariah tarus bekerja dalam kerangka kelembagaan yang mendukung
perbankan konvensional dan mereka agak memiliki kelemahan komparatif karena
kerangka institusional tidak secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan Islam.8o
Masum Billab I genq) Contract under Conventional Lqw and Islamic Law
as Manifested in the Ctvil Code of Oman: A Comparative Analysis.st Kontrak
agensi adalah salah satu kontak terpenting dalam pengaturan komersial baik di
bawah sistem hukum Islam dan konvensional. Korporasi, kemitraan, sekuritas,
u tbid.
rrMuhammad Masum Billah, "Agency Contrdcl under Conventional Law and lslamic
Law as Manifested in the Civil Code of Oman: A Comparative Analysis", dalam Electronic
Journal of lslanic and Middle Eqstern Law (EllML1,L), Vol. a (2016), Published bS' Tlls Qsn1s1fs1
Islamic and Middle Eastem lrgal Studies (CIMELS), University of Zurich, Switzerland.
(htg://www.ejimel.uzh.ch)
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firma hukum, perusahaan akrmtan, investasi, asuransi, perkapalan, semuanya
melibatkan kontrak agensi.
Banyak produk perbankan dan keuangan Islam terkait dengan konsep
agensi dengan satu atau lain cam. Makalair ini menganalisis dan membandingkan
prinsip-prinsip utama agensi baik di bawah hukum konvensional maupun di
bawah hukum Islam sebagaimana tercermin dalam KUH Perdata Oman. Makalah
ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip ini sangat mirip di kedua sistem.
Beberapa perbedaan, bagaimanapun, ada dalam rincian dan penerapan prinsip-
prinsip utama untuk beberapa kasus tertentu. Prinsip utama lembaga yang
dianalisis dalam makalah ini adalah yang disebutkan di bawah Kode Sipil Oman.
Prinsipprinsip ini mencakup konsep kontrak agensi, kondisinya, dan klasifikasi,
hak dan kewajiban agen, dan penghentian hubungan keagenan.82
Pada tahun 2013 Oman mengadopsi Kcde Sipilnya yang berisi seribu
delapan puluh enam bagian dan mencakup berbagai topik mulai dari prinsip d"sar
kontrak dan tort hingga jenis kontrak tertentu seperti penjualan, sewa, pinjaman,
jaminan, hipotek, dll. Kontrak agensi dicakup dalam bagian 672 sampai 698.
Seperti kebanyakan ketentuan dalam KUHPerdata, ketentuan tentang kontrak
agensi mencerminkan prinsipprinsip hukum Islam tentang agensi. Ketentuan
Kode Sipil mencakup prinsip dasar agensi. Buku-buku tentang hukum Islam
mengandnng lebih banyak ketentuan terperinci mengenai kontrak keagenan.
Setiap celah dalam Kode Sipil Oman, dapat diisi dari sumber-sumber tersebut
seped yang ditunjukkan dengan jelas di bagian pertama KUH Perdata. Selain itu,
E2 lbid.
sekolah yurisprudensi Islam terkadang berbeda dalam keputusan mereka dalam
beberapa aspek agensi.83
Paolo Pietro Biancone, Islamic Finance Services and Their Application to
the ltalian Finoncial System.u Sistem keuangan Islam mengambil peran yang
semakin penting dalam skal intemasional dan menjadi model altematif yang valid
untuk sistem keuangan tradisional. Di dasar sistem altematif ini adalah Syariah,
yaitu badan nonna agam4 etika dan moral yang memhntuk agama Islam dan
yang mengatur kehidupan para pengikutnya dalam segala aspeknya, dari yang
paling pribadi dan pribadi hingga lingkungan sosial, termasuk masalah ekonomi
dan komersial. Norma-norma ini diwujudkan dalam berbagai sila konkret, yang
paling klus yang pastinya merupakan pelarangan rib4 yaitu kepentingan:
penciptaan uang dari uang sebenamya dilarang karena dianggap semacam riba
(oleh karena itu riba ekspresi : "Bunga riba").
Karena itu, layanan Islam mengasumsikan konotasi yang sangat berbeda
dari yang biasa kita gunakan: pemohon pinjaman dan bank menemukan diri
mereka saling terlibat dalarn hasil investasi dalam jenis pembagian keuntungan
dan kerugian yang sebanding dengau berfungsinya Perseroan Terbatas. Dari
asumsi ini diperoleh serangkaian kontrak syariah yang fokus pada hak prerogatif
ini dan yang menciptakan apa yang pada dasamya merupakan kemitraan antara
debitur dan bank.
11 lbid
u Paolo Pietro Biancone, Islamic finance services and their application to the ltalian
financial system, Conference Proceedings, 166 Toulon-Verona Conference "Excellence in
Sewices" University of Ljubljana, Sloveni4 29-30 Agustus 2013. Pp 85-98.
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Tujuan makalah ini adalah untuk menganalisis layanan yang ditawarkan
oleh lembaga keuangan Islam dan memverifikasi komparibilitasnya dengan
instrumen keuangan yang ada yang disediakan oleh bank tradisional dalam
konteks Italia
Beberapa terminologi digunakan oleh bank syariah untuk mengidentifikasi
layanan dan produk yang mereka tawarkan yang sesuai dengan syariah: beberapa
menggunakan istilah bahasa Arab, beberapa campunm bahasa Arab dan bahasa
Inggris, dan yang lairurya menggunakan bahasa lokal negara tempat bank syariartt
beroperasi. Terlepas dari terminologi tersebut, kontrek bank syariah dapat
diklasifikasikan menurut setidaknya dua perspektif:
l. Kontrak / instrumen untuk pengumpulan dan penggunaan;
2. Kontrak partisipatif dan tidak partisipatif, tergantung pada apakah berdasarkan
pinsip ProJit Loss Slaring @LS) atau tidak.
Diagram pada gambar I menunjukkan kontrak kerja utama, yang dibagi
menjadi konrak partisipatif dan non-partisipatif. Ini adalah jenis kontrak syariah
yang paling penting yang digunakan oleh bank: mudarabah, musyarakah,
murabahah, salan, ijarah, istisna
Beberapa kontrak ini (seryrti mudarabah, musyarakah, Salam, Ijarab dan
lslisaa) dapat digunaksn rtnlsrn dua situasi yang berbeda: anara bank dan nasabah
mengguakan dana ini, dan antara bank dan nasabah menggunakan deposito,





Penelitian ini memusatkan pada penelitian kepustakaan (ibrary research).
Dengan jenis penelitian ini, maka dominasi aktifitas, subyek, dan obyek
penelitian adalah pada kepustakaan dengan fokus kajian tentang akad
muakkabalt di bank syariah dalam produk pendanaan dan produk
pembiayaan.
2. Metode Pengumpulrn Drtr
Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka
sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam. yaitu :
a. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti
(atau petugas-petugasnya) dari sumber pertama.65 Dalam hal ini penulis
mengambil data primer melalui buku-buku yang menjelaskan tiga aspek
utama teori dal3a1 di5srtasi ini, yaitu: al-'uqid al-murakkabah,
progresifitas hukum. selain buku-buku juga sumber utama lain seperti
jumal ilmiah, dokumen lembaga keuangan syaria[ makalah, surat kabar,
proceeding, dar. websites.
b. Sumber data sekunder merupakan data yang diambil dari aktifis perbankan
syariah dan juga dokumen-dokumen resmi tentang akad dalam pendanaan
dan pembiayaan dari bank syariah yang ada di Indonesia. Hal ini
dilakukan untuk mencari contoh al-'uqid al-murakkabah ya E
dipraktikkan di bank syariah atau yang tertera dalam peraturan atau
39.
s Sumadi Suryabrata Metode Penelitian, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada,20t I), hlrn.
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regulasi perbankan syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini ada tiga
bahan hukum yang digunakan, yaitu:
a- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri
dari : al-Quran, Hadits, dan KUHPerdata.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memhikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat
pakar hukum .len buku.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti kamus.t6
3. Metode Analisis Data
Analisis data penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan
metade content analyis atau yang sering disebut sebagai analisis isi atau
kajian isi, yeitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui
usaha memrmculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan
sistematis. sT
Melode content analysis berangkat pada anggapan dasar dari ilmu-ilmu
sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar studi ilmu-
ilmu sosial. Menurut Barelson, Lindzey, dan Aronson, content analysis selalu
menampilkan dga syarat yaitu obyektivitas, pendekatan sistematis dan
generalisasi. Cara kerja analisis ini adalah peneliti memulai analisisnya
%lbid..hlm.3l-32
t7 Sujono dan AMrnralrman, Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan penerapan,
(Jakana: Rineka Cipta 1998), hlm. t3.
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dengan menggunakan lambangJarnhang tertentu, mengklasifi kasikan data
tersebut dengan kriteria tertentu, serta melakukan prediksi (analisis data).88
4. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian disertasi ini adalah pendekatan deskriptif
kualitatif. Nazir menjelaskan mctode deskrptif adalah satu metode dalam
meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi. suatu
sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tuj uan dari
penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan
secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.8e
Sedangkan kualitatil Sugiyono menjelaskan tentang pengertian
penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,
(sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai
instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara
purposive dan snowball, Teknik penggabungan dengan trianggulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktiflkualitatif, dan hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.m
Dengan demikiarL dalam disertasi iru al-'uqid al-murakkabah pada
perbankan syariah di Indonesia perspektif progresifitas hukum ekonomi
syariah dijelaskan sectra kualitatif yang menurut penulis dianggap sebagai
tt BudED B\r.gin, Analisa Dota Penelitian Kuqlitatif, (Jakarta; Rajacrafindo Persada,
l99E), hlm. 84-85.




Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode
penelitian: jenis penelitian, metode perrgumpulan data. rnetode analisis data
pendekatan penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab Kedua merupakan landasan teoitik 'uqid al-murakkabah dan
progresifitas hukum. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan dasar-dasar akad
yang berisi tentang p€ngertian akad, dan jenis-jenis akad yang meliprli 'aqd al-
musanma 1;-l:i.i,), dan 'aqd ghair ol-musamma- (u:Jr ,f Jj,).
Dalam sub ini juga dibahas tentang asas dan metode pengembangan akad
yang meliputi asas konsensualisme dan asas formalism, metode asimilatif-
konsensual, metode akomodatif-formalistik. Dalam sub bab ini diakhiri dengan
teori tentang 'uqid al-murakkabah dibahas dalam pengertian dan pembagiannya.
Pembahasan progresifitas hukum ekonomi syariah dibagi dalam pengertian
hukum progresif, dan progresifitas hukum ekonomi syariah.
Bab ketiga merupakan akad dalam regulasi perbankan syariah di Indonesia.
Diawali dengan sub bab pembahasan sistem perba-nkan Islam. perbankan syariah
bagian datadata yang menrmjang mtuk analisis dan mencapai kesimpulan.
Petrulis melakukan pelacakan sumber-sumber kualitatif yang terkait dengan
al-'uqid al-mwakkabah dan progresifitas hukum terutama menunrt Prof.
Satjrpto Rahardjo. Dari data-data tersebut secara induktif kemudian
disimpulkan secsra umum.
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di Indonesia, akad-akad pada perbankan syariah meliputi akad pada produk
pendanaan, akad pada produk pembiayaan: transaksi bagi hasil, pembiayaan sewa
menyewa dan sewa beli, dan pernbiayaan jual beli utang.
Bab keempat merupakan 'ugid al-murakkabah pada perbankan syariah di
lndonesia sebagai progresifitas dalam hukum ekonomi syariah. Diawali dengan
sub bab model pengembangan al-'uqu-d al-murakkabah pada perbankan syariah di
lndonesi4 landasan 'uqua almwakkabah dalam hukum ekonomi syariah di
Indonesia dan pengembangan al-uqid al-murakkabah pada produk perbankan
syariah dikatakan sebagai progresifitas hukum ekonomi syariah?























Kata al€d secara bahasa berasal dari bahasa Arab 'aSd (e) yang telah
diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata akad . Dalam Kanus Al-'Aslriyyi
tertulis kata akad merupakan brnttk masdardari .ria -.ue (amak; rlir) yang berarti
ikatan, tanggungan, jaminan, persetujuan, bukti, kata, mengesahkan.l
Amal al-Musyidi menjelaskan;
lyr 'L.r.il 9 ;t'Jt ti.r rr6rt| ,g_i6 ji ,ru,l * -Fl Jl isrrJl #r, Jr tilt
.c'G1 9i a.t1.u ti ta 9i
"r.:i! ,.J, Ar)!.,! 6r', g ,c;J-i6)!Jq11 ,giri r,i gu.,l *,frrtt eV * ilts
,.WGl Jt kli&iJi ,:;-jg,.\
Akad yaitu kesepakatan dua pihak atau lebih atas pembaruan efek hukum. baik
dalam efek hukum ini adalah penetapan komitmerr (perjanjian) atau perubahan
komitmen, atau pembaharuan komitmen, atau penghapusan komitmen.
Akad yaitu kesekapatan dua pihak atas pembaharuan efek hukum, atau dengan
istilah lainnya, yaitu kesepakatan dua pihak atas penetapan perikatan hukum atau
pembaharuan perikatan hukum, atau penghapusan perikatan hukum.
t Atabik'Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, Kamus Al-'Ashriyyi, (Yogyakarta: Yayasan Ali
Maksum, 1996), hlm. 1035.: Amsl rl-Musytdl, 'T8'ff al-'aqd ws arksnuh", Isytisyirit QaDuDtyal Mrjfuiyat
(ul lnc), 23 lt{,ov cratr,r 20 I 6,
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Dari pengertian di atas dapat dipahami terdapat dua pengertian tentang akad
yaitu;
a. Akad sebagai kesepakatan dari satu atau lebih pihak terhadap efek hukum,
apakah efeknya adalah penciptaan, pemindahan, modifikasi atau pemutusan
kewajiban.
b. Akad sebagai kesepakatan dua kehendak untuk menghasilkan efek hukum,
dengan kata lairL p€netujuan kedua belah pihak untuk memhntuk,
memodifikasi atau mengakhiri perikatan hukum.
Dengan demikian, akad dapat dipahami sebagai kesepakatan pribadi,
kelompok, atau badan hukum yang berdampak pada kewajiban dan efek hukum di
antara pihak yang membuat kesepatan.
Akad atau kontrak dalam hukum Prancis dijelaskan pada Artikel I I 0l KUH
Perdata Prancis:
Kontrak sebagai perjanjian di mana satu atau lebih orang berkomitmen
untuk satu atau lebih orang untuk memberi atau melakukan atau menahan
diri dari melakukan sesuatu.l
Abu Al-Fat sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar, menjelaskan akad
berarti mengika! menyambung, atau menghubungkan.a Dalam bahasa Indonesia,
kata al-'aqd jika tidak diserap menjadi kata akad, penulis merujuk Syamsul Anwar
kata akad disinonimkan dengan kata perjanjian.s Namun pada beberapa tulisan kata
al-'aqd jaga disinonimkan dengan kata kontrak.
1 tbid.
' Syamsul Anwar, Huh.m Pe4aqjian Syariah: Studi tentarg Teori Akad dalan Fihih
Muamalat, (Jakarta: Rsjawali PEss, 2010), hlm 68. Ahmad Abu Al-Fath, Kitih al-Mu'amalat fi
Syari'Eh al-Islamlyah wa Qaotn sl-Mlsriyyeh, (Mesir: Metba'ah al-Busir, l9l3), Jlltd I, bh. 139.
5 Syamsul Anwar. /rid
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Sedangkan 2!:uq al-muzkkabah banyak yang meneljemahkan dengan
hibtyd contnctsyang b€rarti multi kontralq kontrak hibrid4 atau multi akad.
al-'Uqdd al-awakkabab diaaikan dengan istilah anulri a/radseperti ditulis
oleh Hasanudin Maulana, Pakar Ekonomi Syariah DSN-MUI Jakarta dalam
banyak tulisannya. Di antaranya dalam tulisan *Multi akad Dalam Transaksi
Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia" yang
menjelaskan berbagai fonomena praktik akad ganda pada lembaga keuangan
syariah.6
al-'Uq al-murakkabah dia ikan dengan istilah multi akad seperti ditulis
oleh Burhanuddin Susamto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa
Dewan Syariah Nasionat-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)".7 Sedangkan Ali
Hasan menambahkan arti akad sebagai perikatan, dan permufakatan.s
Az-Zarqa' memberi pengertian akad dengan kata l+il (mengikat).e
Pengertian akad dalam beberapa sumber referensi disebutkan; dalam EnsiHopedi
Huhtm Islam akad berarti perjanj ian dan permufakatan (al-it led,la dalam A
6 Hossnudin Maulana, 'Multi 8k8d Dal8m Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lsmbaga
Keuangan Syariah Di Indonesia", dalam Jzrzal Al-lqtishad,Yol.lll, No. I, Jaousri 201 l, hlm.
157.
? Burhanuddin Susamto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalan Fatlva Dewan Sysri'ah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", dalam Jurnal a/-/l*az, STAIN Pamekasan, Vol
. I l, No. Luni 2016, (DOl: http://dx.doi.org,/ 10.19105/al-ihkam.v I I i1.862)
8 M. Afi Hasan, Berbagqi Trar|A'aksi dalam Islam (Fiqih Mw,nalah), (Jakarla: Rajawali
Press, 2003), hlm.
e Muqafa Ahmad az-Zarqa', al-Madkhal al-Fikih al-'Amm. (Damaskud: Der al-Fikr,
1967-1968), Jilid I, hlm.29l.
to Tim Penyusun, Err ildopedi Hukurn lslarr, (Jakarta: lchtiar Bam van Hoeve. 2006). Jilid
I, hlm. 63.
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Dictionary of Modem Written Arabic sebagaimana dikutip oleh Mhd. Syahnan,
akad berarti pertalian (rie), serta mengikat secara bersama-sama,l I
Ascarya salah satu pemikir perbankan syariah dan praktisi dari Bank
Indonesia menjelaskan akad merupakan sesuatu yang menjadi tekad seseorang
untuk melaksanakan, yang muncul dari satu pihak (unilateral) sepeti wakat talak,
dan sumpalu stau yang muncul dari dua pihak (bilateral) seperti jual beli, sewa,
wakalah, dan gadai.12
Dalam Kompilasi Hulatm Islam,lenang akad dijelaskan pada Buku Kedua,
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 20 (angka I ) dituliskan:
Akad adalah kesepakatan dalam suatu p€rjanjian antara dua pihak atau lebih
untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
Dalam Pasal I ayat 3, Peraturan Bank l;rdcnesia Nomor 7146/PBl/2005
tentang Alad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syaria[ disebutkan:
akad adalah perjanjian te(ulis yang memuEt ,40 (penawaran) dan qabul
(penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewaj iban
masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
Pengertian akad juga dijelaskan dalam Pasal I ayat l3 Undang-undang No.
2l Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:
Akad adalah kesepakatan t€rtulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak
lain yang memuat adanya hak dan kewaj iban bagi masing-masing pihak
sesuai dengan Prinsip Syariah.
lr Hsns Wchr, I Diclionory oJ Modern Wri,ren Arabic (Beitr.ut: Librarie du Liban, 1980),
hlm. 627. Mhd. Syahfin, Mo&rui.qtion of Islomic Lo! o! Conlroct (J*alll: Badan Litbang dan
Dikld Depag RI, 2009), hlm. 123.
t2 Asarya, Aktd don Ptdtl Bant Sya ah (Jakarta: Rajacrafindo Persadq 2007), hlm.
35-36.
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Adapun pengertian aftad dalam pandangan ulama, seperti az'Zuhaili yang
mensinonimkan akad dengan ptiltflr,Jt yang memiliki arti mengikat sesuatu secara
konkrit atau abstrak, dsri sstu atau dua pihak.r3 Kemudian az-Zuhaili menjelaskan
pengertian akad secara istilah kalimat:
'o .* 0.,$ t*.gt* 9j,)'W14y Lu.1
Ikatan ijab dan qabul [ab dan qabil berdasarkan sesuatu yang disyariatkan yang
darnpaknya akan menetapkan hukum sejak waktu itu.
Dari pengertian di atas, d.pat dijelaskan bahwa konsekuensi akad itu adalah
adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yakni penjual berkewajiban
menyerahkan barang yang dijual dan berhak menerima sejumlah uang sesuai
dengan akad. Pembeli menerima haknya serclah menunaikan kewajibannya.
Point penting dari penjelasan az-Zuhaili di atas adalah dalam akad terdapat
ijab daa qabil *bagai ikatan yang dapat menentukan sah dan batalnya suatu akad.
Dengan kata lain, kalimat ijab dan qabil drlam akad menjadi indikator kunci dan
berdampak pada peristiwa hukum setelah akad.
Posisi 7b7 dart qabil *bagai bagian penting dalam akad juga dijelaskan
oleh asy-Syaukini bahwa akad merupakan pertanuan 7b7 yang diberikan oleh satu
pihak dengan qabul yang diterima oleh pihak lainnya dan sah menurut hukum
syay'i.rs Fungsi ijab dn qabil dalam akad juga dijelaskan oleh Syamsul Anwar
yang mendefinisikan akad adalah perternuan ijCb dan qabil sebagai pemyataan
tr Wshbah az-Zuhaili, al-Fikih al-lslimi wa Adillatuh Cet. Ke-2 (Damaskus: Dar al-Fik,
1405 lUtgEs M), Jilid IV, hlm. 80.
ra /rr:d, hlm. El.
15 Imim asy-Syawkani, Fatb al-Qadir (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 19fl), hlrn.4.
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kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada
obyeknya.r6
Dari beberapa pengertian di atas, pada intinya akad merupakan suatu ikatan,
kesepakatan atau perjanjisn antara dua belah pihak vang akibat hukum dari akad
tersebut ditandai dengn ljCb dan qabil cialam bentuk suatu ungkapan/ucapan.
Kemudian dalam bahasa Indonesia, 'agdsering diserap menjadi akad, dan diartikan
dengan perjanjian atau kontrak.
2. Jenis-Jenis Akad
Dari beberapa literatur fikih yang menjelaskan tentang jenis-jenis akad,
banyak beragam pendapaq terutama tentang nama-nama akad dan jumlah akad
nama yang baku sebagaimana rujukan dalam pe{anjian.
Rachmat Syafe'i menjelaskan para fukaha telah membagi istilah akad ke
dalam dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Akad secara umum adalah segala
sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti
wakat, alak atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua
orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian akad secara
khusus adalah perikatar yang ditetapkan dengan [abqabil berdasarkan ketentuan
syarai'at yang berdampak pada subjek dan objeknya terkait perpindahan barang.lT
$asan AMul Gani Abu Ghadat dalam Risdlit al-Islim (The Massage of
Islam) a.sthan Dr. 'Abdul Adz Fatzit al-Fauzan menjelaskan; akad dibagi ke
dalam 5 kelompok sesuai dengan t emanya (maudi'a1).
f6 Syamsuf Anwar, Hztara Perjanjian., l,lm.6E,
l' Rachmat Sysfe 'i, Fi*ih Mu'smElah, (Bandlmg: Pustak& Soria, 20Ol ), hlm. .14
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Kelompok Pertama: Akad-akad Kepemilikan
Dalam bagian akad-akad kepemilikan (cJ4t rll .:3L) adalah akad-akad yang
meliputi bertagai Eansaksi ysng mengandug atau berdampak pada adanya
kompensasi (mu'awdat)yangterjadi dari proses pertukaran atas barang/uang 14,q.
.lut) atau manfaat satu pihak dengan pihak lainnya.
Contoh dalam kelompok ini adalah akad bay', akad ya?(sewa guna usaha),
serta akad as. -sarf (pertukaran). Dalam kelompok ini juga termasuk kepemilikan
barang yang didapatkan tanpa ada kompensasi, seperti pada akad bibah, 'ariyah,
den qadaqah,ts
Kelompok Keduat' Uq il asy-Syarikat
' Uqid xy-Syarikat (.:.,'t ' 'r r5r) atau akad kerjasama dapat dilakukan
berdasarkan jenis perusahaanny4 walaupun berbeda-beda. Seperti kerjasama yang
biasa dikenal dalam masyarakat. Atau kerjasama seryrti mt arabah, ke{asama
sama satu pihak sebagai pemodal, pihak yang lain sebagai peke{a. Atau kerjasama
yang sejenisnya seprli muzira'ah, musaqat dalam Wrtanian dan perkebunan.
Kelompok Ketiga: Akad-akad al-Isti3iq
Abu Ghadat menjelaskan kata al-istiiiQ (6uptt) merupakan maSar dari
ti'il waiaqa (,jr) yang bermakna G,EJ '!rJl d<-l atau mengikat suatu benda dan
lt tlasan Abdul Gani Ab[ Ghadat, "Al-Uq[d al-Meliyah fi allslam", d,alun Risatal al-
lslan (The Massage of lslam) online, l4ll0/1433 H-10/ l0D0l2 M.
57
meng€ocsnglannyale Sedanglan beberapa metode yang &pat dipergunakan pada
kelompok akad-akad al-istiiaq, dt attaranya adalah dengan metode pencatataa (al-
kitabat), kesaksian (al-isyad), ar-rah, ad. -/anan, al-ka6lah, dan lain-lain.
Kelompok Keempat: Akad-akad al-Istihfaz
Akad-akad al-isti$frq adalah akad-akad yang bersifat pada jasa penitipan
atau penjagaan atas barang. Seperti akad wadi'ah dan hirasah (,-*t) atau
penjagaan.
Kelompok Kelima adalah Aladakad al-Itlaqat
Kelompok akad-akad al-itlaqat (eldr/J,lt rlre) yaitu akad yang mengandung
unsur pendelegasian atau perwakilan atau penguasaan atas sesuatu. Contohnya
adalah wakalah dan a/-ra'(.u-lYt). Hasan Abu Gadat menjelaskan al-isa'yaitu:
'. +19 i,), 14 jr.Jt J!,.I aJtrl d i,l.j) .iJrtt d)tl,l qa irijr ,Lr.!r,
Terjemahan bebasnya adalah al-Isa'mengandtng makna tentang kebolehan (itlaq)
bagi seseorang untuk mengelola harta anak kecil s€telah walinya atau pengampunya
meninggal dunia.
Dari pengertian di atas mengandrmg uraian bahwa ha*a seseorang dapat
dikelola sebagai pemilik atas dasar perwalian atau pendelesasian dari ahli waris
yang masih kecil yang orang tuanya meninggal dunia dan membutuhkan perwalian.
1e tlasan Abdul Gani Abi Ghadat, "M'j!!alah al-lstileq", dalam Risatat al-tslam (The
Massage of Isl@r) onllae lA07l1433 H-O2IO6/2012 M.
n lbid.
Kelima kelompok akad-akad di atas merupakan kontrak yang telah
didefinisikan dalam yurisprudensi Islam sebagai transaksi keuangan. yang
terpenuhi juga dalam konsep hukum perdata barat.2l
Dari beberapa literatur fikih yang menjelaskan tentang jenis-jenis akad,
penulis menggunakan teori atau jenis akad yang dijelaskan oleh az-Zarqa'. Selain
dari pembagian jenis yang lebih simpel, juga sangat t€rk8it dengan tema dalam
disertasi ini yaiw al-'uq al-mu'akkabah atau hibryd contract.
Secara garis benr, az-Zarqi' mengklasirikasikan akad dalam fikih atau
hukum Islam pada dua macam akad yaitu 'aqd al-musamma dan 'aqd gair al-
musanlma.
a, 'aqd al-MusanaC (,JaJl J"it)
Secara etimologis, 'aqd al- mwamma- atau jamaknya "*lah al-'uqud al-
mwamait (.t .J,t rrrdD dahm /fr'u'jam al-Mtstahat alQantniyat dijelaskat
22.la-lr,J 
Artll lrtc dll ,Flt d r'!.tl rJA,l
al-'uqid al-mwannta-t yaiu akad-akad yang perryebutannya disyariatkan termasuk
Muslafi an-Nayir al-Manzil, Guru Besar Undang-undang Khusus pada J-ani'ah
Ifiiqiya al-'Alamiyah, menjelaskan pengetiu al-'uq id al-musammat rbagaiberikut:
,rle qJ, d,r qrlr t+g.lt t1'tltLt Evtrt J, J* rrel U guJt ,t drt ,r!',! C arJt ,Ji^lt
23.b,rtail
2t lbid.
z Muntldl QEyinIn aly-Syrqi, Mu'jzn el-Mqlal tl-@tzriy*, -Meia'm ta'dfi al-
uq[d al-mulitallfrt-, (http://crstlawsrcademy.qoD/FqurPostvtcw.aspx?l=.14t)o Muqaf m-N-ayk al.Mmr]|, al-'Uqud al-Msamn , (Khrr.t&n: J-8i'ah tfiqiyi al-
'Alsniyrh t4inah aLB*s al-'Alcl wa eNasyr,200 9), trhn 5.
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al-'uqfu al-mwamma-t yaitu akad-akad yang para ahli syariah menetapkan atas
akad tersebd nama-natna yang menyangkut atas tema-tema yang khusus dengan
akad tersebut, daa huktm-hukurnnya yaDg pokok yaog teraltn atas
pelaksanaaanya-
atau akad bemama yaitu akad yang sudah ditentukan namanya oleh Pembuat
Hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya
dan tidak berlaku terhadap akad yang lain.25
Dengan demikian yang dimaksud denpn 'uqid al- nusammit yait u akad-akad
yang penamaaonya atau penyebr:tannya telah ditentukan dalam syariat dan sistem
(pelaksananya).
Para shli fikih tidak sepakat tentang judah akad bemama, bahkan mereka
tirtak membuat pen).uslm8n secara sistematis tentang urutan-wrtan akad bemams
tersebut. Syamsul Anwar memberikan contoh, Imam Al-Kasani (w. 587) yang
membagi akad bernama dalam 18 bagian; l) [aah (swa menyewa), 2) al-Istifie'
2a az-Zanqa', al-Madlral, Jilid I. hlm. 538.
2' Syamsuf Anwar, lflhtn Perjonjion., hlm.73
Dari pengertian di aas dapot dijelaskan bahwa yang dimaksd drrryn a|-'uqil
al-mwatnnit yaitu akad-akad yang telah ditentukan oleh syari'at dengan nama-
namany4 di mana nama-nama tersebut telah mencakup ketentuan-ketentuan khusus
yang melakat di dalamnya dan dampak hukum-hukumnya yang pokok yang
mengikuti atas pelaksanaan atau pengadaan akadnya.
Az-Zuqa' menjelaskan yang dima*sd dengan 'aqud al-musamma yaitu akad
bemama atau akad yang diatur secara k}usus dalam fikih dan diberi nama tertentu.za
Syamsul Anwar menjelaskan yang dimaksud dengan 'aqd al-mwanmC(si.ll J&)
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(p€Derryaa ), 3) d4ay'(ttaLbh),4) kafilah @nggngao),S) biwalah rpemndahaur.
uang), 6) lrafrkh Cnnmgg.lngan} 7) srft (perdarnaim),8) syirkah tprtrkutnur), 9)
mudaabah @agjhasil), l0) tulhab (hibah), I l) nn Gadai),12\ nv.aa'ah Grnggarapan
taoah), 13) al-muqqab Qerreliharaan tanah), 14) al-wadi'ah (ynnlipur), 15\ 'anyah
(plnjun palrai), 16) qisnah (p€rnbagian), 17) wapiyah (wasiat), 18) qad @lfl.jar.rt
menggmti).26
Sedan*an az-7-uCa' mengidentifikasi akad bemama lebih banyak lagr yaitu
dalam 25 yaitu: qArIzD (persekutuan) , n$aafuh (baghasil), ijaah (sewa menyewa),
al'idn' $nnitipn), kafalah fgsnmrggwg ), mvaa'ah ffnngarryn tanah), mwqqah
(Erelihaaan tanah), d-W'CdbD, hiwalah @emindahn 8.allg), nhn(Eadrat), bay'
al-wafa {gnl beli opsi), i'eruh G,mj pak$, hibah @ibah), qiflnah (pembagian),
wakClah Qrrnbrin kuasa), snh (perdamai at), tahkim (abitrasr), iqalab (kryakatart
terminasi akad), azubuajah Qdaparm, hak kewarisan), qatd(pinjmr rrenggmti), razrra
(p€n$€dan h8k paksi nwb), muwalah (peoaapm ahli wris), zwaj Qnl<auiam),
rtu. isyah (wsial), rjrr'(p€ogmgl.4an pengaopu).27
Ehri ke 25 alod tersebut t€rdapatjenis akad yang bersifar bilarcml aau dilakukan
oleh dua pihak seperti alod syirkalt dn mdaafuh serta yang bersifat unilateral atau
dilak*an oleh satu pihak seperti akad wasiat dan hibah.28
Pihak+ihak yang terlibat dalam akad yang bersifar bilareral dapat berarti individu,
kelompok, atau instihrsi/lembaga Bahkan dalam perkembangan seperti era sekarang telah
berkanbang insitrsi4ernbaga keuangan Islam, maka pihak yang dimaksud di dalam akad
\ tbid.
21 az-Z,etq', al-Mad*hal., Jilid I, hkn. 538.
a ,rid. Lihat jugs Syomsul Anwar, //r.&r, perjanjian, hlm.72-76
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bilateral dspat berarti dilakukan individu atau dilakukan oleh institusi.
Menunrt SFmsul Anwar, Guru Besar Fakultas Syariah UIN Sunan Kalljaga
Yogakarta dan ahli tentang akad berrnuamalah ia maujuk rnda m*en dalarn Majallat
aLAhknn al-'Adlb,yah Erdapd 7 al@d yang disebr[ obh az-Zaqa' rbagai akad tapi
sebenanya bukan akad sehingga hanya berjumlah 18 macam akad. Ke 7 akil yang
disebut az-Zaqa' sebagai akad tapi menuntt Syamsul Arwar bukan akad adalah al-
nulhateiab, alA&d, al-'wma, a|-muwehh, az-zawCj al-wasiryah, sens al-isa'.2e
Wahbah az-Zuhaily, mengidentifikasi akad ber^rama hanya dalam l8 bagiaru
yartu; l) al4ay' (1ual-beli), 2) qad @injwn mengp;anti), 3) iaah (sewa menyewa), 4)
Sdrk, (persehtuan), 5) hibah (hbah), 6) al-wad'ah (penitipan), 7) i'anh (pnjwn
pal@D, 8) wakalah (nntrriaul. kuasa), 9) al-kafilah (penanggrmgan), l0) hiwalah
(pemirdahan hutsng), ll) nhn @aldat), 12) ry;uh (perdamaian), 13) ju Clab
(sayernbara).30
Sedangkan dalam rKompilasi Hulan Ekoruni $o'iah (Y,.IIES/ penjelasan akad
teruang dalam Buku Kedu4 hsal 20. Dalam bgian ini disebutkan terdapat I 6 akad yaitu
bay, sytkab, mr&abh, mwira'ah, mnabahah, musaqqah, ijarab, istifne',
kafalah, hawClah, rahn, wadi'ab, ju'ilab, wakalah sala4 dan qard.
Dengan meqiuk pada penaapa azZrqa', azZ.uhuly, Syamsul Anwar, dan
K[{ES, maka setidaknya terdapat 16 akad. bemama atau yang sudah ada nomenklatur
fikihi,,yah yang dapa dijadikm sebagai rujukan dalam bertansaksi muamalah atau
ekotomi di era Indonesia. Dari nama-nama al<ad tersebut, maka dapat dikelompokkan
D Syamsul Anwo, Hr&a, Perja4iian., hlm.73, Syamsul Anwar, 'Kont-ak-..,hlm. 17.
s Wahbsh az-Zuh8lly, El-Fikih al-lshmi wa Adi atuh, Cet. Ke-3, (Danaskus: Dar at-Fik,
1989), Jilid Iv, blm. 341.
62
dalarn 5 bagian srai eggr urjuan dadpada akad-akad ior dilaksanakan atau diialanlan
oleh peiorangarl kelqnpd<, atau institusi.
Dalam pengelompoklcn akad-akad bemam4 penulis menggunakan nrlisan
Syamsul Anwar yang menjelaskan rcnang tujuan akad bemama pada 5 kelompolq yaitu:
a. Psmindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalai (at-tamfrk)
Pemindatran milk meliputi pernindahan milik atas benda dan milik atas manfaar
Dalam bagntn ini tsdapat pernirdatun hak milik alas benda dengan imbalan, seperti alod
,dD,' (ual beD, akad sewa menyewq dan lainlain
Terdapat puh pernindahan luk milik atas b€nda dengan tanpa imbalan" seperti
pemindalpn hak milik atas benda dengan imbalaq seperti atas benda api tidak dengan
imbalan.
b. MelaloJran pekoj a n (al-'anal)
Dalur hal akad yang rnelakukan pekerjaan (al-'anal) contohnya adalah
mva'aahdaa mulfrCbanh
c. Melakukanpersehnran (al-isytitak)
Di antara alod-akad yamg termasuk ke dalam kategori rnelalarkan persekuuran
(al-W bak) adlalah mt&abh dn muyaakah.
Dalam alod &ngan mo&l persekuu:an, di dalamnya terdapat unsur persekutuan
modal dan usatn dengan sistern pembagian hasil dau keunumgan. *Wtti mudarabab
merupakan bentuk ke{asama usaha antara dua orang atau lebih di mana pihak yang
pertama dis€but sebagai sihibul mal yang bertugas menyediakan seluruh modal
usaha yang akan dilakukan. Sedangkan pihak yang lainnya disebut mu/arib atau
pengelola atau pekerja yang melaksanakan proyek. Adapun keuntungan yang
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didapat dari proyek tersebut akan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan kerugian
ditanggung oleh pemilik modal. Namun kerugian terdapat sebab oleh kelalaian
pengelola maka kerugian tidak seluruhnya dianggung oleh pemodal (palibul nal).
d. Melakukanpendelegasin @Hafwid)
Dalam perspektif umurn yang disebut dengan pendelegasian sebagaimana yang
dljelaskan oleh Manullang adalah kegiatan ssseorang untuk menugaskan stafhya/
bawahannya untuk melaksanakan bagian dari tugas manajer yang bersangkutan dan
pada waktu bersamaan memberikan kekuasaan kepada staflbawahan tersebut
sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas tugas itu sebaik baiknya serta
dapat mempertanggungjawabkan hal hal yang didelegasikan kepadanya. Berkaitan
dengan pendelegasian terdapat tiga unsur yaitu tugas, kekuasaan, dan
pertanggun giawaban.3 I
Malayu Hasibuan menjelaskan pengertian pendelegasian wewenang yaitu
membrikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator (pemberi
wewenang) kepada delegate (penerima wewenang) untuk dikerjakannya atas nama
delegator.32 Contoh akad yang mengandung unnn untuk melakukan pen debgasiat (at-
t afwi O dalah wa6lah (rrr,ltrrian k.:a:c,).
e. Melalorkn penj matnfr (at+awiq)
Ityad kafilah {,1rr:rrnggungan) merupakan contoh akad yang termasuk kategori
melakukan porjaminan.33
3f M, Manullang, Manajemen Personalia. (Yogyakarta: Gajah Mada University press,
2006), hlm. 107.
r2 Maleyu Hasibuan, Manqiemensumber Daya Manusia Perusahaan,(Bandun& PT. Bumi
Aksa. 2009), hlm. 6E.
r3 Syamsul Anwar, I/akum Perjonjian., hlm. 7G.71.
&
Dengan model pernbagian yang dijelad<an oleh Syamsul Anwar 
da]am
pengelompokan aka+skad bemama, maka penggmakan al<ad 
akan lebih mudah
diidentifrkasi sesuai dengan tujun akad yang akan dilakukan oleh subyek 
pelaku' Seperti
dalam inst'rlrsi pefiankan syariah, maka akad akan banyak menggunakan 
akad-akad
persekutnan (af isytink) walaupun pada sebagian pnduk menggrmakan klasifikasi
melakukan pendele gian (at'tafu id)seperti akad wakalab (prnbxrion k'asa)'
b.'$@air alMwuaa
Selain 'aqd al-musamma atau akad'akad yang secara nomenkldur sudah
tErUrlis dalam lierafi"n fikih muanulatr, rcrdapat pula aLad+kad yang tidak mernpunyai
nornenklorrbahrkaerraakad+radtemebutdisesraikandcngarkehtuharrtransaksi
yang tertoit dargan aspekaspok bomuamalah alau transaksi ekonomi konrcrnporer'
Akad-akad yang tidak manpunyai nomenklatur baku ters€but' az-7anqa'
menyebuhya daryn 'aqd ghair al-musanma (r:ll ,' ri')' sedangkan dalam
Mu'jant al-Mu41alCt al'Qanuniyil ditulis dengan al''uqid al-ghair musatnmat
(;r...ryir $lt).
Adapun pengertian 'uqil at-gbail musaumit secara bahasa' penulis
merujuk pada asY-SYarqi Yaitu:
3ar1ri'lr 61rs) q.oli, $, Ol'jjl t0&'r I dlt )r!'ll
al-'Uqilal-ghairmusanvnityaituakad-akadyangparaahlisyariahtidak
aang"t -nyi dan meninggalkan aturan atau sistem syara'nya untuk pengaturan
secara mandiri.
r Mutadi Qawidn asy-Sya'qi, MuJam al-Mtgahat al'Qanuniyc-t"'l.y'.aza'sn ta'iifi al-
uqtd al-mukhtallfat"l Gttpyf"..tt"*t*sdemy.corn/FortrrPostvicw aspx?l=448)
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Dalam bahasa yang lebih sederhana yang dimaksud dengan al-'ugid al-ghair
mwamma-t yaitu akad-akad yang bagi syara' tidak mengatumnya, dan
meninggalkan aturan atau sistem syara'nya untuk mengatumya sec&ra individual
atau secara bebas.
Dengan demikian meourut penulis, dxlam al-'ugtld al-gbair awaatmat
terdapat unsur kebebasan dalam mengatur dan memberikan nama suatu akad
selama tidak melanggar aturan syariah, dan sistemnya dapat dikreasikan kepada
individu sebagai bagian dari ijtihad dalam bermuamalah.35
Az-Zaqa' menjelaskan yang dimaksud denpn 'aqd ghair al-mwamma yaitu
akad yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam ketentuan fikih dan tidak diberi
nama tertentu karena akad tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan para pihak
sendiri dalam rangka memenuhi hajat dar, kepentingan mereka. Akan tetapi akad
tidak bemama pada umumnya mengacu pada teori umum akad (naz. ariyah al-'aqd1
dan asas kebebasan &rakd (mabda' huriyat at-ta'aqud).36
Mrstafa m-N-ayir al-Manztl menjelaskan 'aqd ghair al-musuma yaitu:
ar.:rll er, {t ,6vtt} i.rlt lr.i,.J, "'.jilt etla.r. I djr rliJt \rr arJl y' lj,irjr
37.arJt rra.lr J g rJrI a:.r; r.r<'i
'Ugtid ghair al-musammat yaitu akad-akad yang para ahli fikih tidak
mengistilahkan atas nama-nama yang secara khmus untuk tema-tema akad. Dan
para ahli fiqh juga lidak mengatur pengsyariatan atas hukum-hukmunya secara
spesifik bagi akad tersebut sebagaimana pada 'uqid al-musanmCt.
!5 Syamsrrl Arrwot, Huhn Pejodiaz., hlm. 73.
e Syarnsul An\f,ar, /6id, hlm. E7-E8. Syamsul Anwar, "Kontr8k.", hlm.78.
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Dari pengertian di atas dapat dijelaskan yang dimaksud dengan 'uqd ghair
al-mwammit yaitu akad-akad yang tidak diistilahkan olch ahli fikih dengan nama-
nama yang khusus atas ketentuan-ketentuannya, dan syariat juga tidak mengatur
ketentuan hukum yang spesifik atas akad-akad tersebut sebagaimana pada 'uqid a|-
mwamma-t.
Sedangkan Syamsul Anwar mendefinisikan akad tidak bemama yaitu akad
yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu.
Dengan demikian, akad tidak bemama adalah akad yang tidak ditentukan oleh
Pembuat Hukum namanya yang khusus dan tidak tidak ada pengaturan tersendiri
mengenainya. Sehingga dalam hal ini terdapat azas kebebasan dalam membuat
akad.38
Dari jenis akad 'aCd ghab al-mwunmi ini kemudian banyak berkembang
berbagai jenis akad yang nama akadnya telah disesuaikan dengan tujuan akadny4
sep€rti akad ijanh mmtahiya bit tamlik (IMBT), musyirakab mutaoiqisah, dan
lain-lain
3, Asas den Metode Pengembangan Aked
Pada dasarnya, kebuohan akad-akad yang dapat dipraktikkan dalam
burmualamah sudah cukup banyak dengan merujuk pada akad-akad bemama
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa kitab fikih klasik seperti dalam
Fikih as-Sannah karya as-Sayyid Sabiq, al-Fikih ala a|-Ma:2dhib al-,*ba'ah karya
Abdurahman al-Jaziri, al-Umm karya Imam Ibn Idris asy-Syaf i, ataupun kitab
$ Syamsul Anwar, //,rtl,,, Perjonjian , hlm.76
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fikih kontemporer *ptlti al-Madkhal al-Fikih a|-'Ann karya Mustafa Ahmad az-
Zaqa', al-Fikih d-Islami wa Adillatuh kara Wahbah *-Z-\ufr. Di mana dalam
kitabkitab tersebut dijelaskan tentang berbagai akad dalam beragam transaksi
seperti kerjasasama (syirkah), jlu6,l beli, sewa dan lain-lain.
Namun demikian, dilatarbelakangi oleh berbagai kebutuhan transaksi
ekonomi dan keuangan modem dan pada saat yang sama pelaksanaan akad harus
ditulis dalam suatu akta perjanjian, maka hal ini membutuhkan pengembangan
aka4 di mana setiap pengembangan dibutuhkan asas-asas akad.
Oleh karenanya dalam disertasi ini penting untuk menuangkan teori dasar
tentang asas dan metode pengembangan akad sebagai bagian dari teori akad yang
kemudian dapat dijadikan sebagai analisis terhadap perkembangan al-'uqid al-
mwakkabah atalu hibryd coDtracts yang dilakukan di perbankan syariah di
Indonesia.
Dari bcberapa buku dan tulisan tentang asas dan metode pengembangan
akad, penulis akan mengembangkan dari yang dijelaskan oleh Ahmad Dahlan yang
laogsung menggabrmgkan antara asas pe{anjian dan metode dalam pengembangan
.l 
"n pelaksanaan al:ad"
a. Ases Konsensuslisme den Ases Formrlisme
Dalam hukum Islam banyak dikenal asas perjanjian, namun Ahmad Dahlan
merujuk pada pendapat Syamsul Anwar, beberapa asas terpenting dalam akad
adalah akad tersebut harus mencerminkan "gs ibahah (mabda' al-ibahah),
kebebasan berakad (al-fiun'yyat al-h'equd), asas konsensualisnre (mabda' ar-
rada'iS,yah) asas janji itu mengikat, asas keseimbaog at (al-tawizw Ii al-
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mu'Cwadah), asas tidak memberatkan (al-naslahah), asas amanah, serta asas
keadilan.3e
Dari beberapa asas tersebut, kemudian dalam pelaksanaan akad Ahmad
Dahlan menuliskan terdapat aspek terp€nting yaitu pelaksanaan akad dapat
dilaksanakan atau didasukan berdasarkan antara asas konsesualisme (mabda'ar-
rada'Wah) dan asas formalisme (mabda' asy-saykli).
Syamsul Anwar manjelaskan dari beberapa akad yang bemama. sifat
perjanjian secara umum adalah konsensual, kecuali akad nikah yang tidak cukup
dengan kata *p*at (rida) tapi harus memenuhi formalitas berupa diumumkan
melalui kehadiran dua orang saksi.ao
Asas konscnsualisme (gur;lr t*) merupakan siftt akad yang dapat rcrcipta
hanya dengan tercapainya kata sepakat (terjadinya pertemuan ija-b dan qabi) wtara
para pihak tanpa perlu pemenuhan formalitas-formalitas tertentu.4l
Para ahli hukum merujukkan asas konsensualisme didasa.rkan pada dalil{alil
normatif seperti yang tercantum dalam ayat al-Qur'an:
n'...'& fv ir"tFatkil4piu.#.€'li 'rib I
...janganlah engkou memakan harta sesamamu denganjalan batil, kecuali dengan
cara pemiagaan don saling rido di antara kalian...
3e Ahmad Dshla& Barrl Syorioh: Teoririk Prabih Kri,ilc (Yogyakarta; Kalimedia 2018),
hlm. l0t. Syamsul Anwe4 Hubm Perjanjrbn., hlm. t3-90.{ Syamsul Anwar, 'Kontak.-, hlm. 82.
4f Syamsul Anwar,Ilnbrzr Perjaqiian., hlm. E7. Lihatjuga Sysmsul Anwar, '.Kontrak. . . ",
hlm. 82, Yusdsni, "Transsksi (Akad)...", hIm. 462.
" QS. al-Nisa' (4) : 29.
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'r Ibtr Hibb8r4 $ahih lbn Hibb" (Beirut: Mu'assasah a-Risalah, 1414 H/I993 M), hadis
No. 4967, lbo Mejah, Suoan lbo Majah(Betrut: D6r al-Fik, tr.), Jllld tl, hlm. 737, Hadits No. 2 | 85.{ Muslafi Atm8d az-Zatqa' , al-Madkhal. lilid ll, hlm. 1083.
'5 Syamsul Anwar, .frdr.n ..., hlm.89.{ Syamsul Anw8r, Hubn, hlm,18,
Y\ala ,itY; !P (saling rido) pada ayat di atas merupakan dasar adanya
pelaksanaan akad bermuamalah berlandaskan asas keridoan/sukarela
(konsensualisme), tidak ada pemaksanaan.
Kata *V ii juga terdapat pada ayat yang lain yang juga sangat populer
dan menjadi dasar dari asas konsensualisme, yaitu firman Allah SWT Swt.:
o' "'& ';v ;r'6tG1
Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata s€pakat.
Kedua ayat tersebut, diperkuat dalam kaidah us. iI yang dijelaskan oleh
Mustaf6 Ahmad al-Zarqd:
oo .{du. 'ou:jy u ;1, .kgi ,i-lr;;jr ,?'; tiar O ,p\i
Asas dalam akad adslah kesepakatan para pihak. Sedangkan akibat hukumnya
adalah segala yang ditetapkan dengan akad-akad tersebut.
Kaidah di atas, oleh Syamsul Anwar dijadikan sebagai penegasan bahwa
asas perjanjian adalah kesepakatan para pihak, sehingga suatu perjanj ian menjadi
tercipt4 bila t€rcapai kata sepakat oleh para pihak.as
Asas formalisme dalam akad sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Dahlan
tidak banyak referensi yang menjelaskan secara detail tentang teknis dan dasar
tenang formalisme dalam akad. Syamsul Anwar mendefinisikan dengan akad
(bukan acas) formal (al-'agd asy-syaklil yang dapat diartikan akad yang tunduk
pada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum, di mana
apabila sysrat-syarat akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah.a6
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Asas formalisme jika dikontekskan dengan kaj ian akad dalam perbankan,
maka Ahmad Dahlan morgartikalr asas formalisme merupakan akad yang tercipta
atas dasar formalitas yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan akad.
Asas ini didasarlon pada asas legalitas (hukum positif) yang berlaku pada suatu
negara serta aturan yang berlaku pada lembaga atau individu yang melakukan
akad.aT
Dalam pasal I angka 3 UU No. 2l Tahun 200E tentang perbankan syariah
disebutkan;
Akad adalah perjanjian tertulis yang mernuat iab (penawaran) dan qabul
(penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban
masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
Atas dasar itu, formalitas dalam perbankan syariah harus mengacu pada ijab
dan qabil yang xsuai dengan fatwa yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Dalam Pasal I angka 12 UU No. 2l Tahun 2008 disebutkan:
hinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam pnetapan fatwa di bidang syariah.
Dalam perkembangan teoritik, di berbagai literatur ekonomi dan keuangan
syariah, serta hukum ekonomi syariah, asas dalam metode dan pengembangan akad,
dari sekian asas, teori yang paling populer dijadikan sebagai rujukan adalah asas
ibalah. Asas ibahah atau asas kebolehan dalam melakukan atau mengembangkan
akad dengan syarat tidak ada syariat yang melarang. Dalam perkembangan ekonomi
dan lembaga keuangan, dan hukum ekonomi syariah asas ibif,ah merupakan asas
" Ahmad Dahlan, Bar* S/niah,hlm.ll1.
7l
i/t * Ultt't*,v'cv1.r*ntt o.'J",.'ti
Kaidah di atas yang menjelaskan tentang hukum asal kebolehan dalam
bermuamalah kecuali ada dalil yang mengharamkannya telah menjadi adagium
(pepatah) terpopuler dalam asas kebolehan suatu transaksi berekonomi, selama
tidak ada dalil ataupun dasar hukum dalam Islam yang melarang atas transaksi
tersebut.
Ibn Qayyim, sebagaimana dikutip Nazih Hammad, menulis suatu kaidah:
{ .gr;.lr , J/l rir3 , e,,ji 9l g,rrJr r$.1 t, rrl .E..Jt }r,rJg r1i^lr ;,.1....!r
Asal dalam akad dan syarat-syaratnya adalah sah, kecuali terdapat ahli syariat yang
mernbatalkannya atau melarang atasnya. Dan ini adalah perkataan yang benar.
Dari kaidah yang ditulis oleh Ibn Qayyim di atas dapat dijelaskan bahwa
asas dalam akad-akad dan syarat-syaratnya adalah sah, kecuali terdapat syariat yang
membatalkannya atau melarangnya. Adapun yang melarang atau yang
membatalkannya adalah pendapat yang benar. Atas d asar qa'idah usiliyah tersebut,
maka fansaksi atau ibadah yang bersifat muamalah, Grutama tentang teori dan
prahik akad berkembang sangat pesat.
a Nazih Harnm6d, al-'Uqtfu al-Munkkabah fi al-Fikib al-tslami, (Danaskus: Dar al-
Qalam, 1432 H/201 I M), hlm. 7.
yang paling populer dalam perkembangan hukum perikatan lslam. Asas ibdlah
berdasarkan kaidah:
Asal dalam bermualah adalah boleh sampai terdapat dalil yang mengaramkannya.
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b, Metode Asimilatif-Konsensual
Metode asimilatif merupakan penjelasan Ahmad Dahlan yang
memodifikasi pendapat Cecep Maskanul Hakim dan Abdullah Saeed, sedangkan
asas konsensual mengacu asas dalam hukum Islam sebagaimana yang ditulis al-
Zt$aifi, al-Zarqi. serta Syamsul Anwar.
Maskanul Hakim menjelaskan terdapat metode pendekatan dalam
pengembangan produk-produk syariah yainr asimildif dan akomodotif. Sebenarnya
Hakim juga menjelaskan tentang pendekatan yang ketiga yaitu Wndekaf;an antara
sektor monercr dan riil. Akan tetapi karena tidak konteks dengan tema dalam
disertasi, maka penulis hanya memasukkan pendekatan akomodatif dan asimilatif.
Sedangkan Saeed menjelaskan dalam pengembangan akad-akad dalam
syariah dapat dibagi dalam tiga pendekatan, yaitu idealis, ptagmatis
dans m as hl ahah o r i e nt e d. ae
Idealis dan pragnar,r merupakan nama lain dat', akomodatif dan asimilatif.
Pendekatan idealis *inglali disebut dengan istilah asimilatif. Sedangkan
pragnalis sering disebut derl,garr akonodotif. Sedangkan maslahah oriented
merupakan prinsip yang menjelaskan bahwa bunga bank bukan riba sebagaimana
yang dimaksud dalam Islam, tapi bagaimanajuga mencari orientasi atau solusi yang
terbaik (mashlahah) untuk semua pihak dalam produk bank.
Metode asimilatif mengartikan bank syariah merupakan satu personifikasi
atAu individu abstrak darl seseorang yang melakukan akad syariah-muamalah.
'e Abdullah Saeed, "Capitalizingon the Current Slatus ofthe Interpretation ofFundamental
Shffish Principles Applicable to Islamic lnvestment l'unds", Mol@lah, lslsl}J,ic Funds Conference,
Kusla Lumpur, 23-24 Juni 1997.
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Kedudukan individu abstrak (abstract persorulityl dalam bahasa Arab disebut
dengan syaklsiyyah i libadryah (\wr l,-.i.!) atau syakhpiryah lukmiyyah ( ,"a,,-t
+.3).50
Dapst diaftikan bank syariah diibaratkan scbagai seseorang (i,-.,lr) yang
mernpunyai dampak kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam yang telah
ditetapkan. Konsekuensinya, semua produk bank syariah adalah penjelmaan dari
akad syariah, termasuk asas-asanya. Tidak ada hak kapabilitas manajemen bank
syariah untuk merekayasa akad dalam produk bank.
Dalam metode asimilatif-konsensualisme terdapat konsekuensi bagi
lembaga bzink1' Penama, landasan hukum yang dikembangkan secara mutlak
merujuk pada sumber-sumber Hukum Islam (al-Qur'an, Hadis dan Fikih).sr Bank
syariah huya boleh mengembangkan al.ad-akad sebagaimana yang ditulis oleh az-
Zarqd', az-Zuhaili, atau Syemsul Anwar, terutama yang "aqd al-musammC',
dengan as as ko nse nsual is me.
Kedu, tidak ada memberikan peluang hukum positif dan hukum ekonomi
konvensional jika bertentangan dengan hukum Islam. Produk bank konvensional
yang tidak sesuai dengan syariah harus dihindari.
Dari perdekatan asimilatif-konsensual, Ahmad Dahlan membuat konstruksi
akad sebagaimana pada gambar berikut:
s Wahboh sz-Zuhaili, al-Fikih lslatn.,lY:ll.
5r Scperti larangan riba pada QS. Al-Nisa' (a) 29, QS. Al-Ma'idah (5): l.
Gambar 2.I .
Skema Jenis Akad/Transaksi52
Gambar di aras dspat dijelaskan akad atau transaki dengan pendekatan
asimilatif-konsensual dapat dikelompokkan pada transaksi untuk mencari
keuntungan (tiiCti) dn transaksi untuk kebaikan (tabarnt). Seperti akad
mudirabah maka hanya untuk transaksi tijan-, tidak diletakkan pada funding atau
financing *bagaimana pada bank Islam pada umumnya.
Pada prahiknyq transaksi tij etaupun tabatru, dengan aszs
konsensualisme ternyata tidak mudah dapat dijadikan basis transaksi-transaksi
dalam bank syariah.s3
Sebagai lembaga bisnis, bank syariah harus mempertimbrngkan aspek pasar
yang selama ini berjalan dan kelaziman-kelaziman tranksaksi standar (modern
economic transactions) yang sudah berjalan pada bank konvensional dan telah
















52 Ahmad Dshlan, 8ar*.syariaA, hlm. I 13.







Ahmad Dahlan menjelaskan, bahwa asumsi dasar metode akomodatif
adalah didasarkan pada kesulitan menciptakan manajemen bank yang ideal dalam
kesyariahan. Sehingga, akad syariah yang tidak dapat mengakomodir sebagaimana
pada layaknya produk di bank konvensional, dengan metode ini maka produk
syariah harus disesuaikan supaya dapat dipraktikkan dalam produk perbankan.5s
Dengan kata lain, substansi dari mctode akomodatifadalalr akad-akad yang
dipraktikkan di bank syariah merupakan hasil dari prcses akomodasi dari produk-
produk yang terdapat di bank konvensional kemudian "diakomodasi" di bank
syariah dengan mengembangkan akad-akad yang selaras dengan produk tersebut.
Adapun metode formalistik dikembangkan dari asumsi, akad disebut
sebagai akad jika sudah terbuktikan dengan formalitas yang sesuai dengan hukum
atau regulasi transaksi perbankan secara khusus, dan hukum perjanjian secara
umum,56
Dengan metode pendekatan akomodatif-formalistik, konsekuensinya:
Pe:,tama, bank boleh memformalkan setiap akad dalam suatu klausal perjanjian dan
dilegalkan oleh perundang-undangan atau peraturan lainnya. Kedua, akad yang
dikembangkan bank mengacu semata-mata pada regulasi. Seperti dalam
pembiayaan mengacu pada pasal I angka l3 UU No. l0/1998 disebutkan:
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum lslam antara
bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan
usaha lainnya yang dinyatakan dalam syariah, yaitu l) mudarabah,2)
musyarakah, 3) murabahoh, 4) ijorah dan 5) ijmah v,a iqtina'.
t5 lbid.i rrd, h.tm. I 15
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Dalam pada pasal I angka 7 UU No. 23 Tahun 1999 disebutkan:
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetuj uan atau
kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Dari kedua pasal tersebut termaktub akad dalam pembiayaan terdapat
mu/anbah, mwyinkah, mlrabaiah, sena ijenh. Ahmad Dahlan menjelaskan
bahwa formalisasi akad yang hanya 5 tersebut sangat dipengaruhi oleh kebutuhan
formalisasi yang lebih rasional sehingga tercipa bank syariah yang sesuai dengan
pasar perbankan.
Ketiga, dari proses akomodasi dan formalitas akad dalam perbankan
syariah, maka formasi atau tata susun produk bank syariah tetap mengacu pada
keumuman lembaga keuangan di bidang perbankan yaitu pendanaan funding) dan
pembiayaan (financing), bukan tijari dan tabarnt sebagaimana pada penjelasan
tentang akad pada bab ini. Jika digambarlen, metode akomodatif-formalisme dalam
transaksi di bank syariah yang diskemakan dalam funding dur finoncing maka






2. Mudarabah Equity Financing
l. mu{arabah
2. mrsvarakah
l. murabahab, salam, istisna'
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Gambar di atas menunjukkan akad bank syariah masih mengacu pada
akomodasi terhadap aktifitas dan transaksi bank konvensional, dengan asas yang
dikembangkan adalah asas formalisme. Metode inilah yang kemudian
menimbulkan perbedaan pendapat publik terhadap bank syariah. Menurut Ibrahim
Warde terjadi dualisasi opini dalam kajian perbankan Islam. Bagi otoritas
keagamaan terdapat perbedaan dengan merujuk pada aspek produk bank lslam,
sedangkan sebagian ahli ekonomi melihat tidak ada perbedaan mendasar antara
bank Islam dengan bank konvensional.5T
Bahkan Abdullah Ahmed an-Na'im mengkritisi terdapat bank Islam yang
dijadikan sebagai kepentingan politik.58 An-Na'im menjelaskan NIF mengambil
keuntungan dari pr ogram Numieri tentang Islamisasi bank negara dan lembaga-
lembaga keuangan. Dengan kebijakan pembebasan pajak dan pengawasan dari
Bank Sentral Sudaq NIF dapat melakukan kegiatan ekonomi keuangan sep€rti
pengumpulan dana yang sangat besar, transfer dan menentukan mereka secara
bebas dan keluar negeri. Kekuatan ini sanuanya bermuara pada kekuatan politik
MF.
57 lb,rahim Watde, lslamic Fitance in the Globdl Econorty (Edinb!.gh: Edinburgh
University Prcss, 2000), hlril.. 27-28.
58 AMullah Ahmed an-Na'im,'The Application of Shari'a (lslanic Law) a,d Human
Rights violations in the Sudan", dalam Tore Lindholm and Karl Vogl (ed.), lslanic Law ReJorn
and Human Rtght (C-npf,,fil!,gen, Lunq Oslo, Abo/Turku; Nordic Human Rights Publications, I 993).
hlm. 139.
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'Atabik'Ali dal Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus 'Anb lndonesia At-'Asri. (y ogyakana
Multi Karya Gralika,2003), hlm. 988.
@ tbid, htm. 1693.
61 Nazih Hammad ,4 l-'LQfr al-Mua*kabah fr al-Fikih al-lslami,hlm. i.
B. N-'Uqil al-Muakkebab
l. Pengertian Al-'Uqil al-Mwakkabah
l{ata murakkabbrasal dari kata'\t} - $.1- J :" Dalun Kamus Arab-
Indonesia Al-'A"yrf, dituliskan +i; sinomin dengan ltfad jama'a, lamm4 allafa,
ansya'a, aqen4 dan adkhala, yaog berarti menyusrm, mengumpulkan,
menggabrmgkan, membentul, dan menyisipkan.5e
Sedangkan kata muraklab 1$) mempunyai beberapa padanan kata;
mujanma (4) yang berarti yang diraki! diasembling, disusun, dikombinasikan,
muallaf min 1;,, iy\ yang b€rarti yang tersusuru'terbtal dari, diddu basTt (f'd ir)
berarti yang kompleks, bcrcampur, majmi'Et (bt4) yatrg beraxti kombinasi (dari
berbagai bahan).s
M. Siddiq al-Jawi, pimpinan Ma'had Hamfara, Sekolah Tinggi Ekonomi
Islam Hamfara Yogyakarta, menjelaskan terdapat beberapa kalimat dalam bahasa
Arab yang sepadan atau bermakna sama dengan al-'uqid al-murakkabah, yaitu al-
'uq a|-mCliyah al-mwakkabah, al-jan'u bayna al-'uqud, damju al-'ugid. Sitdiq
menjelaskan istilah al-'uqfu al-muakkabah terdapat dalam Htab Al-'Lfgid al-
Mu'akkabah fr al-Fikih al-Isliai,kararrgan Naz'ih liamma46t al-'Uqil al-Maliyah
al-Mwakkabah ditulis oleh Abdullah al-'Immnl dalam kitabnya AJ-'Uqid al-
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MClr'yab a1-Mwakkabah.62 Istilab al-,uqid al-mwakkabah juga ditulis dengan
Damju al-'Uqid (rFtr g.r) oleh Ismail Syandi dalam kitabnya Al_MusS,arakah al-
Mutaaa-qisah.63 lstilah al_jarn'u bayna at_,ugt cligunakan oleh AAOIFI dalam
Htab Al-Ma'yir asy-Syarlvah/Shaiah Stand*ds,edisi 2010.s
Najamuddin. Dosen Ekonomi Syariah Fakultas llnru Agama Islam (FIAI)
Universitas Islam Indragiri Tembilahan, menjelaskan terdapat beberapa pengertian
muraklab dalam fikih, yaitu: Melakukan penggabungan (tarkib), menggabungkan
sesuatu dengan yang lainnya, sefia menggabung dua atau beberapa bagian menjadi
satu bagian (basih.6s
Pengertian di atas memiliki kelebihan dan kekurangan untuk menjelaskan
makna yang rebih mendekati dari istilah murakkab. pengertian pertama rebih tepat
untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yairu terhimpunnya
beberapa hal dan bersatunya beberapa hal itu yang kemudian menjadi satu
pengertian tertentu. pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya
beberapa hal itu. Meskipun pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua
atau b€berapa hal, tetapi tidak manjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi
penggabungan tersebut. pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian
etimologis, tidak menjeraskan pengertian untuk suatu istirah tertentu.ffi
52 Abdullah al-'lmmni , Al-'Ugtid al-Maliyah al-Mq.akkabah, hlm. 46.6r Ism8il SyaDdi, ,4./-Mt6yankah Al-MutaDaqjsah, hlm. I 7- I8e M. Siddiq al-Jawi, "Hukum Multi Akad (Al-'Uqud al-Murakkabah).- - Is lam ic EconomicKnowledge (online),




ldin, "Al- Uq0d Al-Murakkabah Dalam perspektif Ekonomi Syariah", dalamNo. Il, O*tober 2013, htn. B.
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Maode al'ug al-murakkabah atal hybrid contract dipopulerkan oleh
Hasanudin, Dosen FSH-UIN Syahid dan IIe Jakarta, Wakil Sekrctaris DSN-MUI,
&lam diserasinya yang berjudul Ko nsep dan Dhawabith Multi Akad dalam Fatwa
DSN-MUI, dan tulisannya ..Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer
Pa& Lemboga Keuangan Syariah Di Indonesia: Konsep dan Ketentuan
(dhowabith) dalam Perspektif Fikih..6? Dari kedua tulisan tersebut, maka kajian
tentang al-'uqid al-murakkabailhybrid contract mulai populer di Indonesia.
Abdullah Ali Saifi menjelaskan dalam tanyajawabnya:
J0rl ee rrru c!* (r.:"Jr ,lUjJJl Ji-,-rl, .ri, { e.ra djt ij.r,:!t !i.Jt \i i5}l !n Jt
Pengcrtian di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan at-,uq
al-muakkabah adalah beberapa akad yang dikumpurkan dalam satu akad (kontrak
perjanjian) sebagai jalan persyaratan (sahnya pe{anjian). Atau al_,uqid at-
mwakkabah juga disebut dengan penggabungan akad yang diharapkan berpengaruh
pada seluruh akad yang digabungkan tersebut dan pengaruhnya seperti menjadi satu
akad (satu pet'anjian).
68..rrrlr rielr JEI iJur $J, ,Jjif l
a!.'Uqid al-nwakkabah yaitu beberapa akad yang banvak yang digabungkan
dalam satu akad (kontrak perjanjian) sebagaijalan p"iryo.utan (iahnya perianiian;.
Dan penggabungan tersebut sebagai penetapan dari seluruh efet<' hutum 
'yan!
teratur atas akad (yang digabungkan) sebagaimana penetapan efek akad yang iatul
67 Tulisan Hasanudian !:ryt..d1"f,'"t pada (lapluvuckgloloisvaleb.or8ldownloarl/artikeVMakalahyo20tAEl Multi_Akad_Hasanuiin.pOD'. 
--6 Abdullah bin Malik Mu-barak ati Suin, -et-Uqr[ al'-Naurat*abah-, datam At_Alu*ah
(onlirc), 30'12'2012l!'tl162- r434 H, (hnp://www.arukah.ner/wevaMullah-ibn-mubara w}r48477)
8t
Lebih lanjut Saifi menjelaskan sebagian menyebut jenis akad ini dengan
lrr:; Lt tpt Gontrcrct mixe$. Tagi yang paling umum menyebutnya deng an al-'rqid
al-mwakkabah.6e
Saifi juga meqielaskan pengertian al-'uqid al-mtrakka6arl secara istilah
fikih dengan kalimat berikut:
d.JGt art',ff .-n lJle .rutt r.rt., p!:Jt ,y * ell!.,- ftJl !t lti CVt ?v !lii,, Ji^lJ OI
'o .oyt d€'V;,t 1l ,i,Jrii;1r vtjt otl cry9,! ;l 7l p5:Jr
Bahwa di dalam akad terdapst dua makna; khas dan 'im. Yang dimaksud dengan
makaa im yang memuat setiap kewajiban yang dilakukan seseorang terhadap
dirinya sendiri disebut apakeh dia terikat oleh kewajiban lain atau tidak, dan
apakah itu kewajiban religius sepeni surnpah, atau duniawi seperti jual bcli, dan
lain-lain.
Di dalam akad terdapat dua hal, bermakna klas dan 'im. Yang dimaksud
dengan makna azr mutlak bag setiap kewajiban yang dilakukan seseorang
terhadap dirinya sendiri yang terikat oleh kewajiban dirinya atau alas nama orang
lain. Kewajiban tersebut bisa dalam hal keagamaan atau drmia (ekonomi dan lain-
lain). Kewajiban keagamaan sep€ni sumpah, sedangkan kewajiban drmia seperti
srunpah jual beli dan semacarnnya.
d!'.. J ,{l .{.lii ,t lly'l ew:l ub iSl 9l iritltl * f Otijt ,.1S"tr .r;elt ,;,ll+i uat]t .;Jt t i
Tr,oeAJr ptt..'tl {.t&U rra:;t1 drl,l J.,r,-Jliil 6r!r g r.ioi ,tl tl &* ,.ll
Sedangkan untuk arti klrusus yaitu akad yang didasarkan pada setiap kesepakatan
antara dua pihak atau lebih untuk menetapkan suatu kewaj iban atau atau
@ Ibid.
70 lba
'l Libat Khalid al-Turyjmfii, D. awabit al-Aqd fi al-Aqd li al-Aqd al-lslami,hlm.24, Abd
al-Hmr'd al-Ba'li, D. awaUt al-'lhudhbn. 44.
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mengalihkan, hanya dapat dicapai oleh dua atau lebih 
pihak.tersebut' lnilah makna
;;?;;;;-, para tukaha untuk mengartikan akad secara istilah fikih'
at-'Ilqid al'murakkabah dikonstruksi untuk menjawab perkembangan
lembaga keuangan lslam kontemporer yang menemukan kompleksitas 
dalam
mengimplementasikan akad-akad yang menjadi ciri khas dan pembeda 
dengan
lembaga keuangan non Islam' tapi selaras dengan kebutuhan 
transaksi-transaksi
modern.
Problem utama yang terjadi adalah dalam menselaraskan antara 
landasan
hukum normatif syariah berhadapan dengan kompleksitas traksaksi 
ekonomi
modern. Dari sini kemudian lahir banyak akad-akad 'Iidak bemama" 
(merujuk pada
teorinya az-Zarqa), atau akad'akarl yang dihasilkan dari berbagai kompilasi'
Hasil produk kompilasi tersebut terkenal dengan beragam istilah' tapi 
yang
paling popular adalah al-'qid at'mw*kabah atau hybrid contrac' Karena kata
muraklubah (murakkab) secara etimologis dapat berarti al'jam'u' yang berarti
kombinasi atau kompilasi dari sesuatu, maka terdspat pula yang menyebt al''uqid
al-mwakkabah detgan kombinasi koitrak (iitimi' al'uqid)'
Hibryd contact dapat diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah
"kontrak hibnda" sering disinonimkan dengan istilah al-'uqid al-murakkabah
yang berarti akad-akad bertingkat. Terdapat pula yaog menamakannya dengan
kombinasi kontrak (ijtime' al'uqid).
Beb€rapa tulisan yang sama antan al''uqfrd al'mwakkabah dengan hibryd
contTet 
^dalah 
Muhammad lman Sastra Mihajat, dal.rm tulisannya yang berjudul
" Hybrid Contrrct in Islonic Banking and Finonce: A Proposed Shariah Prirciples
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and Parameters for Product Developmen41z Lutfi Sahal, "lmplementasi Al-'Uqud
ol-Miurak*abah Atau fubrid Contacts (Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank
Syariah Mandiri Dan Pegadaian.Ts
Model a/- 'uqid al-murak*abah atau a.kad gan<\a atau lrybrid contract, mvlai
diterjemahkan dengan "kontrak hibrida", akad berganda, akad gabrmgan, atau
multi akad di mana istilah-istilah tersebut merupakan hal yang sama hanya beda
bahasa.
Dalam dunia perbankan, al-'ugtid al-mwakkabah sep€rti pada produk
mura-bahab dengan menggunakan akad murabahah bil wakdlah. Secara sederhana
dapat dijelaskan pada saat yoduk muabahah akan dilaksanakan, bank tidak lagi
mengg,andeng npplier dalam pemenuhan barang yang akan dibeli nasabah. Tapi
bank mewakilkan kepada nasabah untuk mencari dan memberi kebutuhan barang
sebagaimana yang telah disepakati pada akad. Dengan mewakilkan bank kepada
nasabai maka secara operasional bank akan lebih efektif.
Akad mwabalab bil wakalah sangat cocok dipraktikkan untuk kebutuhan
jual beli barang yang tidak produk baru (new product), tapi barang-barang yang
sudah terpakai atau tangan kedua (second hand. Seperti rumah, motor, atau mobil.
Artinya, pEda sast nasabah ingin mempunyai mobil padahal kemampuan daya
7'Muhammad lman Sastra Mihajat, "Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A
Prcpos€d Shariah Principlcs and Psrameters for Product Developrnent", EJBM-Stecisl tssue:
lslamic Managernent and Business (onliru), (www.ii*e.org), Vol 7. No.16 (Special lssue). 2015.
Co-Published with Center for Research on Islamic Management and Business,
(htF:w\}l .crimbbd.trg).r LutIi Sahal, 'lmplcmeotasi Al-'Uqud Al-Mutakksbah Atau Hybrid Contracts (Mlulti
Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian", dalam Jumal At-Tandhi, )wnal
Stldi Ekonomi, volume 6, Nomor 2, Desember 2015.
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belinya di bawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rapiah), mala wryat tidak efektif
jika menggunakan alra,d mu'aba$ah secara sempurna. Oleh karenanya dibutuhkan
pengembangan yaitu dibarengkan dengan akad al-wakalah.Ta
Praktik a/- 'uqid al-murakkabaft berbeda dengan tawaran dua akad untuk
satu transaksi yang dilarang oleh fikih. Praktik yang dilarang sepeni satu barang
dijual dengan dua pilihan akad cas dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) atav dengan kredit tapi harga menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas jura
rupiah).
Najamuddin, Dosen Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI)
Univemitas Islam Indragiri Tembilahan, dalam tulisannya yang berjudul "Al-'Uqful
Al-Muraklrabah Dalan Perspektif Eknnomi Syariah" menjelaskan kata al-
mwakkabah (murakkab) secara etimologi berarti al-jam'u yang berarti
pengumpulan atau penghimpunan.Ts
Pada saat ini, telah popular islilah al-'uqid al-murakkabah atau multi akad
yang diterjemahkan dengan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu
trznsaksi atau muamalah yang meliputi dua unsur akad atau lebih, sehingga semua
akibat hukum rlari akad-akad gabungan, hak dan kewajiban yang ditimbulkan,
dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, sama kedudukan dengan
akibat-akibat hukumnya dengan satu akad.76
7' Hssil pengamd8n &n observasi penulis di beberapa Bank Umum Syariah (BUS) yang
ads di PekEnban! Riau.
75 Najamuddin, 'Al-'Uq0d Al-Murakkabah Dalam Persp€ltif Ekonomi Syariah", dalam
Jurnal Syai'at, Vol. ll, No. ll, Oktobg 2013.
16 lbid.
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Arbouna.TT "The Combinalion of Contracls in Shariah: A Possihlc
Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance",l8
Kombinasi kontrak merupakan mekanisme potensial pengembangan produk di
bidang keuangan syariah. Namun, konsep ini menghadapi masalah hukum karena
hadis yang melarang dua kontrak dalam satu kesepakatan. Artikel tersebut
memperjuangkan validitas penggabungan dua atau lebih kontrak untuk menlusun
produk yang sesuai dengan syariah. Ini membahas banyak aspek kombinasi
kontrah termasuk terminologi dan tujuan kontrak, tingkat ketidakpastian dan
ambiguitas, dan sifat tawar-menawar dalam kontrak gabungan. Jika kontrak
digabungkan melewati ujian yang ditetapkan oleh prinsip hukum, tidak akan ada
keberatan hukum untuk menggabungkan kontrak semacam itu menjadi satu
kesepakatan.Te
Lrbih laniut Arbouna menjelaskan tidak ada definisi seperti itu untuk
konrbinasi kontrak dalam literatur fikih. Namun, kombinasi kontrak (iitima al-
'uqil) dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua atau lebih pihak
untuk mengumpulkan dua atau lebih kontrak dengan berbagai fitur dan
konsekuensi hukum untuk mencapai transaksi layak yang diinginkan. Dalam
hal ini, semua kewaiiban dan konsekuensi hukum yang timbul dari kontrak
gabungan harus direalisasikan sebagai satu kewaiiban tunggal.s0
77 Arbousa bekerja pa& the Kuwait Finance House-Bahnin (KFH-B).
78 Mohammed Burhan Arbouna, " ftp Combinolion oJ Contacts in Shoriah: A Possible
Mechanism lor Pro&tct De1]elopmenl in Islamic Barting and Finonce", dalam Tlrunderbird
lnterrutionol Busirr'ss Reviev, Vol. 49 (3). 341--369, May-June, 2007, Published online dalam
Wiley lnterscience (www.interscience.wiley.com).
7o Arbouna, "The Combination. hlm. 342.
?D lbid
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Mihaja!8f dalam tulisannya yang berjudul "Wbid Contract in Islamic
Banking and Fiwnce: A Proposed Shoriah Principles ond Porameters for Product
Deve lo pment,Ez menjelaskan perkem ban gan industri perbankan dan keuangan
syariah yang pesat mengesankan bank harus menyediakan produk dan layanan yang
kompetitif untuk memenuhi kebutuhan trisnis dan perdagangan, terutama di era
transaksi elektronik. Itu berarti kontrak yang digunakan dalam perbankan syariah
lebih rumit daripada yang sebelumnya dan menyira&an bahwa produk dan layanan
baru di bidang keuangan syariah akan menggunakan lebih dari satu kontrak dalam
satu transaksi.s3
Beberapa peneliti seperti Al-Shadhily ( 1998), Abu Guddah (2000), Arbouna
(2007); dan Dusuki (2009) telah meneliti konsep kontrak hibrida di bidang
keuangan syariah dan penerapannya untuk tujuan pengembangan produk di
perbankan syariah dan keuangan. Oleh karena itu, kebutuhan akan pedoman dan
parameter syariah dalam kontrak hibrida untuk memudahkan praktisi dalam industri
perbankan syariah di Indonesia adalah sesuatu yang mendesak untuk dimulai.e
Mihajat lebih lanjut menjelaskan tidak ada definisi seperti hybrib contracts
untuk kombinasi konrak dalam literatur Fikih. Namun, istilah kombinasi kontrak
yang dalam bahasa Arab populer dengan 'uq al-mwakkabah yang berarti dua
atau lebih kontrak yang ditunjuk dalam satu transaksi tunggal.
8r Muhsmmad Imsn Sastra Mihaja! Ph.D Res€archer of IRTI Islamic Development Bank,
IIUM Institute of lslsmic Banking and Finance.
82 Muhammad Iman Sastra Mihaja! "Hybrid Contract in lslamic Banking and Financc: A
Proposed Shariah Principles and Pa.ameters for Product Development", EJBM-Special lssue:
Islamic Msnagement and B$iness (online), (*,stw-iiste.o.g), vol ?, No.l5 (Special Issue),2015.
Co-Published with Center for Resesrch on lslamic Management and Business,
(httr:www.crimbbd.oig).
t' Mihajat,'Hybrid confac! hlm. E9.
u lbid,
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Menurut Hammad dan al-'Imr6ni (2006), a|-'uqid al-murakkabah ad ah
kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi tertentu yang terdiri dari
dua kontrak atau lebih.
Hammad mendefinisikan kombinasi kontrak sebagai kesepakatan antara
kedua pihak atau lebih untlk melaksanakan kontak yang mengandung dua atau
lebih kontrak (seperti perjanjian sewa dan beli, hibah dan wakalah, qarl,
muzin'ah, sarf(pertukaran mata uang), mwydrakah, mudarabah, dan sebagainya)
dengan berbagai fitur dan konsekuensi hukum untuk mencapai transaksi layak yang
diinginkan. Semua dampak hukum dan konsekuensi dari kesepakatan kontrak
hibrida, serta semua hak dan kewajibannya dipandang sebagai satu kesatuan dan
terbagi, sebagai akibat hukum kontrak.ss
Sedangkan menurut Al-'Imrini, kombinasi kontrak adalah kombinasi
beberapa kontrak dalam transaksi tertentu )'ang terkandung dalam dua kontrak atau
lebih, dipbungkan atau timbal balilq di mana semua hak dan kewajiban hukum
yang dihasilkan dari kontak dipandang sebagai konsekuensi dari kontrak.86
AAOIFI (Standar Shariah No. 252008:451) mendefinisikan kombinasi
kontrak sebagai proses yang berlangsung antara dua pihak atau lebih, dan
memerlukan kesimpulan simultan lebih dari satu kontrak. Kombinasi kontrak dapat
(i) menggabungkan lebih dari satu kontrak tanpa memaksakan untuk melakukannya
(ii) menggabungkan lebih dari satu kontrak satu pihak memaksa untuk
6 Nrzlh HEmmid, al-'Uqd al-Mwakkabah Fi al-Fikih al-Islimi, (Dunukus: Dar al-
Qalam, t432 H20l I M), hlm. 7.
s Abdullah bitr Muharnmad bin Abdullah Al-'lmrari, al-'lJqfu al-Miliyah al-Murakkabah
(Dinsat Flklhlwah Ta'sllryah wa Talbiqiwat, (Riyed: Dar Karrz lsbiliye Linnasr wa at-Tauzi',
l4J I H2010 M), hltrr.46.
melakukannya (iii) menggabungkan lebih dari satu kontrak yang tunduk pada
kesepakatan sebelumny4 tanpa memaksakan salah satu dari mereka sebagai
persyaratan pada pihak lain, (iv) kesepakatan untuk menyelesaikan kesepakatan
melalui bentuk kontrak yang berbeda seperti yang akan diputuskan kemudian di
masa depan.87
Dasar pemikiran untuk kebutuhan penggabungan kontrak dari perspektif
nkih adalah menghindari transaksi ibawi. Mi*lnya. kombinasi antara penjualan
dan pertukaran mata uang untuk menghindari fansaksi riba untuk memenuhi
permintaan ekonomi, mata uang jual (Rupiah Indonesia) bersama dengan
komoditas dolar A.S. dengan dasar pembayaran yang ditangguhkan.
Contoh lain adalah menjual dua rumah oleh penjual kepada pembeli dengan
dua perjanjian kontrak, rumah pertama dengan kontrak penjualan, rumah kedua
dengan kontrak yllal, yang menggabungkan penjualan (bal,') dat ijarah pada saat
bersamaan.
Kombinasi kontrak berbeda denp;an t'sytirat "aqd fr 'aqd (mengikat satu
kontrak dengan kontrak lain) atau dikenal dengan bay'atayn li bay'ah yang dilarang
hukum Islam. Akad bay'atayt fi bay'ah seperti seseorang mengatakan "Saya
menjual rumah saya seharga Rpl00 juta dengan syarat harus membeli mobil saya
seharga Rp 80juta, atau dengan syarat Anda harus menjual mobil Anda seharga 80
juta."re
D Mihajat, 'Hybrid Contracr,, hlm. 9l.
s5 uiujar, *uyuria con*"i't r.. s0-sr.
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2. Pembagian aI-' Uqtid al-Muakkabah
Abdullah Ali Saifi membagi al-'uqid al-mwakkabah pada 4 jenis sebagai
berikut:
a. al-'Uqid al-Mutaqabalah
Saifi tidak banyak menjelaskan secara luas yang dimaksud dengan al-
'uq al-mutagdbalah (elelt r1i.tt). Ia hanya menulis pengertian al-'uqid al-
mutuq balah yait:.r:
.-l,ljrlr Jf,- * 
'xj 
1o rgi ri,tr i,r<z €Jr ,Jr,Jr
Dari pengertian di atas dapat dimaknai al-'uqid al-mutaqibalah yaitu kontrak
di mana kontrak berlawanan satu sama lain sebagai persyaratan.
Atep Setiadi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana
Sunan Gunung Djati, UIN Bandung, "Implementation Of The Concept Of Al-
'Uqid Al-Murakkabah On Sharia Financial Institutions", menjelaskan taqabul
menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya
saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengrn al-
'ryid al-mutaqabilah adalah muhiakad dalam benruk akad kedua merespon akad
pertamg di mana kesempumaan akad pertama bergantung pada sempumanya akad
kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain. akad satu bergantung dengan
akad lainnya. 8e
s Atsp Setiadi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana Sunan Cunung
Djati, UIN Bandung, "lmplcrnentatioo Of The Concept Of Al-'Uqod Al-Murakkabah On Sharia




Saifi dalam menjelasken pengeniao al-'ryid al-mujtani'al (t*)r t9tt1
yaitu:
,.t'rPJr J,a., J" .-r) ,fJ ,t tt rt 4 i...h ,Ji.Jt v!,
Makud dari pengertian di atas adalah bahwa al-'uqid al-mujtami'ah 1 :;st
ir.*D merupakan akad-akad atau berbagai akad yang digabungkan dalam satu akad
perjanjian. Akan tetapi penggabungan dari beberapa akad tersebut bukan scbagai
"persyaratan" terhadap terjadi suatu perjanjian.
Atep Setiadi menjelaskan al-'ugid al -mujtami'ah adalah multi akad yang
terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad.
Seperti contoh, Sayajual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain
kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu".
Multi akad yang mujtoni'ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua
akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek
dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua
objck dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas
satu objek dengan satu imbalaq baik dalam waktu yang sama atau waktu yang
berbeda.
c. a1-' Uqid al-Mutaaaqidah atau al-Mutanifryah
Yang dimaksud dengan al-'uqid al-mutanaqi/ah (iriLdr )FlD atau a/-
m ut aa Ctiy ah (.)gt\ y 
^itu:
9l
,ifs A.lu g.|l'.t-9 J& { l{rt :"1 jJ,+J dJl 5J'4,,J1 e. iiitcr iri^lr
al-'Uqil al-mutana-qi(ab yaitu akad-akad yang tidak bisa boleh atas
penggabungarurya dalam satu akad (satu perjanjian). Seperti penggabungan antara
akad jual beli lbay') dan vnl$a asing (sarQ.
Dari pengertian di atas. dapat dijelaskan al-'uguA aLmutanagidah merupakan
bentuk dua akad atau lebih yang tidak bisa digabungkan dalam satu akad atau satu
transaksi. Contohnya adalah penggabungan antara akad pnjualm (bat') dan valuta
asinrg (parl). Makudnya adalah akad riil seperti jual b€li tidak dapt digabungkan
dengan akad pertukaran uang (valuta asing). Karena transaksi ini akan
membingrmgkan satu sisi akad jual beli dengan pembayaran kas mata uang rupiah,
tapi pembeli menyatakan pembayaran dengan uang dolar. Maka akan terjadi dua
transaksi dalarn satu akadjual beli dan valuta asing.
Atep Setiadi menjelaskan lebih llas lerlang al-'ugid al-mutanaqidah alau
al-mutanifiyah. Adapun arti dai al-mutanifiyah adalah menafikan, lawan dari
merct8,pken. MutaDiifiyah diutikan sebagai: Pertana, muslahilnya penyatuan dua
hal dalam satu wEktu pada satu obje( sepeni antea hitam dan putih. ada dan
tiad* KeduE, sstu tempat (objek) dengan berbeda keadaan, baik karena kondisi
bertolak belakang seperti bergerak dan diarn, atau kondisi berlawanao seperti
berdiri dan duduk Ketig4 mustahilnya kemmgkinan b€rtemwya dua hal yang
b€rtolak belakang dalam satu tempat, satu waktu, satu abjek. Seperti mustahilnya
ada dan tiada bersatu pada satu objek, salu waktu, dan satu tempat.
Dari pengertian di atas, para ahli fikih merumuskan maksud dari multi akad
(al-'ryid awakkabah) yang mutaniqidah, mutad. aEdah, dan mutanCiyah, yaitu:
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Pertam4 satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan,
maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu
akad. Kedua, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang
berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat
yang saling menafikan pula. Ketiga, dtta akadyang secara praktik berlawanan dan
secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun. Keempa| hatait
terhimprmnya akad jual beli dan sharf dalam satu akad. Mayoritas ulama Miliki
berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukurn kedua akad itu saling
menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan khiy6.r dalam jual beli, sedangkan dalam
sharf, penundaan dan khiydr tidak diperbolehkan.
d. al-'Ugid al-Mukhtalifab
Saifi menjelaskan yang dimaksud deng an al-'uqid al'mukltalifah y ailu:
,P ,* JgiV,?H btt Jit i i)l"IlJ dl o* C*l Ji,65' -dl d/ F f {JAJ ii!r..!t r;rlt
.JtlJ
al-'uqid al-mukhtalifah yaitl akad yang lebih umum (dalam penggabungan) dari
dua akad yang berlainanan bahwa bisa.iuga berlawanan. Seperti akad kombinasi
antara penjualan dan sewa dalam satu akad dan dengan 'iwod (pengganti) akad yang
satu pada satu akad yang lainnya.
Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan yang dimaksud dengan al-'uqid al'
mukhtalifah 1li!i.ll :3iJl) yaitu akad yang lebih umum (dalam penggabrrngan) dari
dua akad yang berlainanan bahwa bisa juga berlawanan. Seperti akad konrbinasi
antara penj ualan dan sewa dalam satu akad dan dengan 'iwad (pengganti) akad yang
satu pada satu akad yang lainnya.
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Dari semakin jelas, bagian keempat dari macam-macam al-'uqfu
mu'akkabab adalah akad gabungan dari beberapa akad yang berlawanan menjadi
satu akad dengan konpensasi tambahan pengganti ('iwad) dalan nominal tertentu.
Seperti rumah jika dijual dengan harga Rp. 100, kemudian digabungkan dengan al'
ijarah, maka pembeli dapat menyewa dahulu baru kemudian membeli rumah
tersebut. Adapun pengganti (iwad) dalam akad ini, pembeli membayar sewa
terlebih dahulu kemudian pada saat tertentu membayar harga secara penuh atas
rumah tersebut.
3. Hukum Pokok Mengumpulkan Akad-Aked
Nazih Hammdd berpendapat bahwa hukum pokok dari mengumpulkan di
antara akad-akad adalah diperbolehkan secara syar'i. Ia menjelaskan bahwa
diperbolehkan mengumpulkan atau mengkombinasikan lebih dari satu akad
(beberapa akad) bermuamalah dalam satu kesepakatan atau perjanjian. Dengan
catatan setiap akad-akad ters€but secara sendiri-sendiri juga diperbolehkan oleh
syariah, dan tidak ada dalil atau petunjuk syariah yang melarangnya.m Jika akad
tersebut sudah dikombinasikan, maka setiap pihak yang berakad atau terlibat
didalamnya wajib menjalankannya selama tidak ada syariah yang
mencegahkannya.el
Ibn Taimiyyah, sebagaimana dikutip oleh Hammad, menjelaskan:
$ Nadb Hammad, al-'Uqid al-Mwakkabah Fi al-Fikih a|-lslami, (Darnasknsr Dar al-
Qalam, 1432 H/201 I M), hlm. E.
ot lbid.
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,ir\l eV 1, ,rlr-, di r.; r, 11 l{, ej* t lii t+i J,rlti .UJt i c.,r,ull ul.,
e2.urr u'!r ;,2r ! ,rill
Terjemahan pemyataan diatas "adapun bcrmuamalah di duny4 yang pokok
di dalamnya bahwasanya tidak ada yang haram dari dunia kecuali yang
diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang haram kecuali
Allah mengharamkannya dan tidak ada hukum agama kecuali apa yang
disyariatkannya".
Pernyataan Ibn Taimiyyah di atas dapat dimaknai bahwa aktifitas-aktifitas
muamalah itu merupakan urusan dunia. Maka prinsip dasar atau hukum asal
darimanya adalah tidak ada keharaman dari ahifitas-aktifitas muamalah tersebut
kecuali apa yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi tidak ada haram
kecuali bahwa Allah SWT telah melarangnya, dan tidak ada agama kecuali apa
yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.
Asy-syatib'i juga mempet'elas tent,lnE qe'idah yang terkait bermuamalah
berbeda dengan qC'idahberlbadah. Karena pokok beribadah adalah ibadah kepada
Allah SWT., maka tidak ada hal yang didahulukan (dilakukan) kecuali dengan izitr
dalil (perintah), dan tidak ada ruang bagi akal untuk menemukan atau mencari
suatu kerangka ibadah buu kecuali yang telah ditetapkan' Adapun kerangka
qa'idah berr.rrrt;r'lah adalah pembebasan terhadap makna, tidak sebagaimana pada
al-'ibaaal Atas dasar itq Asy-Syelibi menulis gC'ridaf bermuamalah dengan:
" .^iyr ,rt #JJt J,J.l !i- i,!)l il,!.fl J Jrril
Jika dimaknai secara bebas adalah hukum pokok dalam bermua'alah adalah
boleh kecuali ada dalil yang memperselihkannya.
e2 Han],ljrt, Ibld., lbIr T almlyyah, Jam I' al-Rasa', lllld ll, hlm. 3 l'l
e1 Asy-Syitibi, al-Muwafqat, Jilid l. hlm. 284.
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Nazih HamEd dal^rn al-'Ltq al-Muaklobah Fi al-Fikih al'Islami
menjelaskan terdapat tiga norma kaidah dalam mengumpulkan atau meng-
kombinasikan akad-akad.
g. KombiB$i Bukan Yang Dilerang oleh Syariah
Hammad menjelaskan norma kaidab kombinasi bukan yang dilarang oleh
syariah (url :P 4 ,f J3 C+l irF ! ,rf, merujuk pada hadis Nabi Muhammad
SAW. yang menjelaskan tentang bcbcrapa larangan yang tidak boteh dalam
menggabungkan akad. Terutama dalam 3 hal: bay' dan salaf, bi'atain fi bi'at' dan
pafaqatain fr safaqat.
l) Bay' Mn Salaf
Hammad menjelaskao larangan menggabungkan akad boy' (ual beli) dan
sat{ dalan satu akad/transaksi perjanjian dirujuk pada hadis Nabi Saw yang
diriwayatkan oleh Ab[ Dawld, a1-Tirmiz'i, an-Nasd'i, Ibn Majah, Ahmad, asy-
Syafil, dan Matik.ea
e5 ,.i.t-, t ,f , Pt * bt ;b bt Jvt (
Atep Setiadi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah hogram Pasca Sarjana Sunan
Gunung Djati, UIN Bandung, menjelaskan dalam hal akad bay'dan saial Suatu
akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua
belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu
s Nazih Hammid, at-'uqid al'Mrmkkabah fi al-Fiuh al-lslami, (Dwnaskrts: Dar al-
Qalam, 1432 tt/201 I M), hlm. 13.
t! At-Tirmizi meogatakan dsrajat h ?dLis ini hasa4l,s6il knalil. Melik al-Muwata', Jllid' ll'
hlm. 657, lmam Alrm ad, Mnuad Imim Af,nad' Jilid ll' hlm. l7E.
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dilarang. Asy-Syaf i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah
dengan harga 100, dengan syarat dia meminjamkan (sala) kepadanya 100' maka
sebenamyaakadjualbetiitutidakjelasapakahdibayardenganseratusataulebih.
Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima
adalah pinjaman ('anyah). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas'
apakah dari jual beli atau pinjaman. %
Rasulullah melarang al-'tqid at-mwakkabah antara akad salaf (memtlruri
pinjantrIlltqaro dan jual beli (meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri
hukumnya diperbolehkan).
Menurut al-Jawziyyah, larangan akad salaf dan Day'dikumpulkan dalam
satu akad untuk menghindari terjerumus pada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi
karena seseorang meminjamkan (qard) selumlah 1000, kemudian menjual barang
yang bernilai 800 dengan harga 
'1000. Dia seolah memberi seribu dan barang
seharga800agarmendapatkanbayaran2000.Disinidiamemperolehkelebihan
200.e7
Jumhur 'Ulama juga mengharamkan al-'uqid al'murakkabah anlan
berbagai akad yang berbasis pada bay' (1ual beli) dengan qar//salaf, para ulama
*AtepSetisdi,'lmplementationOfTheConceptOfAl-'UqtdAl-MurakkabahOnSharia
Finsncial tnstitutions", dalsrn Ju al Islamicateinsrilute (onlinq' Tulissn dapat diaks€s pada sistus
ifrtps/,loumal.isfamicstcinstitute.co.id/index.phy'joeradiclddownload/&4), hlm' 9 Lihat juga
ii-ivafll, U*nr";o at-MtEiot, (ttp; Bahdmis al-Umm)' Jilld Il' htm 205 Nazih Hammad' a/-
'Uqid,hhn. 14.
e7 Ibtr al-Qayyim al-Jawziryah, I'tam al-Muwaqi7" 'an Rabb al-'Alamin (Beirut: Dar al-
Jael, tt.), Jilid IIl, hlm. 153.
lt
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juga sepakat mel anrLg al-'uqid al'murakkabah {fiala pelbagai jual beli dan dalam
satu transaksi.es
Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpul
dengan qard dalam sslu transaksl, seporti antara iiarJh dan qard, salsm dan qard
parfdarl, qar{, dan sebagainYa.
2) Bi'ataia fi bi'at
Dasar pelarangan transaksi akad dua jual beli dalarn satu akad didasarkan
pada hadis Rasulullah Saw':
.+r .jog.l C,l ,}r+&"tilglatrl Jfl
Artinya: "Rasulullah SAW melarang duajual beli dalam satu transaksi'
Asy-SyafiI memberikan penjelasan maksud bay'atain Ii bi'at (dua
pembelian dalam satu pembelian), dengan menyatakan: j ika seseorang mengatakan:
"sayajual budak ini kepada anda dengan harga 1000, dengan catatan anda menjual
rumah anda kepada saya dengan harga segini. Artinya, jika anda menetapkan milik
anda menjadi milik saya sayapun menetapkan milik saya menjadi milik anda'"
Dalam konteks ini, maksud dari bay'atain fi bi'at adalah melakukan dua
akad dalam satu transaksi, akad yang pertama adalah akad jual beli budak'
scdangkan yang kedua adalsh skad jual-beli rumah. Namun, masing-masing
dinyatakan sebagai ketentuan yang mengikat satu sama lain, sehingga terjadilah dua
transaksi tersebut masuk dslam satu akad'
s Muhammad bin Allmad lbn Rusyd al-Qu4ubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al'
Mlqtasid, (ttp.: Dir al-Fikr, tt.), Jilid ll, hlm. 62
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Saiadi mcnjelaskan banyak pendapat dari para ulama mengenai maksud
dari dua jual beli dalam satu jual beli. Pendapat yang dipilih (njih) dalxn hal ini
adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad dernikian menimbulkan
ketidakjelasan harga dan menjerumuskan l.e riba. Pendapat ini menafsirkan bahwa
seseorang menjual sesuatu dengan dibayar secara cicil, dengan syarat pembeli harus
menjual kembali kepada yang meniual dengan harga lebih rendah secara kontan.
Akad seperti ini merupakan hilah dari terjerumus pada rib4 dan sebenamya tidak
terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.
Jual beli seperti di atas dilarang manakala sebuah akad yang mengandung
dua jual beli, salah satu dari jual beli itu dinyatakan sah dan mengikat (lazim)
sebelum para pihak berpisah.
Namun tidak ditentukan jual beli manakah yang dinyatakan sah dan
mengikat tersebut. '1l/4, larangan bentuk jual beli ini adalah ketidakpastian
(gharar)yang timbul dari ketidakjelasan nilai harga.
3) $afqatala fr safqat
Secara soderhana ;afagataia li safaqa, yaitu transaksi dua akad dalam satu
traDsaksi-
Para ulama mendefinisikan "akad merupakan hubungan antara iiab dzn
qabil dalarn bentuk yang disyariatkan, dengan dampak yang ditetapkan pada
tempatnya". Maka. suatu ta;amtf al-qaul (tindakan lisan) dikatakan sebagai akad,
jila ada y?il (penawaran) dan qabil (penerimaan), ijab (penawaran) dari pihak
perfama, sedangkan gabil $teneimaan) dari pihak kedua- Ijab dan gabil ini iuga
I
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harus dilakukan secara syar'i, sehingga dampaknyajuga halal bagi masing-masing
pihak.
Seorang penjual barang menyatakan: "sayajual mmah saya ini kepada anda
dcngan harga 50 juta", adalah bentuk penawaran (ijab) maka ketika si pembeli
menyatakan: "Saya beli rumah anda dengan harga 50 juta", adalah penerimaan
(qabil). Dmtpak ijCb-qabil ini adalah masing-masing pihak mendapatkan hasil
dari akadnya; si penjual berhak mendapatkan uang si pembeli sebesar Rp' 50 juta'
sedangkan si pembeli berhak mendapatkan rumah si penjual tadi. Inilah bentuk
akad yang diperbolehkan oleh syara'.
Islam telah menetapkan bahwa akad harus dilakukan terhadap salah satu
dari dua per*ara: Zd, (bamng atsu benda) atau jasa (manfaat). Seperti akad syrrtalt
dEn jual bcli adslEh akad yang dilakukan tcrhadap i,, (barang atau benda),
sedangkan akad ijarah adalah akad yang dilakukan terhadap jasa (manfaat)' Selain
tertradap dua hal ini, maka akad tersebut statusnya batil.
e.'rai- S * cPt,*t *Ol oLl 1,1 Jn #
Rasututtah Saw melarang daripada dua lransaksi (betmuamalah) dalan satu
transaksi.
Berdasarkan hadis di atas, sangat jelas bahwa transaksi dalanr Islam
ditekakan satu transaksi barang dilakukan dengan satu akad dan satu transaksi, dan
untuk menghindari dua transaksi dijadikan dalam satu transaksi.
e tmin Ahmad bis H &bal, Musaad ibn Hanbal, Jilid I, hlm. 398
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b. Bukan Hilat dari Perkara Riba
l) al-'Iaat(4r)
Yang dimaksud dengm al-'inat'.,..1D adalah sesuatu yang dilarang oleh
syar'i.
i *O ,*y lftit rr. q,* Jl Je iEi i:3 i.LJl rr.1 r.ri :trr"! t|i' .rgtl a+'Jl, :l.,ll
'0o .*rq-lt ,.p-Pt Jl iL' ii+ill j5 ,irua1 TtliJt
Yang dimaksud dengan al-'inat yang dilarang secara syariah yaitu jika komoditi
dijual dengan harga seratus yang dibayarkan secara tunda. Kemudian akan dibeli
(kembali) dengan dua ratus secara tempo juga. Maka yang demikian secata zahir
adalah dua transaksi jual beli, namun secara f,aqTqat jual beli tersebut adalah hilat
terhadap qard yang mengandung unsur riba.
Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-'inat
yang dilarang secara syariah yaitu jika suatu komoditi yang dijual belikan secara
tidak tunai. Namun barang tersebut ditransaksikan oleh dua pihak yang sama
dengan mekanisme jual beli non tunai juga. Srucan vahirhal tersebul seperti dua
transaksi jual beli, narnun secara baqiqat yual beli tersebut adalah lilat terhadap
qatd yang mengandung unsur riba.
2) Hifat terhadap Riba Fadl
Riba Fadl yaitu memberi tambahan dari salah satu dua barang yang ditukar
(dijualbelikan) yang sama jenisnya' Contoh pinjam meminjam buah buahan atau
barang berharga seperti emaq kemudian syarat pengembalian bagi peminjam
adalah mengembalikan barang atau emas tersebut melebihi dari kadar atau jumlah
10 Nadh Hammad, a/- 'Uqid, hlm. 19.
l0l
yang dipinjamkan. Barang pertukaran yang berpotensi riba fadl adalah emas dengan
emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan qya rr, kurma
dengan kurma, dan garam dengan garam.
Adapun 'illa (sebab) diharamkannya riba pada emas karena keduanya
sama-sarna bcrharga. lTlar diharamkannya riba pada kurma' gandum, sya'ir, dan
garam karena semuanya dimakan dan ditai<ar'
c. Sukm iiai'ah torhadap Riba
Zai'al berarti'Jalan menuju sesuatu". Sebagian ulama mengkhususkan
pengertian t2-Lari'ah dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang
dan mengandung kemadaratan' I 
ol
Ibnu Qayyim az'Javziyah berpendapat az-hili'ab tidak hanya menyangkut
sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan, sehingga muncul sadd a2'
,ai'ah dN fatl a2-2ai'ah.
asy-syatibi menej elaskan sadd a'2'hari'ah yaitrt:
6r-.t Jl i,rf... t"v.,PFl
"Melaksanakan suatu p€koiaan yang semula mengandung kemaslahatan
menuju pada sesuatu kerusakan (kemafsadatan)".
Contoh: Hibab (memberikan sesuatu kepada orang lain) sebelum iaul
(genap setahnn) atas hartanya, sehingga terhindar dari kewajiban zakal' Hibbah
dalanr syariat Islam mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak
baik, maka hukumnYa dilarang.
tot BanHin*,|mdir (onlirc), '?cngenian Dzari'8h", (httP://d€yahya'blogspot'oom/2011/
I ?pengertian-dzariah.hm I )
I
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Fath *-Zai'ah yaitu perbuatan yang pada mulanya mengandung
kemafsadatan menuju kepada kemaslahatan. Dalam kaidah fikih dijelaskan:
.*9 ig + rt1 ,.4lrl e ru
"Apabila suatu perbuatan krgantung pada sesuatu yang lain' maka sesuatu
yaog lain itu pun wajib"
Begitu pula segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka
sesuatu yang lain itu pun haranL sesuai dengan kaidah:
,V*rV*j'u
"segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haranr" maka
jalan itu pun haram".
Dari pengertian dan contoh tentang a2'2ad'ah maka dapat disimpulkan
dalam hukum ekonomi syariah bisa terjadi tordapat transaksi ekonomi atau
keuangan yang dianggap mengandung mafsadah atau madarat kemudian dengan
tujuan tertentu bisa mengandung kemaslatan atau kebaikan yang madarat itu bisa
dihilangkan sesuai dengan hukum Islam maka hal tersebut bisajadi menjadi boleh
adanya. Contoh dunia perbankan yang selama ini dianggap mengandung riba yang
dilarang oleh agama kemudian dengan alasan tertentu dan dengan tujuan
kemaslahatan maka di bolehkan dan hadir bank syariah.
C. hograaifltas Hukrm Ekouomi Syariah
l. Sejrah da Pemikiran Hukrm Progresif
Sejarah dan pemikiran hukum progresifdi Indonesia mulai masyhur setelah
sering digagas oleh Satjipto Rahardjo (,l930-2010), seorang Guru Besar Fakultas
Hukum Universitas Dipenogoro Semarang dalam berbagai tulisannya.
I
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Liky Faizal, Dosen Tetap pada Fakultas Syariah IAIN Raden Intan
Lampung, menjelaskan gagasan hukum progresif merupakan pergumulan
pemikiran Satjipto Rahardjo terhadap:
a. Penerapan sistem hukum di lndonesia yang statis, koruptill dan tidak
mempunyai keberpihakan struktural terhadap hukum yang hidup di
masyarakat.
b. Hukum telah kehilangan basis sosial, basis multi kultural, dan hukum
ditegakkan secara sentralistik dalam bangunan sistem hukum.
Kedua kondisi tersebut di atas berdampak negatif terhadap penetapen
hukum yang dipaksakan, didesakkan dan diterapkan dengan kekerasan struktural
oleh aparat pen:gak hukum.lo2
Kepopuleran gagasan hukum progresif sebagai wacana ide altematif
penerapan hukum di Indonesia menjadi terkenal secara ide juga menjadikan
penggagasnya yaitu hof. Satjipto Rahardjojuga semakin masyhur sebagai pakar di
bidang sosio-legal. Hal ini dijelaskan oleh Adriaan Bedner, Pengajar senior pada
Van Vollenhoven Institute, Leiden University'
Bedner menjelaskan gagasan hukum prcgresif merupakan studi atau
pendekatan sosioJegal di lndonesia. Dengan pendekatan hukum progresif, maka
akan terwujud altematif bagi pendekatan dominan dalam interpretasi hukum di
lndonesi4 yaitu pendekatan yang dianggap formalistis dan kurang memperhatikan
substansi keadilan. Dalam buku Biarkan hukum mengalir, kemudian Satjipto
!@ Liky F8iz8l, 'Problematika Hukum Progesif Di Indonesis", d&laIij. ljtimq'it'vo, Jurnol
Pengembangan Masyaratat,ls/arr, Vol. 9, No. 2 ASustus 2016, hlm. 2. Satjipto. Rahardjo, Sosio/oar
Hulatm: Esai-Esai Teryilir, (Yo$/alsrt8: Gents Publishing,20l0), hlm. 96'97.
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Rahardjo menjelaskan bahwa kepastian hukum terlalu "didewakan" padahal
seharumya hukum lebih "manusiawi".
Akar masalah dari situasi bersumber dari keadaan hukum tertulis sendiri,
yang dengan gampang akan menghasilkan 'lragedi hukum". Pendekatan hukum
prog€sif dimaksudkan untuk mengatasi tagedi tersebut, dengan cara lebih
mempcrhatikan isu-isu sosial dan keadilan. Namun, pendekatan ini sendiri dapat
dituding mempromosikan wacana bagi interpretasi hukum yang bebas dari seluruh
ikatan, sampai menjadi "hukum kadi". Prolesor Satjipto Rahardo menyadari bahwa
hilangnya keseimbangan antara keadilan dan kepastian karena paradigma 'otonomi
hukum'di lndonesia yang terlalu kaku.rol
Cristianto menjelaskan pemahaman terhadap konsep hukum progresif tidak
dapat dilepaskan dari kondisi pemikiran hukum yang melatarbelakangi lahimya
hukum progresif. Kebutuhan masyarakat terhadap peran hukum dan keadilan
semakin jauh dari impian mengingat banyak perkara hukum yang tidak
terselesaikan dengan baik.rs
Sistem hukum dan kondisi penegakan hukum yang penuh dengan
problematik di Indonesi4 maka hofesor Satjipto Rahard.io mengemukakan tentang
kekuatan hukum progrcsifuntuk melawan kekuatan status quo mazhabhukum yang
telah sekian lama diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia.
'o' At d"iaan Bedner, "Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum", dalam
Myrna A. Safitri, dkJt . (ds.), Seri Tokoh Hufun lndonesia: Satiipto Rdhar4io dan Hu*um ProgresiJ
Uryensi dan Kritilq (Jakarta: Epist€ma Institue, HuMa, 201 t), hlm. l3ql40.- l* Cristianto, 'Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pid8,/.a", dalzm Jw,l.al Mimbar




Menurut Profesor Safipto Rahardjo, lemahnya kekuatan mazhab hukum
progresif disebabkan kekuatan hukum progresif masih belum memiliki dasar dan
sinergi dan kuat. Oleh sebab itu mendesak kekuatan hukum progresif untuk saling
bersatu dalam ide, dukungan untuk memperkuat kekuatan madzhab hukum
progres if. los
hof. Satjipto Rahardjo menjelaskan ilmu hukum progresif memperhatikan
kendala tentang sisi-sisi hukum yang tidak tertampung dalam suatu rumusan, yang
karena itu muncul sisi-sisi gelap. Bahwa hukum tidak lain adalah "proses dorong
mendorong dan tarik menarik antara kekuatan-kekuatan sosial dalam
masyarakat".l06
Yamani dalam analisisnya menjelaskan hukum progresif mengajak bangsa
ini untuk meninjau kernbali cara-cara berhukum di masa lalu' Cara berhukum
merupakan perpaduan dari berbagai faktor sebagai unsur, antara lain, misi hukum,
paradigma yang digunakan, pengetahuan hukum, perundang-undangan,
penggunaan teori+eori tertentu, sampai kepada hal-hal yang bersifat keperilakuan
dan psikologis, seperti tekad dan kepedulian, keberanian, determinasi' empati serta
rasap€r?saa[ | o7
Pcmikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum memang sedikit berb€da
dengan tokoh dan praktisi hukum lain yang sebagian besar menganut aliran
t6 sarjipto Rahadjo. Menbedoh Ht*uot t'rogresif. (Jakarta; Penerbit Buku Kompas,
2006), hlm. I 14.
rG Satlipto Rahardjo, "Hukum Progresif sebagai Dasar Pcmbangunan llmu Hukum
lndonesia'', dalam Ahmad Gunawsn, BS. (Peny.\' MenSSagat Hulum Progresif lndo"esid,
(Yogyaksrra: Pustaka Pelajar dao IAIN Walisongo. 2012), hlm. 5.
Io7 Rezs Rshmat Yamani, *Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif
Dan Relcvansinya Dcngsn Hukum lslsm Di lndonesia". S*/iP.ti Fakultas Syariah dan Hukum. LllN
Alauddin Maksssar, 2016, hlm.60.
I
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positivistik dan legalistik. Namun pemikiran hukum progresifyang dianut Profesor.
Satjipto Rahardjo itu sebenamya tidak bertentangan dengan aliran positivistik.
melainkan bersifat komplementer atau melengkapi. Hukum progresif memandang
hukum bukan hanya dari aspek prosedur, formalitas, dan kepastian hukum secara
formal, namun bagaimana hukum dapat menyentuh rasa keadilan masyarakat.l08
Dengan demikian hukum jangan menjadi ketakutan dalam masyarakat justru dapat
memberikan rasa aman dan rasa keadilan dalam masyarakat
Berbagai pergulatan, kegelisahan, dan ide-ide hofesor. Satj ipto Rahardjo
tentang hukum terutama hukum progresif tertuang dalam berbagai karya-karyanya:
rd lbid.
r@ Yogyakarla: Centa Publishing, 2009,
rro Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Irr Sernarang: Kerjasama Pustaka Pelajar. IAIN Walisongo dan Program Doktor llmu
Hukum UNDIP, 2006.
Il2 Surakarta: Muhammadiyah University Press- 2002.
rrr suiakarta: Muhammadiyah University Press. 2004.
I 14 Jaka'taj Kompss, 2003.
Irt Jakarta: K(,mpss, 2006,
r16 Jakarta: Kompss, 2007.
rrt Jakarta: UKI Press, 2006.
rrl Jakarta: Kompas, 20o6,
rre Yograkarta: Genta Publishing, 2009.
'D Yo$aksts: G€nts Publishing, 2009.r2r Jak tte Paettit Buku Kompag 2009.
rz Yopakarta: Genta Publishing, 2009.
t2i J8klrte Peo€rbit Bub KompaE 2009.
Negara Huhum yang Membahagiakan Rakyatnya,ts "Hukum Progresifl
Aksi, Bukan Teks," dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanto, ed.'
Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implemenla.ri,l I0 "Hukum
Progresif Sebagai Dasar Pembangunan IImu Hukum", dalam Menggaga't
Hukum Progresif Indonesia.t 1| Sosiologi Hukum, Perkcmbangan Metode
dan Pilihan Masalah,tt2 llmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan
Pencerahan,tt3 Sisi-sisi lain dari Huhm di Indonesia,l ta Membedah Hukum
Progresif,tts Bimkan Hukum Mengalir,tt6 Huftum dalam Jagat
KetertibaqttT Membedah Hukun Progresiftts Hubwn dan Perubahan
Sosial,tte Membangun dan Merombak Hukum Indonesia,t2o Hukum dan
Perilala+t2t Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,t22 Hukum
dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baikt23
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r24 Sstiipto Rahudio, Menggagas tlukun Progresi/ Indonesia (Semarang: Kcrjasama
Pustaka Pelajar, IA IN Walisongo dan Program Doktor llmu Hukum tNDlP. 2006). hlm. l-17.
r25 Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif sebagai Dasar Peinbangunan llmu Hukum
lndonesia", dalam Ahmad Gunawan, BS. (Peny.). Menggagas Hukun Progresif lndonesid.
(Yo$/akarta: Pustaka Pelaiar dan IAIN Walisongo. 2012). hlnr.5-7.
Karya-karya di atas merupakan ide-ide yarrg menjadikan Profesor Satjipto
Rahardjo sebagai tokoh yang dianggap pioneer dalam menjelaskan dan mendorong
terhadap hukum progresif, atau keputusan-keputusan hukum yang mengarah
kepada kebaikan umum.
Gagasan tentang pembaruan hukum di Indonesia yang terutama bertujuan
untuk membentuk suatu hukum nasional, tidaklah semata-mata bermaksud untuk
mengadakan pembaruan (ansrcft), akan tetapijuga diwujudkan menuju pembaruan
hukum yang berwatak progrcsifl yang mana kebijakan pembaruan hukum
merupaken konkretisasi dari sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
Harus terjadi kesesuaian di antara norma hukum dan sistem nilai. Sehingga setiap
perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan pembaruan hukum. atau
sebaliknya.l2a
Ilmu hukum progresif adalah tipe ilmu yang selalu gelisah melakukan
pencarian dan p€mbebasan. Ilmu adalah forum untuk berburu kebenaran yang tidak
pemah akan bisa digenggamnya s€cara sempurna. Ilmu hukum progresif membuat
orang untuk selalu merasa haus akan kebenaran dan karena itu tidak henti
melakukan pencarian. Ilmu hukum progresifakan senantiasa hadir. Sedangkan ilmu
hukum positifberhenti karena disusul oleh ilmu-ilmu hukum sosiologis. struktural,
behavioral dan yang relatifbaru ilmu yang non-sistern atis.l25
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2. Wilayah Studi Progresifitas Hukum
Soeandyo Wignjosoebroto menjelaskan kor:sep progrcsivisme bertolak
dari pandangan kemanusiaan sehingga berupaya merubah hukum yang tak
bemurani menjadi institusi yang bermoral. Paradigma hukum untuk manusia
membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format pikiran, asas
serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan,
kesejahteraan dan kepedulian terhadap rakyat. Satu hal yang patut dijaga adalah
jangan sampai pendekatan yang bebas dan longgar tersebut disalahgunakan atau
diselewengkan pada tuj uan-tuj uan negatif.126
Di Indonesia banyak referensi atau penelitian yang khusus mengkaji tentang
pemikiran hukum progresif dalam berbagai aspek dan disiplin keilmuan. Yamani
(2016). Penelitian ini merupakan skripsi untuk sarjana Sl. Tapi menurut penulis
cukup menarik dari aspek ide dan gagasan, karena penelitian terhadap pemikiran
Prof. Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif yang kemudian direlevasikan
dengan hukum Islam yang berkembang di Indonesia.r2T
Keinginan membangun tata hukum yang lebih bercirikan Indonesia dengan
segala atribut keasliannya memang merupakan harupan (das sollen). Karcna
mewarisi sejumlah peraturan dan lembaga hukum dari masa kolonial, berarti
mempertahankan cara-cara berpikir dan landasan bertindak yang berasal dari
1!6 Soetandyo wignjoso€broto, Pembaharuan Hukum Mqsto'akol lndonesia Baru,
(Jakarta: HuMa, 2C{7), hlm. l0l.
127 Rcza Rahmat Y arn ari, Pemikiran ProJ Sajipto Rahor4io Tenrang ltrkum P rogres d Dan
Relevansirya Dengan Huhln Islam Di lndoresia, Skipsi pada Fakultas Syariah Dan Hukum,
UIN Alauddin Makassar, 2016.
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paham individualistis. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan alam pikiran
masyarakat Indonesia yang berlsndaskan paham koleltivitas.r28
Eman Suparman menjelaskan membangun kekuatan hukum yang bermoral
dan berkeadilan untuk mematahkan kekuatan pro status guo sungguh merupakan
upaya yang tidak ringan. Upaya tersebut lentu saja harus dimulai dari bawah dan
tidak dari atas. Dari bawah artinya proses pendidikan hukum yang selama ini
berlangsung di Indonesia hendaknya berbenah dan mengubah haluan. Calon
sumberdaya manusia yang ahli di bidang hukum tidak seperti robot yang
menerapkan hukum positif yang tidak bemurani, tapi harus memahami hukum
sambil dan mengasah hati nuraninya agar dalam menekuni profesi sebagai penegak
hukum mampu berpihak pa& nati nurani yang terbaik. Calon praktisi hukum tidak
hanya menguasai prufesional skills, tapi juga memahami dan melaksanakan etika
dan moral profesional, anggung jawab profesional (profesionol rensponsibility),
dan manajemen qalbu (spiiutal managemenl). Ketiga hal yang sangat penting
dalam pembentukan watak atau karakrer setiap manusia.l2e
3. Progrcsifitas Hukum Ekonomi Syariah
Pembahasan tentang hukum ekonomi syariah dapat dimulai dari
pembahasan hukum Islam/syariah, karena hukum ekonomi syariah merupakan
bagian penting dari hukum Islam.
Bustanul Arifin menjelaskan persepsi tentang syariah pada dasamya
mengalami kekacauan yang berkeping-keping setelah umat Islam kalah di segala
rn Eman Suparman, 'Asal-usul Sera Landasan Pengembangan llmu Hukum lndonesia",
dalam Ahmad Gunawn,Bs. (Perl .), Mengagas., hlm. t2-t3.
rD Eman Suparman, "Assl-usul Sera Landasan Pengembangan llmu Hukum Indonesia",
dalam Ahmad Gunawan,BS. (Pcny.), Menggagos., hlm. 106-107.
ll0
bidang oteh kekuasaan dan budaya Barat yang datang bertubi-tubi, kalah di medan
perang ekonomi, sains dan ilmu pengetahuan, serta cengkaraman penjajahan
sampai abad XX. Sejarah membuktikan bahwa manakala suatu kebudayaan suatu
bangsa dilanda oleh kebudayaan yang lebih perkasa. maka terdapat beberapa
pilihan yaitu adopsi, adaptasi, atau 'talah. lika piliharl,'uzlah yang dipilih, maka
Islam akan terisolasi, jumud, dan bahkan mungkin menjadi fosil-fosil kebudayaan
dan paham keagamaan, serta hanya akan menjadi fosil-sosilkebudayaan dan faham
keagamaaq serta hanya akan menjadi catatan sejarah yang usang.l3o
Namun demikian, perkembangan sistem dan hukum ekonomi syariah, maka
persepsi tentang syariah mulai berternbang dan bergeliat, bahkan masuk dalam
segala arah disiplin dan aktifias seperti ekonomi, pendidikaru dan kemasyarakatan.
Dari aspek historis, syariah jika syariat dikaitkan dengan perkembangan
hukum maka dapat diklasifikasikan dalam enam masa perkembangan. Mohamad
Nur Yasin, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik lbrahim Malang, menjelaskan
Khudari Bek membagi enam fase perkembangan hukum Islam' Pertama, fase
kerasulan Muhammad SAW. Kedua, fase sahabat senior sampai akhir masa
Khulafaur Rasyidin. Ketigo, fare, sahabat yunior, mulai dari permulaan Daulat
Umayyah sampai akhir abad pertama hijriyah. Keenpat, fase fikih menjadi ilmu
tersendiri, mulai awal abad kedua hijriyah sampai akhil abad ketiga hijriyah.
Kelima, fase perbedaan mengenai masalah hukum di kalangan fukaha, mulai awal
abad keJV (empat) hijriyah sampai penaklukan Dinasti Abbasiah pada abad ke-VII
r3o Bustanul Arifin, 'Meluruskan Pers€psi tentang Syariah adalah Syarat bagi Syariah




(tujuh) hijriyah (1253 M). Keenam, fase taqlid, mulai dari kejatuhan Dinasti
Abbasiyah sampai sekarang.
Fase-fase versi Khudari Bek kemudian dilanjutkan dan direvisi oleh Rilyal
Ka'bah bahwa sekarang ini merupakan fasr- ketujuh. Fase ketujuh adalah fase
kodifikasi dan kompilasi hukum lslam di berbagai negara serta maraknya ijtihad
masalah kontemporer oleh berbagai lembaga fatwa untuk memperkaya hukum
positif negara.l3l
Di Indonesia, ekonomi syariah berkembang dalam bentuk lembaga-
lembaga bisnis syariah secara masif, institusi pendidikan tinggi berbasis ekonomi
syariah, juga dalam bentuk legislasi ekonomi syariah dalam tata hukum nasional
(ius cowtitutum) dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama' UU No. l9 Tahun 2008 tentang
Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 2l Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman' dan UU No. 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama.
AMul Manan, Guru Besar dan Hakim Agung, menjelaskan sumber hukum
ekonomi syariah yaitu:
a. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)
t'r Mohsmad Nur Yasin, 'Progrcsilitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di lndonesia",
dslzn de Jure, Jumat Slariah don Huhn, Volume 6 Nomor 2, Desernber 2014, hlm' 108.
Muhammad Khudari Belq Ta-ilkh Tasyri' al-lslami. (Beh]U,: Dar al-Fik, 1988), hlm. 6. Rifyal
Ka't,{ih, Huhn Islam di lndorcsi4 Perspktd Muhamnodiyah dan NU (lakJ,.Jat Universitas Yarsi
Press, 1999), hlm.53.
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Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa
ekonomi syariah adalah hutun acara yang berlaku dan dipergunakan pada
lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU No
3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo UU No 3 Tahun 2006.
Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah Herziene
lnlandsch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madur4 Rechtreglement Voor De
Buittengewesten (RBg) untuk luar Jawa Madura.
Diberlakukan juga Bugerlijke Wetbook Voor Indonesia (BW) atau Kitab
Undang-Undang Hukum Perdat4 terutama buku ke IV tentang pembuktian (Pasal
1865-1993). Wetbook Van Koophandel (WvK) berdasarkan Stb 1847 Nomor 23.
Terdapat juga hukum acara yang diatur dalam Failissements Verordering (aturan
kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348. dan berbagai
p€raturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman
dalam praktek Peradilan Indonesia.
b. Sumber Hukum Materil
Beberapa sumber hukum meteril dari hukum ekonomi syariah adalah:
l) AlQur'an.
Al-Qur'an yang selama ini diyakini sebagai pedoman umat Islam yang
pertama memang banyak memuat berbagai aspek yang terkait dengan system
dan aktifitas yang bersifat ekonomi.
I
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Seperti QS. Luqmin [31]:20 yang menjelaskan bahwa Allah Swt.
memberikan kekayaan di alam semesta dengan berjuta aneka ragam dan tidak
terbatas;
+vi a-* "i4 {'1" g:.i't ;a'r$t 3. vi ;,ik ti e 6 r< 'fo 'ki ti t'5;7i
Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah Swt. telah menundukkan untuk
(kepentingan)mu apa yang ada di langit dan di bumi dan menyempumakan
untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.
Masih banyak ayat yang membahas tentang prinsiP ekonomi yang dapat
dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan.
2)Hadis
Banyak sekali hadis yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi
dan keuangan Islam. Beberapa contoh hadis yang menjelaskan tentang kegiatan
ekonomi adalah hadis tentug Perburuhan yang bersumber pada hadis riwayat
Ibn MAjah dalam Kitaa alAbkatn, Ra-sulullah Saw. bersabda;
tV :,$ bi'iy.i'cii g'tt l*i, vt"t+,t sl,J- tu iyl Ji j6,* q itt * lr
Artinya: Dari Abdullah bin 'Umr berkata: Rasulullah Saw. bersabda:
Berilah upah kepada para buruh sebelum mengering keringatnya.
Hadis yang juga cukup popular sering dikutip dalam materi hadis
ekonomi Islam adalah:
ilt- tl .S.1 i J-r +t, iil sL, dll Jrr Jti
Artinya: Rasulullah Saw. bersabda dilarang untuk menimbun (barang-
barang) kecuali bagi yang tidak sengaja.
Hadits sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi
syariah sangat diaqiurkan kepada pihak-pihak yang berwenang.
't't4
3) Peraturan Perundang-Undangan
Banyak aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-
undangan yang mernpunyai titik singgung dengan UU No 3 Tahun 2006' Hakim
Peradilan Agama harus monpelajari dan memahaminya untuk dijadikan
pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syariah.
Peraturan perundang-undangan yang harus dipahami oleh Hakim
Peradilan Agama yang berhubungan dengan Bank Indonesia antara lain:
a. UU No 2l Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32l34lKep/Dir tentang Bank
Umum Berdasarkan PrinsiP SYariah;
c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32136/Kep/Dir tentang Bank
Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
4) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
kmbaga Dewan Syariah Nasional (DSN) mempunyai kewenangan
untuk menetapkan fatwa tentang produk dan ;asa dalam kegiatan usaha bank
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Kelahiran DSN-MUI merupakan tindak lanjut hasil rekomendasi
Lokakarya Reksadana Syariah pada Juli tahun 1997 yang menyebutkan perlu
dibentuk Dewan Syariah Nasional (DSN), lembaga otonom di bawah Majelis
Ulama lndonesia.
Pembentukan DSN bertujuan untuk mengekplorasi penerapan nilai-nilai
syariah dalam kegiatan per€konomian secara umum, dan secara khusus pada
t32 M. Syaf i Antonio, Bank S)'qriah, Dari Teori Ke Prake,t (Jakarta: Gema Insani
Prcss, 2001), h|m.285.
t33 M. Cholil Nafis, feori Hukum Ekonomi Syaria, (Jakarta: UI Prcss' 201I)' hlm. 32 AhyarA.
Gayo, ct al,, Laporun Akhit Perclitian Hukun Tenlaag Kedrdukan Fotwa MUI Dalan Upaya
Mendorong Pelaksanoan Ekononi Storioh {lakula: Badan Pembinaan Hukum Nasional KementsIian
Hukum dan HAM RI,20ll). h|m.4344.
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seklor keuangan, seperti perbankan, asuransi, pegadaian, pasar modal,
reksadan4 dan lain-lain. I 32
kgalistas DSN-MUI diputuskan melalui Keputusan Dewan Syariah
Nasional No: 0l Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama
Indonesia (PD DSN-MUD atas pedoman dasar dan Pedoman Rumah Tangga
Majelis Ulama Indonesia periode 19?5-2000, dan Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No: Key754/WJl/ll/99 tentang
pembentukan Dewan Syariah Nasional, maka dibentuklah Dewan Syariah
Nasional.r3s Dalam perkembangan, eksistensi Fatwa DSN-MUI hanya sebagai
rujukan dalam pengembangan akad pada produk bank syariah.
Kemudian sejak terbit UU No. 2l Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI secara formal tidak hanya
sebagai rujukan, tapi melekatjuga pada eksistensi pernbuat fatwanya yaitu DSN-
MUI sebagai lembaga otoritatif yang diakui oleh undang-undang.
Dalam pasal I (ayat 12) UU No. 2l Tahun 2008 ditulis:
Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Pasal di atas yang mengeksplisitkan bunyi prinsip hukum Islam yang
berdasarkan fatwa lembaga yang berwenang merupakan ciri pengembangan
otoritas kelembagaan sosial dalam hal ini DSN-MUI melalui perundang-
il6
r" Jaih Mubsrok, "P€ran Dewan Syariah Nasional-Mul Dan Dewan Pengawas Syariah
Pada Lembaga Bisnis Syariah/Lernbogs Keuangan Syanah", Makaloh Serninar dan Workshop
Review Kurikulum Program Stdi Muamalah (llukum Bisnis lslam) Fakultas Syariah lAlN Sunan
Ampel Surabaya" 2$3lMar€t 2012, hlm. l.
r$ Lihat bagian p€nama Sural Keputusan DSN-MUI No. 0l Tahun 2000 tentanS Pedoman
Dasar Dewsn P€ngawas Syariah-Majelis tJlama lndonesia.
undangan yang belum termuat dalam perundang-undangan sebelumnya' yaitu
UU No. l0 Tahun 1998 tentang Perbankan, atau UU No.23 Tahun 1999 dan UU
No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
Dengan demikian, lembaga DSN-MUI mempunyai peran besar dan
ssngat dibutuhkan independensinya dalam pengembangan produk hukum Islam
dalam sistem p€rbankan.
Menurut Jaih Mubarok, Guru Besar UIN Bandung dan anggota BPH
DSN-MUI, pembentukan DSN berguna untuk melakukan kaiian-kajian fikih
muamalah dan menetapkannya menjadi fatwa agar masyarakat dan
industri/lernbaga bisnis memiliki panduan dalam melakukan bisnis.
Dari segi kerangka ilmu hukum, DSN-MLJI merupakan institusi yang
bertugas menjaga dan mengharmoniskan nilainilai muamalah dengan nilai-nilai
dan praktik bisnis (domain pembuatan hukum).r}
Dengan demikian kekuatan DSN tidak saja secara internal di
kelembagaan MUI tapi juga secara eksternal pada kelernbagaan keuangan yang
menerapkan prinsip dan transaksi syariah. Apalagi anggota DSN terdiri dari para
ulama" praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan
perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh
MUI untuk masa bakti 4 tahun.l35
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5) Akad Perjan;ian (Kontrak)
Mayoritas Ulama berpendapat bahwa "asal" dari semua transaksi adalah
halal. Disepakati bahwa "asal" dari perjanjian adalah kerrdhoan kedua belah
pihak
Dalam QS. An-Nisa (4) ayat 29 disebutkan:
iz,fv :rit? 3ei:: ii {r p'.:v n<i n<';l 'rl3t ! ri:;i }iir q'ii !
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, .ianganlah karnu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yarrg batil, kecuali dengan jalan
pemiagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Perjanjian merupakan sumber hukum utama dalam mengadili perkara
sengketa ekonomi syariah.
6) Fikih.
Fikih adalah istilah lain untuk menyebut hukum lslam yang memiliki
beberapa arlii Pertama, dalam arti ilmu hukum atau paralel dengan istilah
yuriprudensi. Dengan demikian, fikih merupakan bidang studi yang mengkaji
hukum Islam. Kedria, istilah fikih dipergunakan sebagai ilmu yang mandiri yang
sepadan dengan istilah hukum atau law. Dalam arti ini, fikih merupakan
himpunan norma atau aturan yang mengatur tingkah laku yang bersumber
langsung atau tidak langsung dari al-Qur'an dan hadis, maupun hasil ijtihad para
ahli hukum lslun (Fuq-ahh').136
Dalam praktilq pengertian fikih yang kedua dipandang identik dengan
syariat dalam arti sempit. Perbedaannya hanya pada sisi penekanan di mana
syariah menggambarkan dan menekankan bahwa hukum Islam berdimensi ilahi
re Mustofa, lfufurn /Jlanr Kontemporer, (Jekarta: Sinan Grafik8. 2009), hlm. 3.
I l8
dan bersumber kepada wahyu Allah SWT., sedangkan fikih menggambarkan
karakteristik lain dari hukum lslam, yaitu meskipun berkarakter ilahiah,
p€nerapan dan penjabarannya dalam kehidupan riil dan karakter masyarakat
sepenuhnya merupakan upaya manusiawi.l3T
Kitab-kitab fikih yang dianjurkan oleh Menteri Agama RI melalui Biro
Peradilan Agama berdasartan Surat Edaran Nomor B/ I /735 langgal 1 8 Februari
1958 agar mempedomani 13 kitab fiqih dalam memutus perkara di lingkungan
Peradilan Agama.
7) 'Uy'(Adab Kebiasaan)
it l- .:,ll-r iri? cUiJ . r+Lrj ,l t JLt r-l uVi t 'trl*J.l:gi .ul 61rr* l ' { .irrll .,{
t'u'l* goY JI iJL" "i* 
'tis
Pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa adat suatu kebiasaan yang
dibuat atas prakarsa anggota kelompok, terutama salah satu ketuanya atau
pemimpinnya dengan mengambil perilaku tertentu pada masalah atau subjek
tertentu. Perilaku tersebut kemudian diterima oleh anggota kelompok.
Khalid Ahmad Ustman dalam al-lqtisaiiyit menjelaskan:
'3e.lhlr iLdft irili,l Jrl,.^..r-l r.irql p1 ,iltslt *., J pt31t;:ta. ul I jlt
Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa adat istiadat adalah salah satu
sumber penilaian dalam kebanyakan hukum, danjuga merupakan sumber hukum
tt1 lbid
t'8 Al-Muntaqi (onlioe), "Ta'rif al-'urf wa al-'idah, (https://www.harthi.org)
r'e Khslid Abm8d Ustmao, "al'Urf at-TUer'i: Ahmiyatuhu wal jihatu al-Muhta5atu
bitahdidihi", al-lqtisaaiyat (ooli0e),1 Mei 2009. (http:/iwww.alcqt.com).
lt9
internasional umum. Islam sengaja tidak menjelaskan semua persoalan hukum,
terutama dalam bidang muamalah di dalam al-Qur'an dan Hadis. lslam
meletakkan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman oleh para
ulama untuk berijtihad menentukan hukum terhadap masalah-masalah baru yang
sesuai dengan tuntutan zaman.
Jika masalah-masalah baru yang timbul saat ini tidak ada dalilnya dalam
al{ur'an dan .hadis, serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat
disimpulkan dari peristiwa tersebut, maka dibenarkan untuk mengambil dari
nilai-nilai yang hidup dalam masyaraka! sepanjang nitai-nilai itu tidak
bert€ntangan dengan syariat Islam. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam
menetapkan hukum.l4
Hal-hal yaag baik menjadi kebiasaan, b€rlaku dan diloima secara umum
serta tidak berlawanan dengan prinsip-priDsip syariat itu disebnt 'wt Pua ahli
Hukr.nn Islam sepakat bahwa 'urf dapat dijadikan pertimbangan dalam
menerapkan hukurl sebagaimana kaidah fikih,l& irt lt
Atas dasar penerimaan tersebut kemudi an, 'tz'f atau kebiasaan-
keblasaan yang dtt€rlma masyErakat kemudian dijadikan sebagai hukum adat.
Dari beberapa sumber hukum material tersebut di atas mendapat tantangan
yang cukup berat di lapangan. Hal inijika melihat pada pendapat Eman Sulaiman,
bahwa secara teoritis bahwa r€alitas hukum di Indonesia yang masih bersifat
sentralistilq formalisitik, rcpresif dan status quo telah banyak mengundang kritik
l{ AMul Manan, H?f,un Ekonomi Syariah (Jakarta: Prensda Media Orup (Kcncanrl2007),
hlm.2742.
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dari para pakar dan sekaligus memunculkan suatu gagasan baru untuk mengatasi
persoalan tersebut.l4r Seperti apa yang sering diperkenalkan oleh Satjipto Rahardo
dengan ilmu hukum progresifnya, yaitu yarrg meletakkan hukum untuk kepentingan
manusia sendiri, bukan untuk hukum dan logika hukum, seperti dalam ilmu hukum
praktis.
Pengertian hukum progresif ini kiranya tidak b€rbeda dengan apa yang telah
diperkenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick yang dinamakan dengan
hukum responsif, yaitu hukum yang berfungsi melayani kebutuhan dan kepentingan
sosial.la2
Sabian Utsman menjelaskan dalam kondisi buruk terkait dengan supremasi
hukum di Indonesia dengan konsep-konsep yang melangit dalam tataran law in the
book yang berkutat pada paradigma positivistili, maka terjadi institusi pengadilan
(mekanistik) berfungsi sebagai tempat orang-orang korup dan pendosa untuk
mencari perlindungan yang aman (self hoen).143
l'1Eman Sulaiman, Hukum Represif: Wajah Penegakan Hukum di Indonesia, dalam Jumal
al-Ahlan, EAisi ll, Y olume XIII, 2001, hlm. 91.
1'2 Philippe Nonet and Philippe Selznick, Hrkun ResponsiJ, Terj.: Raisul Muttaqien,
(Bandung: Nusamedia 2m8). hlm. 84-
f'3 Sabian Usunan, Meruju Pengatuan Hukum Respontf, cet. Kc-2 (Yo$/akarta: Pustaka
Pelajar, 2010), hlm. 7.
l2l
BAB ITI
AXAD DALAM REGT]LASIPERBANKAN SYARHH DI INDONESIA
A. Sistem Pcrbenkan Syarieh
Dalam sejarah perckonomian umat Islam, praktik seperti menerima titipan
hart4 maninjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta
melakukan pengiriman uang sebagaimana pada sistem perbankan, telah dilakukan
sejak zaman Rasulullah SAW.
Gelar al-anin (ter:percaya) yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW.
merupakan bentuk kepercayaan masyarakat Makkah kepada Nabi Muhammad
Saw. dalam menerima titipan harta dan kejujuran dalam berdagang.
Bukti lain tentang sistem atau transaksi 'titipan" terdapat pada saat
terakhir sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW. meminta Ali bin Abi
Thalib ra. untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam
konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta yang dititipkan.'
Kemudian, fungsi-fungsi perbankan mulai berkembang pada zaman Bani
Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu mulai dikenal
sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar
banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk
membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena
s€tiap meta uang memiliki kandung,an logam mulia yang berlainan sehingga
memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu
l Adiwaman A. Karim, Bant Islqm: Analisis Fiqhdon Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers,
2007), hlm. lE.
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disebfi raqid, satraf, dan zihbiz. Aktivilas ekonomi ini merupakan cikal bakal
dari apa yang kita kenal sekamng sebagai penukaran uan g (money changer).2
Istilah Jihbiz itu sendiri mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah
(661{E0) yang sebenarnnya dipinjam dari bahasa Persia. kahbad atau
kihbud. Pada masa pemerintah Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang
yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.
Peranan Bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan
khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu hampir *tiap wazir (menteri)
mempunyai banker sendiri. Misalnya Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan
Joseph Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi
mempunyai tiga orang banker sekaligus; dua orang beragama Yahudi dan satu
orang Krist€n.
Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya
sa4 (cek) dengan l"a< sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah
meliputi tiga aspeh yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer
uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri
lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut. Para morcy changer yang t€lah
mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memuaai penggunaan cek
sebagai media tznsfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya.
Ahmad Alharbi dalam tulisannya yang berjudul Development of Islatnic
Finonce in Europe and Norlh America: Opportunities and Challenges
menjelaskan asal mula keuangan Islam dimulai sejak awal Islam. Dalam beberapa
buku sejarah awal Islam menunjukkan bahwa selama abad xe-l lslam (600 M),
2 OIK (online), Sejarah Perhonkan Syariah,
ten!ang-syariah,/Pageysejsrah-Perbankan-Syariah.aspx )
(httns:/,/\r\\ \r.oi k.qo.id]ii!l/k!n!l s\ oriuh/
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beberapa bentuk aktifitas (ekonomi keuangan) tampak serupa dengan transaksi
perbankan modem. Seperti yang dilakukan oleh Zubair bin Al-Awam, salah satu
tokoh paling terkenal dalam Islam, menerima simpanan dari orang-orang sebagai
pinjaman dan investasi. Pada saat kematiannyq hutang Zubair bin Al-Awam telah
mencapai 2.200.000 dinar, seperti yang dihitung oleh anaknya yang bemama
AMullah.3
Alharbi juga merujuk pada beberapa tulisan Al-Djahshiyari (1938), Al-
Kubaisi (1979), Al-Ali (1953, l98l), Al-Duri (1986, 1995) dan Al-Hamdani
(2000) yang menjelaskan bahwa ada bankir yang disebut "saraffien" atau
" sayarifah" (sanaf tunggal) at,iu "jahabidall' (bank disebut dawawin al-
jahabidah) di Kekaisaran Islam. Menurut Chachi (2005), selama masa khalifah
Abbasiyah (dari abad ke-8) istilah "sarrafeen" digunakan untuk merujuk pada
pencatat keuangan, ahli dalam hal koin, pemeriksa uang terampil, penerima
barang kasir pemerintah, uang perubahan, atau kolektor untuk merancang bank
pedagang berlisensi yang terkenal pada masa itu. Selain itu, cek yang pertama
dalam sejarah digambar oleh sr,orall.g sanaf di Baghdad pada abad ke-4 H (abad
ke-I0 M), dan itu diuangkan oleh pangeran Aleppo, Saif Al-Dawla Al-Hamadani.a
Di era modem, sistem perbankan syariah dimulai pada pertengahan tahun
1970-an, terutama pada sistem untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai
3 Ahmad Atbafti, "Developmetrt of Islamic Finance in Europe aDd North America:
Opportunlties md Ch zllenges" , Intmtational Jounal Oflslamlc Econunics and Finance St odies,
November 2016, Vol: 2, Isue: 3, (http://iiis€forqn, hh. l2-13.
' Ibid., him. 13. A. Chehi, "Origin and hyelopDent of &mmercial atd lslamic
Baabog AperAionsi lvnal IslsDic Ecoootnics\ Vol. I8, 2005, hlm. 3-25.
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syari'ah (hukum Islam) kepada umat Islam yang tidak berbisnis dengan lembaga
keuangan berbasis bungaAonvansional yang dikarenakan keyakinan agama.s
Perintisan penerapan sisrcm proJit and loss shoring, *bagai inti bisnis
lembaga keuangan syariah, tercatst telah ada sejak tahun l940an, yaitu upaya
mengelola dana jamaah haji secara konvensional di Pakistan dan Malaysia.
Rintisan berikutnya yang merupakan tonggak sejarah perkembangan perbankan
syariah adalah 1slazr ic Rtal Bank di daerah Mit Ghmar yang didirikan oleh Dr.
Ahmed el-Najar yang permodalannya dibantuk oleh Raja Faisal pada tahun 1963
sampai tahun 1967 di Ihiro Mesir. Namun dalam sejarah selanjutny4 operasional
Isla nic Rural Botk diambil alih oleh National Bank of Erypt dan Central Bank
of Erypt.6
Tahun l970an merupakan saat di.nulainya pendirian Islamic Development
Bank (IDB), yang proses pendiriannya dimulai dari hasil Sidang OKI ke-2 di
Karachi, Pakistan tahun 1970. Dilanjutkan dengan penandatanganan Declaration
of Inlent for the Estasblishment of Islamic Development Bank dalam sidang ke- l
Konferensi Menteri Keuangan negara-negara Islam di Jeddah, Arab Saudi pada
Dzul Qa'dah 1393 H/l8 Desember 1973.
Persetujuan pembentukan IDB terjadi pada sidang ke-2 Menteri-menteri
Keuangan Negara-negara Islam di Jeddah, tanggal 10-12 Agustus 1974.7 Secara
formal IDB dibuka pada 15 Syawwal 1395W20 Oktober 1975, berkantor utama
di Jeddah, Saudi Arabiq dan kantor regional di Rabat, Moroko (1994), Kuala
5 Habib Ahme4 "lsl nic Banking nd Shori'ah Co.npliance: A Product Development
Penpec'tive", dalam Journal of lslamic Finonce, IIUM lnstitute of lslamic Banking and Finance,
Vol. 3 No.2,2014, hlm. 15.
6 Gernala Dewi, ,4spet- apek Huhtn dalan Perban*an dan Perasuransian di lndotesia,
(Jakarta: Kencana Pr€nadq 2007), hlm. 53.
' KEmaen Psrwataatmsdja dan M. Syaf i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank lslam
(YoS.aksrta: Dma Bhskti Prioa Yasa, 1992), hlm. 58-59.
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Lumpur, Malaysia (1994), Almaty, Kazakhstan (1997), serta Dakar, Senegal
(2008).
Ibrahim Warde menulis terdapat tiga uegara yang menjadi pioncer
Islamisasi institusi lembaga keuangan sebagai bagian dari proses politik yaitu
Pakistan, Iran, serta Sudan. Pakistan merupakan negara pertama yang
mengaplikasikan program Islamisasi total dalam sistem ekonomi dan keuangan,
serta perbankan Islam selalu diusung menjadi isu utama oleh partai politik.s
Pada saat IDB didirikan telah eksis dua lembaga yang berpengaruh dalam
menciptakan sistem ekonomi pasar bebas duni4 yaitu Intemational Monetary
Fund (lMF) dan Bank Dunia.
Bank Dunia bermula dari gagasan pembangunan ekonomi maka dibentuk
International Bank for Reconstntction and Developmer?/ (IBRD) yang kemudian
dikenal dengan World Ban* (Wts). Sedangkan IMF ditugasi sebagai pengatur
sistem keuangan dan sistem nilai tukar internasional.e
Ahmad Alharbi menjelaskan usaha pertama perbankan syariah di dunia
Barat berlangsung di Luksemburg pada tahun 1978 ketika dibentuk Sistem
Perbankan Syariah Intemasional Holding. Dar Al-Maal Al-lslami Trusl
menjadikan Swiss sebagai kantor pusatnya dan ini adalah tahun I 98 t .
Pada tahun 1981, Al-Baraka Intentional Company didirikan di Inggris
(Bekkin 2007). Juga, Intemational Islamic Bank of Denmerk tergabung pada
tahun 1983 (bank dilikuidasi pada tahun 1986 karena eksposur pembiayaan yang
berlebihan terhadap satu klien).
I Ibrahim Wrde, lslqnic Flnance, hlm. ll2-l13. Ibrahim A. Karawan, "Monarchs,
Mullas, snd Marshale: Islamic Rcgimes?', dalam Charles E. Butt€rworth dan I. Williarn Zanman,
Polirical ltlam, T,E Anrrols { p ,4rrptican - cadeny ol Politicol ald Social Scierce, November
1992, hlm. I 16.
e Deliernov, Ekonomi, hlm. 177.
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ro Aimad Alharbi, "Development of Islamic, hlm. 20.
rr Kssus ini mencuat sec8ra nasional dan dimuat di b€dragai mediacelzkdat online sksla
nasional.
Bosna Bar* International Sarajevo didirikEn pada tanggal 19 Oktober
2000. Pada bulan Februari 2001, ABCIB Islamic Asset Management didirikan
sebagai anak p€rusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh ABC Intemational Bank
terletak di Inggris. Pada bulan Agustus 20O4, Islamic Bank of Britain didirikan di
Inggris, menjadikannya fullfledged pertama Bank syariah untuk beroperasi di
Inggris. Bank Islam Inggris diberi wewenang dan diatur oleh Otoritas Jasa
Keuangan pemerintah lnggris. Jug4 European Islamic Investment Bank didirikan
pada bulan Januari 2005 dan mendapat otorisasi dari Financial Services Authority
pada bulan Maret 2006.10
Kritik membangun banyak dilakukan oleh pemikir dalam dan luar negeri
tentang kepatuhan syariah di lembaga bank syariah. Dari pemikir dalam negeri,
M. Dawam Raharjo yang masih sangat konsisten menulis berbagai artikel tentang
bank syariah dalam skala nasional dan internasional, namun pada tulisannya
"Kritik terhadap Perbankan Syariah", yang dimuat dalam SKH Kompas, 14
Februari 2014, ia tidak segan mengkritisi perkembangan bank syariah yang telah
bergeser dari epistemologi bank syariah itu sendiri. Terbukti di Indonesia selain
kepatuhan syariah yang tidak optimal, beberapa kasus perbankan syariah pun
mulai terjadi pada pelanggaran pidana. Seperti kasus kredit fiktifsenilai Rp. 102
milyar yang dilakukan oleh jajaran pimpinan bank umum syariah di Bogor,
Oktober 2003.11
Beberapa pemikir luar negeri yang mengkritisi terhadap perbankan syariah
sebagai berikut: Munawar Iqbal dkk. dalam penelitiannya yang didukung oleh
International Development Bank (IDB) terhadap l0 bank lslam terbaik di
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beberapa Negara pada tahunl994-1996.'2 Hasil penelitian menunjukkan one ,rer
nu(anbah multi investasi sangat mendominasi dibandingkan dengan two tier
mu/arabaht3
Rata-rata pembiayaan terakumulasi p ada mwibahah sebesar 70,I 9 persen,
sedangkan mudarabah hanya 7,29 persen. Bahkan Bahrain Islamic Bank
melakukan pembiayaan dengan rata-rata hanya 1,93 persen, dengan murabahah
mancapai 92,63 persen.la
Salrnan Ahmed Shaikh, Direktur Islamic Economics Project, Pakistan,
juga mengkritik mekanisme pengambilan keuntungan pada mudarabah di bank
Islam yang hanya berbasis pada prol sharing tanpa loss sharing.ts
Noman sangat apresiatif terhadap Intemational Association of Islamic
Bank (IAIB, 1997) yang melaporkan pengembalian 70%o dari total aset. Tapi ia
mengkritisi prestasi tersebut didapatkan melalti fixed return berbasis pada and
loss sharing @LS).t6
Dari beberapa kritik tersebug menunjukkan secara sosial bank syariah
telah menjadi bagian kelernbagaan umat yang menjadi perhatian masyarakat
umum dan bagian dari aktifitas ekonomi global.
12 Ke l0 bank tersebut; Albarakah Islamic Investment Bank, Bahrain Islamic Bank,
Faysal Islamic Bank of Bahrain, Islamic Bank Bangladesh, Dubai Islamic Bank. Faysal Islamic
Bank of E$4,t, Jordan Islamic Bank, Kurvait Finance House. Bank Islam Malaysia Berhad. eatas
Islamic Bank-
t3 lqbal, et al.,Chattenges, hlm.23.
11 lbid. hl'x,.28.
15 Salman Ahmed Shaikh. "A Critical Analysis of Mudarabah &A New Approach to
Equity Financing in lslamic Finance", dalan Journal o1[ lslomic Banking & Finance (ontine), yol
28, No. 3, I . July 201 l, hlm. 3, (!& f,res€arshsate-ner), diakses I Jsnuad 20 I 3.
16 Abdullah M. Noman, "lmperatives Of Financial ll)novation For Islamic Benks,',
lnternalional Journal of lslamic Fbanrial Semice (onlirg, Vol.4, No. 3, hlm. 7, atau d^pat
diskas€s pada (http://islamic-finance.neVtoumalvJoumal I 5/vol4no3art I .pdo.
t28
B. Perbankan Syarirh di Indonesia
Dalam bagian ini perbankan syariah di Indonesia akan dijelaskan dari
masa awal pendirian, atau prcses-proses yang terkait langsung sehingga berdiri
bank syariah pertama di Indonesia. Walaupun dari banyak tulisan tentang
perbankan syariah di Indonesia dapat dimulai dari berkembangnya pemikiran
tentang pentingnya pendirian bank syariah atau bank Islam.
1. Awal Pendirian Perbankan Syarirh
Dari aspek historis, MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan ICMI (lkatan
Cendikiawau Muslim Indonesia) merupakan dua organisasi sosial terdepan dalam
mempengaruhi proses kebijakan, permodalan, dan pendirian bank syariah
pertama di Indonesia pada tahun 1992.
Namun jika melihat pada rangkaian perjalanan cendekiawan atau
pergumulan intelektualitas yang menggagas pada sistem ekonomi Islam, maka
ICMI tidak bisa menafikan embrio-ernbrio ICMI seperti LSAF (Lembaga Studi
Agama dan Filsafat).
LSAF adalah forum studi dan komunikasi masalah-masalah agama,
kebudayaan, filsafat dan sosial. Studi yang dilakukan melibatkan para pakar,
cendekiawan dan peminat masalah-masalah tersebut dan mengkomunikasikan
gagasan-gagAsan serta pemikiran yang relevan di dalam forum seminar dan
diskusi. LSAF juga menerbitkan "ftrrnal llmu dan Kebudoyaan Uumul Qaron dan
buku-buku sebagai wahana untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan secara
luas gagasan dan pemikiran-pemikiran Islam kontemporer dan aktual. Dalam
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LSAF terdapat M, Dawam Rahardjo, Ahmad Syaf i Ma'arif, M. Syaf i Anwar,
dan lainJain.
Menuut Syaf i Ma'ari[, LSAF adalah bukti dari kiprah intelektual
muslim di bidang pernikiran Islam yang lebih mendalam dan menyeluruh. Para
intelektual muslim yang tergabung dalam LSAF telah melakukan terobosan-
terobosan pemikiran Islam yang membanggakan.lT
Adapun Dwi Sari, Bahari dan Hamat menjelaskan bahwa pemikiran dan
gagasan bank Islam di Indonesia dapat dirujuk pada pergerakan K. H. Mas Mansur
(Ketua Muhammadiyah) tahun l930an. la adalah orang pertama yang memikirkan
gagasan bahwa bank syariah harus beroperasi tanpa sistem bunga. Baginya, bunga
bank konvensional ilegal (haram) karena ada unsur pemerasan. ldenya
menimbulkan reaksi dan perdebatan di kalangan ulama dan pemimpin sosialis
seperti Muhammad Hatta. Karena menurut kaum sosialis bahwa kepentingan bank
konvensional bersifat sukarela antara kedua belah pihak, tidak ada unsur
pemerasan atau pemaksaan, memiliki fungsi urrtuk kepentingan umum, dan
jumlah yang dibutuhkan tidak besar. Banyak respon negatif dsri masyarakat dan
pemerintah terhadap pendirian bank syariah di Indonesia.rs
Pada tahun 1969, perjuangan untuk membangun bank-bank Islam
meningkat kembali setelah konfercnsi OKI di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada saat
Islamic Development Bank didirikan di Jeddah pada tahun 1975, Indonesia
terlibat dalam pendiriannya. Namun kebijakan politik Orde Baru terus
t1 Ma'ay',f, Pe,a Bumi,, 129.
r3 Mutiara Dwi Sad, Zakaria Bahari, Zahri Hamat, "History of lslamic Bank in Indonesia:
Issues Behind lts Eslablishment", Idefiolional Jotnal of Finonce and Banking Research,
Volume 2, Nomor 5, 20 I 6, ftttpr/www.sciencepublishinqsroup.corn/inifb(), I 79- I 8 l.
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menghubungkan pendirian bank syariah dengan issu negara Islam. Bagi Orde
Baru, Islam dikembangkan semata-mata untuk ibadah, ideologi hidup, tidak
memiliki tempat dalam sistem konstitusional Indonesia.le
Tahun l982an, A.M. Saefuddin bersama Amin Aziz, Abdillah Thoha, Adi
Sasono, dan M. Dawam Rahardjo, mendirikan hrsat Pengembangan Agribisnis
@PA). Rancangan besamya tidak fokus pada proyek ekonomi Islam, tapi gagasan
dan agenda gerakan ekonomi Islam dibahas. Amin Aziz dari PPA yang memimpin
kelompok belajar membahas gagasan gerakan ekonomi Islam secara independen
di perguruan tinggi, sehingga terselenggara "Konferensi Nasional Ekonomi Islam
Pertama" di Bandung, tahun 1983.
Kernudian eksperimen tentang lembaga keuangan Islam terbentuk oleh
mahasiswa aktivis Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung dengan
mendirikan Baitut-Tamwil Teknosa tahun 1984, yang semula berbentuk Koperasi
Jasa Keahlian Teknosa2o Kehadiran BMT Teknosa, kemudian ditindaklanjuti
para pemuka agama yang tcrgabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk
dilakukan pendalaman t€ntang konsepkonsep keuangan syariah termasuk sistem
perbankan syariah.2l
Kampanye gerakan ekonomi Islam yang merintis mengislamkan sistem
ekonomi dan kritik mer€ka terhadap praktik ekonomi yang ada seperti perbankan
te lbid.h Shofi 8n al-Banna Choimzzad dan Bhakti Eko Nugoho, "lndonesia's lslamic
Economy Project and the lslamic Scholars", dalam N. Arya LJtsma (ed.), Procedio En,^iromentql
ScreEe, Volume 17, Tahun 2013, Thc 3rd Intem8tional Conference on Sustainable Future for
Human S€curity, SUSTAIN 2012, 3-5 November 2012, Clock Tower Centennial Hall, Kyoto
Univcrsity, JAPAN, hlm. 959.
2t Kompas.com (onlbe), "Rumah Harta untuk Semua", Bisnis & Keuangan,26 November
2008, (http://ekonomi.kompas,mr/read./200E/l l/2611859393 l/quotrumsh. hartaquot.
untut.semus).
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konvensional memicu kontroversi di masyarakat. Majalah bergengsi Tempo pun
menggambarkan kampar,ye Islamisasi ekonomi tersebut berhasil menarik
perhatian publik dan mengundang tanggapan dari berbagai aktor di masyarakat.22
Gagasan pendirian bank Islam yang kembali hadir pada tahun l9E4an;
Pertamq pengaruh sosial-politik regional dari Malaysia yang berkembang bank
Islam (BIMB) dan berirasil. Kedua, merujuk pada Hefrrer pada tahun l980an,
sedang muncul kaum modemis baru (golongan pemikir muslim muda). Mereka
berkampanye bukan untuk menaklukan negara, tapi untuk pembaharuan
pendidikan dan budaya dengan wacana demokratisasi dan hak asasi manusia yang
baru (global). Mereka menyatakan, tujuan akiir dari politik muslim, bukan negara
terpusat dengan hak monopoli atas politik dan budaya, tapi tentang masyarakat
sipil muslim yang mampu mengimbangi kekuaan negar4 dan mempromosikan
budaya publik tentang pluralisme, partisipasi publik, dan keadilan sosial.23
Indrastomo, Ph.D dari Durham University, menjelaskan kehadiran
keuangan Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari seruan untuk sistem
ekonomi alternatif berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma Islam di Indonesia.
Gerakan ini dicita-citakan oleh kegagalan perkembangan masa Orde Baru yang
tidak mampu mewujudkan janji, membawa keadilan sosial dan kesetaraan ke
dalam kepemilikan. Gerakan ekonomi Islam di lndonesia bukan semata-mata
upaya vokal untuk membawa "radisi hukum Islam" ke dalam hubungan sosio-
n tbid.! Robert W. Hefner, "Public lslarn and the Pmblem of Democratizatiot", Sociolog/ of
Religron, Published by Oxford University Press, Volume 62, Nomor 4,lshun 2001, hlrn. 504.
a vedi R. Hadiz, 'lndonesiar Political lslsm: Capit8list Development and the Legacies
ofthe Cold War", Jolnal ofCurenl So1lttpdst Asian Afairs, SO,No. I, Tahun 201 l, hlm. 3-38.! He[y, 'tslamic Financc in tndonesia: ...,
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ekonomi dan lingkup seperti yang disarankan Hefier ( 1996). Sebaliknya. gerakan
ekonomi Islam di Indonesia dipengaruhi oleh harapan untuk mewujudkan sistem
ekonomi yang adil dan s€tar4 yang lebih terkait dengan maqdsid syari'ah atau
tuj uan syariat daripada interpretasi formalistik yurisprudensi Islam.2a
Namun tanda-tanda identitas lslam secara umum sudah dimulai pada
gerakan kelas menengah tentang identias ke-lslaman di wilayah Asia Tenggarq
sepati Baju Kurung dan Mini Telekung untuk kostum keagamaan dan tren
perempuan muslim kontemporer yang berkerudung.2s
Pemikiran tentang gagasan sistem ekonomi Islam dan tren identitas
kelslaman yang sedang berkembang, terutama di kelas menengah tidak pula dapat
menghadirkan lembaga keuangan Islam di Indonesia.
Situasi politik Orde Baru relasi dengan Islam pada masa tersebut masih
sangat teg,ang, di mana kekuasaan masih curiga terhadap simbolisasi lslam, dan
memaksakan tentang asas tunggsl pancasila.
Secara historig istitusi bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak
tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (PakDes 83). PakDes ini
berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan dimana salah satunya berisi
peraturan yang mempeftolehkan bank memberikan pembiayan bebas bunga-
Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan
oleh Menteri Keuangan yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Paho 88).
Pakto 88 ini, intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan
a Ban3aran Surya Indrastomo, "The EmcrS€nce of Islamic Economic Movement in




kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada
walitu itu mengalami pcrtumbuhan yang sangat pesat
Pengaruh terbesar kebijakan perbankan syariah baru dimulai pada tahun
1991, saat berdiri Bank Perkrcdian Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan BPR
Berkah Amal Sejahtera yang diprakarsai oleh Institute for Sharia Economic
Development (SED) Bandung.26 Referensi kelembagaan yang memudahkan bagi
pendirian bank syariah pertama di Indonesia.
Terdapat pula penggerak yang sangat berperan besar secara langsung
terhadap pendirian bank syariah. Kamaen Perwaatmada A.M. Saefudin, M. Amin
Aziz, M. Syaf i Antonio,2T dari unsur pengusaha seperti Adi Sasono, Fadel
Muhammad, Fahmi Idris, dan lain-lain.
Musyawarah Nasional MUI yang dimotori oleh ICMI yang kemudian
melahirkan bank syariah pertama di Indonsia (BMI) adalah bentuk gerakan
rcformasi atau kehendak suatu perubahan terhadap sistem dan regulasi perbankan
yang telah mapan selama itq yaitu perbankan konvensional menuju pada
perbankan berbasis sistem Islam.
Di Indonesi4 perkembangan bank syariah dimulai pada tahun 1992 pada
saar berdiri Bank Muamalat. Namun kata "syariah" dalam perbankan mulai
populer setelah terbit UU No. l0 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menandai era du banking system di
26 Ascarya dan Dianayuuat.afita, BanL Syariah: Gambaran tlmun, Sed Ke-14, (Jakana:
Pusat Pendidikan Dan Studi Kebsnksentralan (PPSK), 2005), hlm. 44.
2? Ascorya dan Yuma itq Ban* Syoriah. hlm.44,
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Indonesiq di mana eksistensi Bank Umum Syatiah Qslamic Commercial Ba*)
sejajar (equal treatmenr) dengan bank umum konvensional'
Dalam Pasal I angka 2, Bab I' Undang-undang No' I 0 Tahun 1998 tentang
Perbankan disebutkan:
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan ataubentuk-beniuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak.
Dari sini dapat dijelaskan, perbankan syari'ah adalah bank umum yang
menjalankan produknya berdasarkan prinsip syari'ah, di mana prinsip syariah
tersebut kemudian diwujudkan dalam beragam akad.
i. Sistem Dasar Perbankan Syarieh di Indonesia
Pada awal pendirian bank syariah di Indonesia' sistem yang dikembangkan
dalam perbankan syariah menggunakan instrumen akad yang didasarkan pada
prinsip bagi hasil. Sehingga sistem yang dikenal oleh masyarakat adalah
perbankan yang menjalankan dengan prinsip bagi hasil.
Sistem dasar perbankan syariah tersebut menjadi kuat setelah terbit
regulasi yaitu 3 peraturan pemerintah, PP No. 70, 71, dan 72 Tahun 1992.
Beberapa point penting dalam ketiga PP tersebut adalah:
Dalam pasal I angka 3 UU No. l0 Tahun 1998 disebutkan:
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional arau berdasarkan prinsip syari'ah.
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Dalam Pasal 5 (ayat 3) PP. No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum,28
disebutkan:
Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam
rancangan anggafim dasar dan rencana kerja harus secara tegas
mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan
prinsip bagi hasil
Pasal di atas secara eksplisit mertelaskan tontang keberadaan bank umum
yang berop€rasi berdasarkan prinsip hasil.
Dalam Pasal 6 (ayat 2) PP Nomor 7l Tahun 1992 Tentang Bank
Perkreditan Rakyal2e disebutkan :
Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip bagi hasil, harus secara tegas mencantumkan kegiatan
usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil dalam
rancangan anggaran dasar dan rencana kerjanya.
Adapun PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi
Hasil.r PP tersebut mempertegas perbankan syariah yang dalam periode ini masih
disebut bank dengan prinsip bagi hasil.
Secara garis besar, PP No. 72 Tahun 1992 menjelaskan bahwa terdapat
dua prinsip dasar dalam pelaksanaan bank Islam di Indonesia yaitu dalam
pelaksanaan produk yang sesuai prinsip bagi hasil, serta terdapat struktur lembaga
yang mengawasi terhadap produk tersebut.
28 PP. No. 70 Tahtltr 1992 teDlEDg B8trk UrDum memuat 37 pasal dalqn 9 bab, ditetapkatr
dan dludaogkm tEDggEl 30 Oktober 1992, ditaodEtaog.tri oleh Prcsiden Soehrto daD
MeDtert/Sckctaris Negara Moctdiono.p 
Peraturstr Pemsrintah Nomor 7l tahun 1992 Tentatrg Bank Perkeditan Rakyat
merDuat 22 p6sd d8lstr 7 bab, ditetapkao dao diutrdmgkan pads 30 Ohober 1992, ditamdatargani
oleh PrrEtdctr Sochrto drn Mcnt€rl/Selcetaris Negara Mo6dioDo.
s PP No. 7211992 ymg lerdiri dari 9 pasal ditetapksn pEda 30 Oktober 1992 oleh
Presiden So€harto dan diundangkm pada 30 Oktobsr 1992 oleh M€nteri/Sehetaris Negara,
Moerdiono. PP No. 7211992 terdaftar dalam Lembaran Negara No. I l9 Tahun 1992.
l]6
Dari ketiga peraturan pemerintah tersebut, dapat dijelaskan terdapat
perhdsan mendasar dalam pengembangan bank syariah di Indonesia pada tatrun
1992, yaitu bank syariah merupakan bank yang menjalankan "prinsip bagi hasil",
dan bank yang dalam kelunbagaannya terdapat "dewan pengawas syariah".
Eksistensi perbankan syariah pada masa ini, walaupun telah melaksanakan
prinsip-prinsip syariahnya namun landasan yuridisnya belum secara
komprehensif terhrang dalam UUP 92 tentang Perbankan yang hanya ditulis
dalam pasal 6 huruf (m) dan pasal l3 huruf (c).
Pasal 6 @uruf m) dan pasal 13 @uruf c) merupakan bagian dalam Bab III
tertang Jeds dan Usaha Bank. Pasal 6 merupakan bagian kedua tentang Usaha
Bmk Umur, dan pasal 13 merupakan bagian ketiga tentang Usaha Benk
Perheditan Rakyat. Kedua pasal tersebut berbuoyi sama porsis:
menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil
sesuai dengao ketentuan yang ditetapksn dalam Peratwan Pemerintah.
Tentang persyariahan dalam perbankan juga hanya sekilas dalam Pasal 5
(ayat 3) PP. No. 70 Tahun 1992 tentz,ng Bank Umum, serta sekilas pula dalam
Pasal 6 (ayat 2) PP. No. 7l Tahun 1992 tentang Bank Perkrcditan Rakyat.
Kernudian kekuafan bank dengan prinsip syariah syariah menjadi kuat
setelah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992
Tentang Bsnk Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (selanjutnya ditulisPP 72192).
Dalam Pasal I (ayat 1) PP 72i92 disebutkan:
Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank
Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata
berdasarkan prinsip bagi hasil.
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Kalimat "berdasarkan prinsip bagi hasil" merupakan kalimat kunci dalam
Iegalisasi praktik transaksi bank yang tidak lagi menggunakan sistem bunga tapi
menggunakan prinsip bagi hasil yang merupakan prinsip yang didasarkan pada
akad di dalam hukum Islam.
Dalam hukum Islam terdapat banyak akad yang dapat dipraktikkan pada
lembaga keuangan. Namun hanya beberapa yang dipraktikkan dalam bank
syariah, seperti akad al-wadi'ah, yang diaplikasikao pada tabmgan, akad al-
mu(arabab,yatgdiaplikasikan untuk deposito dan produk pembiayaan. Terdapat
pula akad al-mtsyankah, al-mwabalab, dan al-ij*ab, yang secara khusus
diaplikasikan untuk produk-produk pembiayaan.
Setelah terbit UU No. l0 Tahun I 998 tentang Perbankan akad perbankan
syariah semakin jelas dengan merujuk pada beberapa al-'uqid al-musammat 1 ,t;a'
x.-!) atau nsma{r8ma akad yang telah ditentukan oleh pala firqah-a' sebagaimana telah
dijelaskan pada bab 2 dalam disertasi ini.
R*f,fip al-'uqil al-musatnmCt tersebut tennuat dalam pasal I angka I 3
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan:
Pasal tersebut menunjukkan terdapat lima al-'uqu-d al-musammat yang
dimaktubkan dalam perundang-undangan yang melandasi prinsip syariah yang
dapat dijalankan oleh perbankan yang menganut praktik syariah./Islam.
Prinsip syariah adalah aturan pe{anjian berdasarkan hukum Islam antara
bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan
usaha lainnya yang dinyatakan dalam syariah, yaitu l) mudarabah, 2)
musyaakah, 3) murabahah, 4) ijarah dan 5) ijirah wa iqtina.
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Akan tetapi dari ke-S al-'uqid al-musammit tersebut" bank syariah dapat
mengembangkan produk yang tidak harus mengacu pada al-'uqid al- musammit
tersebut. Dalam pendanaan terdapat produk yang secara tekstual tidak
menoantumkan akad atau prinsip syariah seperti pncduk tabungan haji, tabungan
pendidikan atau tabungan korban. Dalam pembiayaan terdapat produk
pembiayaan konsumtif dan produktif dan lain-lain.
Setelah terbit Undang-undang No. l0 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, maka kedudukan dan produk bank syariah semakin jelas;
Dalam pasal 1 angka 7 UU No. l0 Tahun 2008 disebutkan:
Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarftan Prinsip Syariah dan menurutjenisnya terdiri atas Bank Umum
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Dem ikian juga dalam penjelasan yan g terkait al- 'uqil al-musammit yang
dijadikan sebagai landasan bagi Bank Syariah yang pada saat ini terbagi dalam
Bank Umum syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), serta Unit
Usaha Syariah (UUS), di mana al-'uqid aLmusanmCt dijelaskan dalam Pasal I
angka 8,9, dan l0 UU No.2l tahun 2008 disebutkan:
Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari
kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor
induk dari kantor atau unit yang mclaksanakan l:egiatan usaha berdasarkan
Prinsip Syariah, atau unit ket'a di kantor cabang dari suatu Bank yang
berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang
pembantu syariah dan/arau unit syariah.
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Penjelasan prinsip syariah sebagaimana tersehut dalam pasal I angka 13
UUNo. l0 Tahun 1998 kemudian diganti dalam pasal I angka 25 Undang-undang
No. 2l Tahun 2008, sebagai akad pembiayaan. Disebutkan:
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau trgihan yang dipersamakan
dengan itu berupa:
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah;
b. transaki sewa-menyewa dalam bentuk ijarah aro;u sewa beli dalam
bentuk ijirah munla hiya bittam li k,
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan
istirnCi
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard dan
e. transaki sewa-menyewa jasa dalam funtuk ijarah untuk transaksi
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank
Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa
imbalan, atau bagi hasil.
C. Per-Akrd-an Pade Perbankan Syariah
Pa& bagian iui dibahas tentang akad-akad yang dipraktekkan pada
perbankan syariah di lndonesia. Namun pembahasan disederbanakan pada dua
bagiao yaitu akad-akad yang pada produk pendanaan dan akad-akad yang ada
pada produk pembiayaan.
l. Akad-atad Peda Produk Pendanean
Pembagian transaksi pendanaan di bank syariah sebagai badan hukum di
bidang lembaga keuangan secara garis besar sama dengan bank konvensional
yang diformulasikan pa& dua produk yaitu tabungan dan deposito. Namun karena
terdapat perbedaan tentang syariah maka perbedaan tersebut diaktualisasikan
dalam bentuk akad yang pada setiap produk pendanaan.
t.l0
Dalam Pasal I angka 2, Bab l, Undang-undang No. l0 Tahun I 99E tentang
Perbankan disebutkan:
Bank addah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepads masyarakat dalam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup mkyat banyak.
Merujuk pada pasal di atas, bank syariah juga melakukan aktifitas
menghimpun dana dari masyarakat. Namun dari beragam produk yang
dikembangkan pada tabungan dan deposito semuanya menggunakan basis
syari'ah yaitu akad wadi'ah dan mu/irabah.
Sekilas mekanisme transaksi pada produk pendanaan (unding) di bank
syariah seperti mengadopsi produk tabungan atau simpanan serta deposito pada
bank konvensional.
Akan tetapi terdapat perbedsan mendasar, mekanisme transaksi pada
produk pendanaan bank syariah, di mana setiap transaksi dalam abungan dan
deposito harus menggunakan akad yang sesuai dengan syariah, perundang-
undangan atau peraturan lainnya.
Sedangkan mekanisme transaksi produk pendanaan pada bank
konvensional hanya mengacu pada perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku, tidak boleh menggunakan akad syariah.
Terdapat dua akad dasar yang dijadikan sebagai landasan transaksi dalam
produk pendanaan di bank ryari'ah, yaifi wadi'ah untuk tabungan reguler dan
mtianbab ulllnt*.tabungan @angka dan deposito.
l4t
a. Akad Wad'Eh
Kata wadi'ahberasal dari lafa2 wadi'a asy-sya'i (!r.:.ll er.r) atau menitipkan
sesuatu dengan makna meninggalkan sesuatu yang dititipkannya" Sesuatu yang
dititipkan seseorang kepada orang lain dengan klausul untuk menjaga barang
titipanya dan karena pula ponitip meninggalkannya kepada pihak yang dititipi,
maka hal tersebut menjtdi wadi'ah, bukan pinjam meminjam.
Dengan demikian, secara bahasa, wadi'ahVrarti sesuatu yang diletakkar
pada selain pemilihya agar dipelihara atau dijaga- lVadi'ah mentptkan n&ma
yang bcrlawanan antara memberikan harta rmtuk dipelihara dengan penerimaen
yang rerpakan az4gdar deri awda'a (ida)yang berarti titipan dan mernbebaskan
atas barang yang dititipkan.3l
DaJan Al-Mawi'ah al-'Arabiyah dijelaskan:
.l,rlr! di&rul \sg esF-\ (itrrl 6J'lJ i'Jrl, (.,iL, :rO:Jt gr9l9 c(:;-rl L :irl rr-rjll
Secara bahasa, wadi'ah bermal*ta barang yang dititipkan, atau
menitipksn sesuatry'memelihara sesu&tu. lYadi'ah nrcrtpak.an kata trnggal dari
wadi'i. Contoh kalimsltrya adalah r,rrr .r!r.,r, (saya menitipkannya sebagai
fifiPan/wadi'ah),sebsgrimana brrl &i,.r-\ saya menitipkannya barangnya.
Atkad wadi'ah merupakan bagian dari al-uqud al-musarnnit sebagaimana
yang dijelaskan oleh az-Zarqa'pada bab kedua dalam disertasi ini. Dalam Kamus
3' Y&di Janwari, Filih lznbogo KeLangan Sydriah, (Butdtt gi Remaja Rosdakarya,
2005), hlm. I l.
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'Arab Indonesia A|-',4slz, ditulis wadi'ah berurli meninggalkan 1:J;), titipan atau
kepercayaan (tulD.3:
Wadi'ah secara istilah adalah:
33..trUr .p! ur .r* e3l gltr Jrlr orjl .,r f *,, ^a,y JI &rril Jlll
Dalam pelrjelasan yang lebih sederhana, pengertian wadi'ah sqara ixilah
yaitu harta yang dititipkan kepada seseorang vang akan menjaganya tanpa ada
konpensasi ('iwad). Atau wadi'ab yaitu harta/barang yang dititipkan kepada
seseorang dengan tujuan agar menjaga harta/barang tersebut. Barang atau asset
yang ditipkan tentulah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, dokumen,
surat berharga atau barang b€rharga lainnya.
Dalam kontek ini, pada dasamya pihak penyimpan (cwtodian) sebagat
penerima kepercayaan (trwtoo) adalah yad al-amanah atau orang yang berkuasa
atas emrnah atau titipm tersebut. Sohingga ia tidak dihanrskan bertanggung
jawab jika sewaktu dalam p€nitipan tetjadi kehilangan atau kerusakan pada
barang atsu asset titipas" selama hal ini buken akibBt dari kelalain atau
kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau asset titipan.
Dalam Fatwa DSN-MUI, dijelaskan dalam Fatwa DSN No: O2//DSN-
MUI/M2000, bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang
berdasarkan prinsip mu/anbab dall. wadi'ah.
!2 Atrbit 'Ali dm Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kenas 'Anb lndoocsia Al-'Ashri
(Yog/8trnc Multl Karya Gnffka 2003), hhn. 2007-2008.tt Al-Mausu'oh sl-'Anbbzb ;Anb Encyclopdis) -Aqd al-Wadl'ah-,
(https://www.rab-cncy.com/-/detsils.law.php?full= I &nid= 163973L+Jl jej {!)
143
Dalam regulasi perbankan syariah di Indonesia, landasan hukum tabungan
wad'ah mengaotpada W No. 2l Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal
I ayail.2l:
Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana
berdasarkan akad, mudirubah atau akad lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut
syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik
dengan cek" bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan
itu.
Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank lndonesia Nomor 9ll9/PBl/2007,
wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada
penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang
menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-
waktu.
Akad wadi'ah juga terdapat pada giro wadi'ah (cunent account), yaitu
produk rekening tabungan giro yang ternrang dalam Dewan Syariah Nasional
(DSN) Fatwa Nomor 0l /DSN-MUlllV /2000.
Dalam Pasal I angka 13 UU No. 2l Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah disebutkan:
Giro adalah Simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan
setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah
pembayaran lainnyq atau dengan perintah pemindahbukuan.
Merujuk pada pengertian dasar dan tuj uan wadi'ah dengan praktik wadi'ah
dalam tabungan di bank syariah, dapat dijelaskan telah terjadi pengembangan
akad, wadi'ah.
Peraturan Bank lndonesia (PBI)
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Pada masa awal, wadi'ab merupakan inisiatif pihak pertama, yaitu penitip.
Ysng dititipkan berupa barang (J$ J atr), sehingga disebut dengan wadi'ah yad
ol-amonah, karena hanya bersifat kepercayaan dan tidak ada produktifitas.
Pemberhentian akad wadi'ah bisa dari penitip atau dari yang dititipi.
Bahkan jika merujuk pada hadits, pihak yang dititipi yaitu Nabi justru yang
mengakhiri *ad wadi'ah, bukan penitip.I
Skema wad'ah dapat dilihat pada gambar berikut:
Gunbar 3.1
Skema Wadi'ah Yad a|-.4mioab lt
(2) Sukarela, Keduanya dapat akhiriakad
K€t€rangEn:
l. Pihsk pensma/poritip menitipkan berang kepada yang menerima titipan.
2. Siht skad adalrh sukarcla (8ss konscnsuslisme). Kcdua pihalc peoitip atsu yang pcncrima
titipan bcrhd( una* mcng8hiri akad.
3. Tid8k rd8 bssi yang dititipi untuk mempergunakan bor8n8 titipan. Kecusli mendspal
persef ujuan dari penitip.
Merujuk pda wa&'ah sebagaimana pada gambar di atas, akad tersebut
sulit dipraktikkan di bank syariah. Jika tidak terjadi rckayasa akad wadi'ah dengm
cara mwakkah maka bank syariah akan menjadi penitipan barang, serta bank
tidak akan mendapatkan proJit dari mekanisme wadi'ah karena tidak boleh
memberdayakan barang tersebut dan tidak boleh memberlakukan ongkos
penitipan kepada nasabah.
r5 Skema rnerupalian modifikssi penulis dari bebarapa buku bank syariah sepeni karya
M. Syaf i Antonio, Ahmad Dahlan, dan hasil dari praktik di bank syariah.
Pstritip Dtitipi(l) bamng 3. stop
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Sistem perbankan syariah kenrudian mengembangkan praktik wadi'ah
m€njadi hanya modal/uang, ra'sul mCl (Jt\t nl)) atau monetary form. Bank juga
berhak untuk memperdayakan modal tersebut, hal yang tidak terjadi pada sistem
syariah mumi.
b. Ak d Mudarabah
Akad dengan istilah mt$arabah dipopulerkan ulama Iraq, sedangkan
ulama Hijaz menyebut mu/arabah dengan qirCd/. mtryaradah. Afzalur Rahman
meodefinisikan mudirabab sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan
padtpirsip profit sharing yang safi sebagai pemilik mod (proprietor, rabb al-
mal)danyngkeduamenjalankanusaha(au!an-b).x
Ali Abd. Rasul menyebut mudfuabah dengan suatu usaha yang dikelola
oleh seseorang dengan menggunakan modal orang lain. Akad ini juga disebut
dergan mugCra{ah.31
Akad mudarabah merupakan kerjasama usaha antara dua pihak di mana
pihak pertama (;alib al-nil) menyediakan seluruh modal, sementara pihak
lainnya menjadi pengelola (nud*ib). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan,
sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama ia tidak disebabkan
oleh kelalaian p:ngelola-
Dalam teori klasik, akad mudarabah dibagi ke dalam beberapa jenis, yait u:
s A&alnr Rahmao, raalzi4g aad InswaaceQ-ordiar-: The Mustim Schools Trust, 1979).
hlm. 305-306. lbrihJm FadJ al-D/s;bi, 'Aqd zl-Mudarabzh: Dlnsst li al-lqti$ad al-Islaml
('Ammu: Dir'Amar, 1997), hlm.30, dan as-Sayyid Sdblq, Fiqh a*Sunzh (Kairo: al-Fath
Lili'lam al-'AnbI, l4l0 H), III:297.
'7 M. Soleh Mauludin, 'Penbiayaaa Mudhqobah dolan Penpebil Fatwq DSN-MUI




Mudnabah mulaqah atau bisa disebut d engen unrestricled mu/arabab
yaitu bentuk kerjasama antua talib al-mil dengan mularib yang tidak
dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan kawasan tertentu.
Syaf i Antonio menjelaskan nu/anbah mullsgah merupakan bentuk
kerjasama alnrtara palib al-mil dengan mud*ib yang mana dalam awal
pcdaqiian untuk mclakukan suatu usahanya tidak dibEtasi olch spesifikasi
jenis, usaha, waktq dan daerah bisnis.38 Dalam fikih seringkali dicontohkan
dengan ungkapan fi mila syi'ta (lakukanlah sesukamu).3e
Dari pengertian di atas menunjukkan dalam nudirabah mutlaqah
*rarti g@ib al-mal mernbeikut kekuasaan penuh terhadap mudirib atas
kerjasama usaha tersebut.
2) Mt$anbahm
Mu{anbah muqalryadah atau bisa disebut dengan restricted
mdarabah atat spec{ied mu{arabah, yaitu ke{asama usaha antara dua pihak
di mana pihak penzma (pClib al-nCl) menyediakan seluruh modal, dan pihak
aud. arib atau pengelole usaha dibatasi jenis usah4 waktu, ataupun wilayah
kerjanya.
Adiwarman Karim menjelaskan dalam pralctek perbankan syari'ah
modem, dikenal duabenntk mudarabah muqayyadah;
" Muhammad syaf i Antofio, Ban* syariah hlm.9?leIbid.
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Pertama, mu/arabah muqayyadah on balance slcet, yait:u mu/arabah
yang dananya dari satu nasabah investor kepada kelompok pelaksana usaha
dalam beberapa sektor tertentu. Misalnya pertanian, manufaktur,
pertambangan, properti dan jasa. Nasabah investor dapat juga mensyaratkan
berdasarkan jenis akad yang digunakan misalnya hanya boleh digunakan
berdasarkan akad penjualan cicilan, penyewaan cicilan,atau kerjasama usaha
saja. Skema ini di sebut on balqtce sheet kareta dicatat dalam neraca bank.
Kedu4 mtdirabah muqryyadah of Bolance Sleet, yaitu mudarabah
yang aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah
pembiayaan (baca: dalam bank konvensional disebut debitur). Dalam hal ini
bank syari'ah bertindak sebagai arranger saja. Bagi hasilnya hanya
melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha. Besar bagi hasil tergantung
kesepakaun antats nassbsh investor dan nasabah pembiayaan' Bank hanya
memperoleh ananger fee. Skena ini disebut off balarce sheet karcna
tsansaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank. Tetapi hanya dicatat dalam
rekening administratif saja
l) lrJrrd M$anbah pada Produk Tabungan
Tabungan mudirabah dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa
simpanan dari nasabah yang ingin menitipkan dananya untuk tujuan-tujuan
tertentu.
Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang
dibutuhkan dana besar dan tidak terjangkau, seperti ibadah qurban, ibadah haji,
atau pendidikan.
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Atas dasar tujuan tersebut, tabungan mudirabah sering disebut jenis
tabungan berjangka (orgeted savrng). Berbeda dengan wadi'ah yang bersifat
tabungan biasa.o
Persamaan dan perbedaan antara tabungan dengan akad wadi'ah dan
mudirabah menladi ciri dari produk perbankan syariah yang tidak terdapat pada
produk perbaokao konvensional, di mana tabungan hanya dijadikan satu menjadi
tabungan reguler dan berjangka tanpa membedakan akad di antara kedua produk
tersebut.
2) Aked Mu/anbah Pada Deposito
Deposito adalah harta benda atau uang yang diberikan ke dalam
penguasaan bank untuk pengamatan, investasi atau sebagai agunan. Bila
seseoEng mendepositokan uang ke suatu bank, maka uang tersebut merupakan
harta milik bank dan hubungan antara bank dengan orang tersebut sama dengan
hubungan antara pihak utang dengan pihak piutang.al
Landasan hukum praktik akad mudarabah pada deposito adalah:
Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2008
disebutkan:
Deposito alalah iwestasi dana berdasarkan akad arud*abah atau akad
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara
nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.
Pasal I angka 24 Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2008, disebutkan:
e Ahmad Dahlam, Baz* Syari'oh, hlm. 147.
'l HI{A. Iuvai wlrasasmits, dl*.., Karnus Leogkap Ekonomi (B^rldung'. Pionir Jay4
199), hlm. 122.5
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Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank
syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad mu/*abah atau
akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk
deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa Nomor 03/DSN-MU|/IV/2000
menjelaskan rcntang kctentuan umum deposito berdasarkan akad mularabah,
Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBV2005, yang diatur
kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor l0/14/-DPbS tanggal 17
Maret 2008.
Dalam bank syariah, praktik deposito mtdanbah dapal dijelaskan dengan
merujuk pada beberapa aspek berikut:
l. Deposito mudarabah merupakan kategori investasi, sehingga disebut
iwestment accounls bukan saving accounts xbagaimana pada tabungan.
2. Dana deposito boleh diperdayakan pihak bank, dan deposan akan mendapatkan
"bagi hasil".
3. Dana deposito pada prinsip dasamya tidak boleh diambil sesuai dengan
permintaan deposan (ofrcal\, kecuali pada tanggal yang telah disepakati. Akan
t€tapi jika deposan berkehendak untuk tetap mengambil dana investasi pada
tanggal yang tidak sesuai perjanjian maka akan dikenakan "denda" sesuai
dengan kebijakan bank.
4. Penentuan jangka waktu berdasarkan "regulasi perbankan" yaitu l, 3,6, serta
l2 bulan.
5. Terdapat deposito bias4 maksudnya jika tanggal u,aktu deposito habis maka
pe{anjian akan habis pada tepat waktunya dan tidak diperpanjang, dengan atau
tidak pemberitahuan dari deposan. Tendapat pula yang Automatic Roll Over, di
mana jika tanggal waktu deposito habis, scdangkan deposan tidak ada
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pemberitahuan maka secara otomatis pihak bank ekan memperpanjang waktu
deposito.a2
Dari dua jenis akad ntflanbah pada tabungan (saving accomts) dn
deposito (iDvestment zccowt) pada priosip kesamaan keduanya menggunakan
mekanisme dana dapat diperdayakan oleh bank, dan nasabah akan mendapatkan
bagi hasil keuntugan.




2. Akad-ekad Peda Produk Pembiayaan
Pombiayaan atau sering disebul Jinancing merupakan istilah yang
dipergunakan dalam perbankan syariah, sebagaimana dalam bank konvensional
disebut dengan l<ted'it Qendind.
Produk-produk pembiayaan di perbankan syariah berbasis pada
keuntungan riil yang dikehendaki (morgin) atau prm bagi hasil (profit sharing),





l2l off call :
(5) akhir akad
@
'2 Ahmad Dshlan, Barl Syariah, hlm. 143.
'3 Skema merupskan modifikasi penulis dari bebanpa buku bank syariah karya M. Syafi'i
Antonio, Ahmad Dahlan, dan hasil dsri praklik di bsnk sysriah.
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Dalam pasal I angka 25 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah disebutkan:
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu berupa:
a. transaksi bagi hasil dalam benuk muddrabah dan musyarakah;
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk iiarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarab muntahiya bittaml ik:'
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan
isti a\
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk iidrab untuk transaksi
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakalan antara Bank
Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana
tersebut setelah jangka wahtu tertentu dengan imbalan ujrah, tznpa
imbalan, alau bagi hasil.
Merujuk pada pasal di atas, maka pembiayaan bank syariah dari aspek alur
keuangan dapat diklasifikasikan dalam dua aktiva, earning assets dan tnn earning
assels.4
Secarabahasa eo,rting berarti pendapatan, sama dengan pendapatan neto
atau keuntungan b€rsih setelah pajak, pendapatan yang diterima oleh individu
seperti kompensasi dan pendapatan pasif.as
Earning assets yaitu aktiva yang menghasilkan proJit, biasanya berupa
investasi dalam bentuk pembiayaan: bagi hasil (mu{a-rabah, musyarakah), sewa-
menyewa (i1'arab), srcwa efi (ijarah muntahiya bittanlik), jual beli piutang
(nwabalah, salaq dan isti;na).
4 lbid.
1' Ahmad Antori K. M !d4 Kamw Leogkap Ekoromi, (lakfrtzi Gitaredia Prcss, 2003),
hlm. 123.
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Pembiayaan non eomw assets yaitu aktiva yang tidak bertujuan unt.uk
mencari keuntungan. Dalam bank sy anah, non non eamr'rrg a$a/.r berupa investasi
dalam bentuk qor4 atau investasi sosial yang lain.{
Jenis-jenis pembiayaan juga dapat diklasifikasikan pada aspek karakter
proyeksi/bisnis dalam transaksi tersebut. Tmnsaksi bagi hasil (nu/arabah,
musyarakah) merupakan ndural wtcertainly corrtacts atau karakter bisnis yang
secara umum/alamiah tidak bisa ditentukan aspek pendapatannya. Karakter ini
kemudian berdampak pada model akuntansi case Dasl's.
Sedangkan transaksi sewa menyewa dan jual beli merupakan karakter
bisnis yang natural certointy contracts. Atau kontrak bisnis bank yang secara
umum, bank syariah dapat menentukan keuntungan dari kontrak-kontrak tersebut
dari awal. Karakter ini kemudian berdampak pada model akunlansi accrual basis.
a. Transaksi Bagi Hasil
Jenis pembiayaan dengan transaksi bagi hasil didasarkan pada produk
tersebut menggunakan prinsip bagi hasil dalam pernbagian keuntungan. Transaksi
bagi hasil dapatjuga disebut dengan equityfnancing atau pembiayaan yang dalam
pembagian keuntungannya didasarkan pada keadilan antara nasabah dan bank.
Keadilan tersebut tercermin dalam prinsip profit and loss sharing, rugi dibagi
bersama dan rugi ditanggung bersama,
Transaksi bagi hasil juga dapat dijelaskan sebagai teori percampuran
dalam akad. Maksudnya terjadi percampuran moda.l dan usaha antara pihak bank
dan nasabah.
6 Ernin Wahyu, "KeuDtungatr Dan
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l)Mwyazbh
Dalam litaatur fiqh klasik, musydrakab lebih sering disebut dengan
syirkah yang *cara umurn dibagi dalarn syirkab al-amldk, serla syirkah al-'uqid
Syirkah al-uqid terdiri dari syirkah al-'inan, mutiwadah, al-a'mal/al-abdin/al'
s ao a-' i, serta a I -wuj ih.
Mus.yarakah (join venture profit sharing) adalah kerjamma antara dua
pihak aau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan
kontribusi dana (al-mdl, capital), atz;u keahlian/manajerial (a'mal, expertise)
dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersam4 dan jika te{adi kerugian
ditanggung bersama.
Beberapa landasan hukum musyirakah merujuk pada:
a?...$ u r!t.1 ,,:.;r-:,!:Jt t!5 t5-t ;flt Yl ,ab+,Ja ii-l;! u+:ll .tLlilt a,}' li$ ilj...
Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian
mercka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amar sedikitlah mereka ini.
Dijelaskan oleh lbrahim Fadhl al-Dabq ayat tersebut di atas diturunkan
sebagai landasan hukum syirtai. Syirkah pada dasamya memang kegiatan yang
t lah dilskuksn oleh masyarakat jahiliyal5 akan t€tapi banyak yang melakukan
pelanggaran. l,lerujuk pada arti ayat di atas, tampak mengandung kritik terha&p
ryirkah yang biasa terjadi, dan hanya orang-orang yang berimanlah yang
melakukan akad sebagaimana mestinya.
0 
QS. $sd (38) sysr 24
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Dalam literatur klasike musyankah lebih sering disebut dengan .ryr7tal,
yang s€cara umum dibagj dalan syirkah al'amlalq serta syirkah al''uqid Syi*ah
al-'qid lerdin dari syhkab al-'indn, mufrwalah, al-a'mil/al-abdCn/al-saaa 'i,
serta al-wujih. Sebagian ulama memasukan mu{arabah xbagai bagian syirkah,
sebagian ulama yang lain memisahkannya dari syirkah.
Syrrtz& bermakna ikhtilCt syirkah stau fiusyErakah adalah akad kerjasama
antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu di mana masing-
masing pihak memberikan kontribusi dana (expertise) dengan kesepakatan bahwa
keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
MusyCrakabpemilikan terjadi karena warisan, wasia! atau kondisi lainnya
yang berakibat pada kepemilikan aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan
mwyarakah akad tercipta karena adanya kes€pakatan antara dua orang atau lebih
bahwa setiap anggota memberikao modal dan bahwa keuntungan ataupun
kerugian akan dibagi/ditanggung brsama. Mwyankah jenis ini ada beberapa
mscam kltuk:
a) Syirkah al-'iaan: masing-masing anggota berpartisipasi dalam dana maupun
kerja dan mereka berbagi dalam keuntungan maupun kerugian. Akan tetapi
porsi masing-masing pihak baik dalam dana kerja, maupun hasil tidak harus
sama rata, melainkan sesuai dengan kesepakatan.
b) Syirkah al-mu6wdah ciri utamanya adalah bahwa dana, kerja, hasil, dan
tanggung jawab dibagi sama rata di antara s€mua anggota.
c) Syirkah al-a'mal ke{asama antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk
mengerjakan suatu proyek di mana keuntungan akan dibagi di antara mereka.
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Kerjasama antara scjumlah arsitek untuk membangun sebuah jembatan.
Syirlrah semacam ini kadang-kadan g disebut syirkah al-abdin/al-saaa'i.
d) Syirkah al-wujfu, kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi
dan prcstise baik serta ahli dalam bisnis untuk membeli barang secara kredit
dari suatu perusahaan untuk kemudian menjualnya secara tunai. Mereka
berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai
yang disediaakan oleh tiap mitra bisnis. Kerjasama ini tidak perlu modal
karena pembelian secara k€dit berdasarkanjaminan tersebut. Oleh karena itu
kontrak ini lazim disr;but mwyarakab pilrang.
e) Syirtah al-a,$srzbEh
Pan ulama bc'rbcda pcndapat tenung syirkah rlnli, apakah ia termasuk jenis
mwyfu*ah atar bukan. 48
Dalam praktik di bank syariah, syirkah al-mudanbab diaplikasikan secara
mandiri sebagai rkad al-mudirabah. Sedangkan akad syirkah hanya disebutkan
dengan akad mwyarakah tstlpa menyebutkan atau membagi dalam berbagai
syirkah sebagaimana pada pembagian di atas.
at Anlonio, Bznk Syariah, hlm. 9O-91 .
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Gambar 3.5
Skema pembiay arn musyfuakallo
l. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah atas suatu rencana
proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai bank menyetujui proyeksi
yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan pihak
bank.
Pada tahap negosiasi tercapainya berarti sudah terjadi asas konsensualisme,
atau kesepakatan antara bank syariah dan calon mudirib.
2. Pelaksanaan akad yang dilengkapi perjanjian dengan perlengkapan seluruh
dokumen yang dibutuhkan.
Pada tahap ini dapat diartikan sebagai asas formalisme. Di mana akad terjadi
jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian sesuai dengan peraturan yang
berlaku, bank *bagai sahibul mal (pihak pertams), dan nasabah sebagai
mud. arib (pihak kedw).
3. Nasabah menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati.
4. Nasabah wajib memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai
dengan nilai kontrak. l.azimnya dibayarkan secara reguler dalam interval per-
bulan.
5. Perjanjian pembiayaan akad mu(arabah selesai sesuai dengan nota pe{anjian
atau sebagian pihak mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau
perundang-undang,an yang berlaku.
ae Skema merupakan modifik8si penulis dari bebarapa buku baok syariah karya M. Syaf i
Antonio, Ahmad Dahlan, dan hasil dari praktik di bank syariah.
Nasabah
Financing




(ll N€go6iasi keaepekatan awal, a5a5 konsensualistE !-__----l
2). Pembiayean Mdinbah
Pembiayaan mudirabah sering disebut dengan trust finoncing alau lrusl




sebagai g ib a|-mal seratus persen (100%). Nasabah (debitur) sebagai mudarib
hanya menyediakan usaha dan manajemen. Nisbah keuntungan dibagi sesuai
kesepakatan.ro
Pembiayaan nr$atabah dapat diaplikasikan untuk pembiayaan modal
kerj4 seperti modal korja pordagangan dan jasa atau untuk investasi khusus, di
mana bank memberikan syarat-syarat dan jenis usaha khusus yang akan
diproyeksikan oleh m udanb.s I
Gamtrar 3.6
Skema pembia5'a an aa/fuabab2
(11 Nego6lasi, lerepa k t.n aw.l,.sat lons€nsualism€
1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah atas suatu rencana
proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai bank menyetujui proyeksi
yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan pihak
bank.
Pada tahap negosiasi jika tercapai kesepakatan berarti terjadi asas
konsensualisme, atau kesepakatan antara bank syariah dan calon mud*ib.
2. Pelaksanaan akad dan perjanj ian dilengkapi seluruh dokumen yang
dibutuhk.n.
Pada tahap ini dapat diartikan sebagai asas formalisme. Di mana akad terjadi
jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian sesuai dengan p€raturan yang
berlaku, bank sebagai sabibul nal (pihak pertama), dan nasabah sebagai
nulanb@rhakkedtn).
3. Nasabah menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati.
e Syahdeini, Perfunka hlm. 54.
tt lbid., hlm.97.
'2 Skema mempakan modifikasi penulis dari bebarapa buku bank syariah karya M. Syaf i









4. Nasabah wajib memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai
dengan nitai kontrak. Lazimnya dibayarkan secara reguler dalam interval per-
bulan.
5. Perjanjian pembiayaan akad mud. irabab selesai sesuai dengan nota perjanjian
atau sebagian pihak mengakhiri dengan beberapa alasan p€raturan atau
perundang-undangan yang berlaku.
b. Pembieyaan Sewa-Menyewa Dan Sewa Beli
Dalam pembiayaan bank syariah sewa dibagi dalam pembiayaan dengan
sewa menyewa biasa tanpa ada perpindahan kepemilikahan yang disebut dengan
al<ad ijarab. Terdapat pula pembiayaan sewa beli atau sewa yang disertai dengan
perpindahan kepemilikan atau disebut dengan akad IMBT (iiarah mumahiw
bittaalik).
\. Aezh
Pembiayaan dalam bentuk ijarah yaitlu pemindahan hak guna atas barang
atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan (owrcrship, milkiyyah) atas barang tersebut.s3
Syafi'i Antouto menj eleskn ijirah biasanya diprahikkeq dalam bentuk
pembiayaan ijCnh (opentional lease) yaifi pemindahan hak gma atas barang
atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa disertai klausul iemindahan
kepemilikan (ownenhip, atas barang tersebut. Sedangkan jika
memnkri skcd Aanh mwtahiya bitamlik berarti pembiayaan sewa dengan
klausul pemindahan kepernilikan pada nasabah.5a
53 MuhEmmad Syaf i Anlonio, Bank Syati 'ar., hlm. I8l
e lbid.
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Landasasn hukum ijCrah dapat dirujuk pada Fatwa DSN-MUI No:
09/DSN-MUI/M000 tentang pembiayaan ijarah. Adapun landasan syariahnya
dirujukkan pada:
'a$r tgeiit a7l;:.r o, ;t Ly|r7l;:,r ci v rit:c1ijr6
Seorang dari kedua u,anita itu berkatd: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang
yang belrerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang
lamt ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
i?l't;Jilir;*1 iL^;;
Barang siapa memperjakan pekzrja, beritahukanlah upabrya. (HR. 'Abd AI-
Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri).
-Pt *b 'nr &b .)'t ,)y\ o@ ,g ,usy 4a ui gsp, e C',#t Se tr. /r\t ,e$i Cl' 'o t *:Yq);:) t'i ('4it L\t it
Kami pernah merqtewakan tonah dengan ftoy*an) hasil pertanianya, maka
Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami
merytewakannya dengan emas dan pera,t (HR. Abu Dawud dari Sa'd bin lbn Abi
Waqqash).
2) lanh Muntahiya Bittamfrk
al-Maliqi, sebagaimana dikutip oleh Muh. Baehaqi, Dosen IAIN
Mataran! bahwa sejarah ijarah Mrmtahiyah Bittamlik (IMBT) sebagai produk
pembiayaan pertama kali muncul di Amerika Serikat sekitar tahun 1950.
Berkembang dengan nana financial leasing, dan populer sampai ke Eropa, dan
memiliki regulasi perundang-undangan tersendiri seperti di Belanda dan Inggris.
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Tahun 7Gan, instrumen ini semakin kompetitif sebagai produk
pembiayaan untuk pengadaan barang-barang bergerak, pemiagaan ataupun
indusri.55
Adiwarman A Karim menjelaskan prahik IMBT dapat dilaksanakan
dengan beberapa model dan mekanisme pembiayaan;
a. IMBT melalui &rDalr (pemindahan hak milik tanpa imbalan).
Bentuk sewa yang &lam hal ini hak milik sah berpindah kepada lessee
(penyewa) tanpa ada imbalan. Akad ii6ai dilaksanakan untuk memenuhijanji
sebelumnya ketika penyelesaian cicilan sewa terakhir, atau melalui pembuatan
akla hibah yang disyaratkan pada penyelesaian sewa cicilan ijardh (sewa
menyewa).
Modef IBMT merupakan mekanisme ijarih (sewa menyewa) yang akan
berdampak pada hak milik sah secara otomatis berpindah kepada lessee
(penyewa) tanpa perlu melakukan akad baru dan tanpa pembayaran tambahan
selain dari jumlah yang dibayar oleh /essee di dalam penyelesaian cicilan.
b. IMBT, perpindahan hak milik sah (penjualan) pada akhir sewa melalui suatu
imbalan simbolis.
Model IMBT dengan perpindahan hak miliki melalui imbalan simbolis
dap* dilakukan dengan perjanjian yang mencakup beberapa hal berikut:
1) t*ad ijarah yang bisa dilaksanakan setelah sewa dan 4?ai ditentukan. Jika
jangka waktu ljanh habis masanya, maka akad ijarah akanbalal.
" A'isyah Syarqawi al-Maliqi, al-Bwik al-lslamiyab at-T:rjibab baina al-Fiqh wa al-
Qaarn wa at-Tatbiq, (B€irut: al-Markaz a!i-Saqafi al-'Arabi, 200O), hlm. 505-506. Muh. Baehaqi,
'Tinjauan Hukum Positif terhadap Aplikasi, Ijarah Mun dhiwh bi al-Tamlik (IMBT)", dalam
lstinbdth,Jumal Hukum lslam,vol.12, No. I, Juni 2013, hlm. 36.
l6l
2) Suatujanji untuk melakukan akad penjualan yang akan dilakukan pada akhir
jangka waktu ijarah. Mekanisme ini bisa dilaksanakan bila lessee
menginginkan demikian dan telah membayar imbalan simbolis.
c. IMBT melalui perpindahan hak secara sah (penjualan) pada akhir sewa
sejumlah yang ditentukan di dalam persewaan.
Kesepakaan inij uga merupakan suatu akad yang mencakup akad ljarah
dan suatu janji untuk melakukan suatu akad penjualan. Akad ini mencakup
jumlah ass yang dijual yang harus dibeli oleh /essee (pembeli) setelah habis
jugkawalrtu ijarah,
Dengan demikian, ketika lessee membayar imbalan yang disepakati,
aset yang disewakan menjadi terjual dan hak miliknya berpindah kepada lessee
yang berhak atas hak manfaat dan memindahkan atau menjual aset ters€but
dalam bentuk pemindahan apapun secara sah.
d. IMBT melalui perpidahan hak secara sah (penjualan) sebelum akhir jangka
waktu persewaan, dengan harga yang ekuivalen dengan cicilan ijarah yang
masih tsrsisa.
Kesepakatan ini merupakan suatu akad ,:+r, dan semua aturan syari'ah
yang berhubungan dengan iiarah berlaku terhadapnya. Kesepakatan ini juga
mencakup suatu janji yang dibuat oleh lessor (penjual) bahwa dia akan
memindahkan hak milik dari aset yang disewakan kepada lessee sewaktu-
waktu diinginkan oleh lessee selama jangka wak]r) Aanh.
Pemindahan hak itu pada harga ekuivalen dengan cicilan ijarah yang
tersisa apabila ada keinginan untuk membeli.




2. IMBT dengan janji pemberi sewa untuk menjual barang yang disewakan di
akhir akad.s6
c Pembiayaen Jual Beli Piutang
l). Muilabab
Muabahah secara bahasa berasal dari kala ribhun (g,r) yang berarti
keuntmgan. Sedangkan menuut islilah mwabaharl adalah jual beli dengan harga
pokok dengan tambahan kermtrmgan.
Dalam pengertian lain m.ra-bahah adalah akad jual beli barang dengan
harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang di
$ M. Adiwarman Karim, ,ank Islam Analis,s Fiqh Don Keuangan, (Jakarta: IIIT
hrdonesia, 2003), hlm. 111.
Kesepakatan ini mencakup suatu akad ijarah dengan suatu janji yang
dibuat oleh /essor bahwa dia secara bertahap akan memir.dahkan hak milik sah
dari aset yang disewakan kepada lessee xmpai lessee mempunyai hak milik
sah secan penuh dari aset yang disewakan. Ini akan melibatkan penentuan
harga aset yang disewakan yang harus dibagi selama jan gka waktu akad ijarah
sehingga /essee mampu memperoleh bagian dari aset yang disewakan
berpindah kepada /essee pad a akhir akad ijirah.
Kelima bentuk pemindahan obyek IMBT di atas dapat diringkas menjadi
dua macam yaitu:
I . IMBT dengan janji pemberi sewa untuk menghiLrahkan barang sewaan di akhir
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dalatmya penjual harus mengrmgkapkan biaya perolehm barang kepada
pemb€Ii.57
'Aqad mu'abahah (cost plus financing) adalah akad jual beli, dengan
ketentuan barang diserahkan diawal tapi pembayaran dicicil atau tangguh.
Konsekuensiny4 bank dapat mengambil ketentuan (profit margin)yang melebihi
harga umum.s8
Mtribahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional
dalam fiqh disebut dengan boy' al-mwabohah (.41,u e), sedangkan Imam asy-
Syaf i menamakan tansalci sejenis bay' al-murabahah dengan al-amir bissyira
Glr:Jtr ,,!D.
Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai,
dengan mekanisme murabahah, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam
pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan (c,)D dari
barang yang dibeli.
Landssan hukum bay' al-murabahah menginduk pada asal hukum jual beli
yaitu halal. QS. al-Baqarah (2) ayat 275.
...6.1t i?-t'611'lu,r yl ...
57 Roifatus Syarqoti, Mohammad Ghozali, "Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga
Keuangatr Syariah", ./urrr l Masharifal-Syanah: Jumal Ekonomi dan Perbankan Syariah,Yol.3,
No. l. 2018, hfm. 4. Lihat juga lbnu Man?w, Lisanul Arab, Cet-3, (Beirut: Dar Ehia al-Toutarh
af-Arabi, 1999), Juz 5, hlm. 103. Wahbah az-Zuhaifr, al-Fiqh al-lslami wa Adjllatuhu, Cet-2,
(Damaskus: DE al-Fik, 1985), Juz 4, hlm. 703. Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan
Pembiayaa[ Murabahah Berdasarkan PesanaD daD TanpaPesaoan serta Kesesuaian dengan pSAK
102", dalan Binus Business Reyiew,Vol4, No. l, Mei 2013, hlm. 15.
53 Direktorat Pembiayaan Syariah Dirjefld PeDgelolaan Utang Kemenku, Tanya Jawab
Sunt Befiarya Syarisb (Jakarta: trp.,20l l), hlm. 88. M.uhammad Syafi'1 A\tonio, Bank Syariah
Teon da| Prakti* (Js:kfia: Gema Insf,f, 2001). hlm. 25-27.
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Landasan hukum Day al-murabafah juga didasarkan pada kewajiban
membantu seseorang kepada yang lainnya dalam bermuamalah secara umum
dengan cara transaksi secara tangguh. Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah
(2) ayat280.
..a,# jti$* ,i$ttilt
Don jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh
sampai dia ber ke I apangan...
[,andasan hukum normatif praldik bay al-murabahah kemudian
diformalkan dalarn Fatw8 DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
Bagya Agmg Prabowo, dari Fakultas Hukum UII Yogyakart4
menjelaskan produk mwibahah merupakan produk pembiayaan di mana pihak
Srnk d6ps! ss[€.gai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan
developer atau pemasoh maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah
menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari developr semerizra
nasabah belurn memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank
dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli
barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari developer.
Kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah
dengan harga sesuai &ngan pembelian pihak bank dari pihak developer dengan
metode angsuran dan ditambah ksrmtungan bagi pihak bank yang telah
disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual-beli
dilakukan.
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Keunggulan pembiayaan dari produk mua-balah adalah bahwa nasabah
dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan
ekonominya, di samping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsr.nan sehingga
tidak memberatkqn pihak nasabah itu sendiri adapun keunggulan yang lain
adalah bahwa dalam produk murabahah tidak mengenal riba atau sistem bunga
tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah bahwa
bank sebelunmya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai
dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh developertelah
diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank meojual kembali kepada
nassbah s€suai dengan harga pembelian dari pihak developer, dan ditambah
keuntungBn bagi pihak bank Tambahan keuntungan bagi pihak bank ini,
diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan borsama antara
pihak bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling
mendzalimi.5e
2) Salam
{amid al-lrafti az-Zahremi, Dosen Pada Fakultas Adab dan Humaniora,
Universitas Tibet, menjelaskan pengertian bai' as-salam dapat disebut juga
dengan ba'i as-salf Adaprm penjelasannya adalah sebagai berikut:
5e Bagya Agung Prabowo, "Dhaman Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah
(Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)", dalam
Jurnal Huht4 No. l, Vol. 16, Jsnuari 2009, hlm. 108- 109.
166
o. 
-1.1.;lg ,ilrl, .'Uer)l irl jJl
Jadi pengertian as-salam secara bahasa adalah kedamaian dalam bahasa
orang Arab berarti memberi, meninggalkan, meminjamkan, dan perdamaian.
Adapun jika dikaitkan dengan jual beli atau bai' as-salam, az-Zahrair
memberikan penjelasan yang unik sebagai berikut;
t :siul.r. frlr" Jrf Jl {-irr! i'LJl }.,.rJ (o".Jl + Ja+ grlt ,y tl gJ.*Jl Cl
.4 ,";dJ ieir ! gjJl .pyJt :o,,ult ql .il-.Jg ,&Jl ,/e a,Jl i,. t{i
Pengertian di atas dapat dijelaskan secara singkat bahwa bay' as-salam
merupakan jenis jual beli yang mendahulukan harga atas barang, sedangkan
komoditas (,-, rr) atau barang yang menjadi obyek jual beli disesuaikan dengan
deskripsi ke waktu yang telah ditentukan. Dan terdapat uang muka (.i1 'r) yaitu
jumlah harga pada penjualan, di mana uang muka dalam transaksi bry'as-salam
menurut az-Zahririi adalah jenis pinjaman yang tidak menguntungkan bagi
kreditur.
Secara etimologis kata as-salam daa as-salaftremiliki makna yang sama
yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhAkan barang. Orang-orang Hijaz
lebih suka menggnn akatkata as-salam, sedangkan istilah as-salarrdigunakan oleh
orang-orang kak. Secara terminologis kedua kata tersebut memiliki pemahaman
yatrg ssrna yaitu meojual suatu barang yang penyeraha.rnya ditundq at au menjual
@Jsma'8t bin Hsmid al-ltailri az-Zahrini, "Aqd as-Salam wa Talbjqatuh al-Mu'asirah",
ddam al-'Aqd aiSalisrfo, ltz Pertsma, 1436 Hf2005 M, hlm. 28,
https://mksqjournals.ckh.clry'aniclc 7822 7lilc7l93ba,J7-1R9i4al'ab70c93l85l7.ndl),
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suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran
modal terlebih dahulu, sedangk barangnya diserahkan kemudian hari.6l
Sunarto Zulkifli menjelaskan jual beli salam /bay' as-salam) merupakan
prinsip jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pihak pembeli
sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, di mana waktu
penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara penyerahan uang
dilakukan di muka (secara tunai).62
Terdapat teori dan pengertian salam yang tidak lazim dijelaskan oleh para
pakar perbankan syariah. Penjelasan lebih mengarah pada aspek kebutuhan jual
beli yang barang atau obyek jual beli belum tersedia dan tedadi transaksi
pemesanan dalam bentuk apapun. Qusthoniah, Dosen Ekonomi Islam FIAI
Universitas Islam Indragiri, Riau menjelaskan kata salam berasal dari kata as-
salam yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangrya
di muka. Para ahli fiqh menamainy a al-mahawij (barang-barang mendesak)
karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang
dipe{ualbelikan tidak ada ditempat, mendesak dilihat dari sisi pembeli karena ia
sangat membutuhkan barang tersebut dikemudian hari sementara dari sisi
pe,[jua! ia sangat 6661s1 'hken usng tersebut.53
Komudian definisi akad salarndikembangkan menjadi traasaksi atau akad
jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belurn ada ketika transaksi
6r M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dolam hlan (Fiqh Muomalat), (Jakarta:
Raja Grafindo Penada, 2003), hlm. 143.
62 Srmarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaki Perbankan Syariah (lakana: Zikrrl
Hakim, 2003/1424 H), hlm. ut0.
63 
Qusthoniah, "Analisis Kritis Akad Salam Di l,erbankan Syatiah", dalam Jurnal
Slari a}, Vol. V, No. l, April 2016, hlm.89-90.
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dilshLan, dan pembeli melekukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan
braog baru dilakukan dikemudian hari. Sekilas transalsi salam mirip dengan
transaksi ijon. Sebagai contoh transaki ijon, misalnya membeli padi di sawah
yang behmr siap panen. Hal ini adalah gharar (ketidakpastian) baik dalam jumlah
maupun kualitas pada transaksi ijon, sehingga syaral saling rela dapat tidak
torponuhi atau dEpat merugikan salah satu fihah dan oleh karena itu transaksi ini
dilarang oleh syari'ah. Namrm berbeda dengan akad salam dalam transaksi ini
baik kualitas, kuantitas, harga, waktu penyerahan barang harus ditentukan secara
jelas dan pasti. Sehingga antara p€Djual dan pembeli akan terhindar dari tipu-
menipu atau gharar (rmtung-untungan).s
Salam dalam Fatwa DSN No. 05/DSN-M Ul/lV /2000 disebutkan jual beli
salam merupakan j ual beli barang dengan canr pemesanan dan pembayaran harga
lebih dahulu dengan syarat-syaxat tertentu.
" & ft & r*o ettt diu49 d tl 4 ;iul U
Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran
yangjelas dan timbangan yangjelas, untukjangka waktu yang diketahui.
3) ktirne'
Secara etimologi, istisna-'(Lt ^,-lt)&rarti minta dilruatkan darif il nadhi'
*t.
u lbtd.
6r ,mnn Buthiii, Iairl sl-Baltiii(Beirut: fs 8l-Fih, 1955), Jilid 2, hlm. 36.
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Secara terminologi, berarti "suatu kontrak jual beli antara pembeli t'al
musta;bai ) dan penjuaUpembuat (al-pani'), dan barang yang dipesan disebut
ma.sni'. Pembayaran di muka dengan kontan atau cicilan, sedangkan barang
diserahkan kernudian.6
M. Syaf i Antonio menjelaskan akad jual beli ol-istisna' mulai
dikembangkan oleh pengikut mazhab Hanafi. Karena terdapat beberapa pendapat
yang menyatakan pelarangan terhadap akad akad jual br-li al-istigna', jika tidak
mencantumkan kontrak penjualarl di mana hal tersebut sebagai bagian daripada
rukun jual beli. Kemudian, kebolehan akad jual beli al- ististi' didasarkan pada
dasat al-istihsaa yaitu keumuman masyarakat yang telah mernpraktikkan j ual beli
al-istlsni's*ata terus menerus tanpa mengalami kendala6T
Menurut maztrab Hanafi, bai' al- t'stigaC' tcrmasuk akad yang dilarang
karena bertentangan dengan s€mangat Dai'secara qiyas. Mercka mendasarkan
pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki penjual.
Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak 6al' al- istisni'atas
dasar istihsinkarena masyarakat telah rrempraktikkan hai' al- rirrszi'secara luas
dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan Dal '
al- isti.sna' sebagai kasus yraa ' atau konsensus secara umurn.68
M. Syaf i Antonio memberikan penjelasan tentang kebolehan dati bai'
al- istipna' didasarkan pada kebutuhan masyarakat banyak yang sering kali
e Nurul Huda dm Mohsmad Heykal, l-embaga Keuangan lslam (lakarta:- Kencan1
2010), blm. 52.
6' M. Syaf i Antooio, Ba Syariah Waean4hlm. 145-141.
6 Nurul Huda der Moharnad Heykal, Zembagqhlm.53.
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memerlukm barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderuag
melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka. Dari
aspek syarialr, bai' al- isti7Da' diborehkan dengan syarat perjanjian jual beli
sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak pe4anlian jual beli,
serta tidak bertentangan dengan nash atau aturan syal'i'ah.6e
Sedangkan legalitas kebolehan akad jual beli al- istisna-' dijelaskan dalam
Fatwa DSN No. 05/DSN-MUIflV2000 tentang jualbeli al-isti;na'. Dalam fatwa
tersebut dijelaskan bahwa akad jual beli dalam bemuk pemesanan pembuatan
barang tertentu dangan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara
pemesan (pembeli, al-mwta;ai ) dan penjual (pembuag gaai )'
Dari fatwa DSN-MUI tersebut dapat ditarik kesimpulan, akad jual beli a/-
is sne'rrle tpakan jual beli yang bersifat pesanan atas barang atau obyek yang
dibeli.
Selaras dengan materi yang dis€butkan dalam Fatwa DSN-MUI terdapat
pada pendapat Wahbah az-Zuhaili yang menjelaskan pengertiarr al-istisna'
deogan:
tryvg,tjJrb&lt (!'l ,dtrrcoo r,l ,F,Peve,bl LLG-.)| dl
gJl Cf .Ju-lf g1.,l ,lJ<, , i t.Jl
Pengertian jual beli secrrr istisai adalah akad bersama seorang pembuat
(produen) Etari se$natu yapg telah ditentukan dalam suatu peianjian, atau akad
atas jual beli barang yang akan dibuatkannya oleh seorang pembuat. Dan
ketentuan dan pengertian dari pemesan barang (konstmen).
6e Muhsmmad Syaf i Anlanio, Bank Syariah dari Teori kz Prdkte* (Jakana: Gema Insani
Prcss, 2008), hlm. I 14.
l7l
Jika diartikan secara bebas yang dimaksud deagan al'istipna 'yaitu suatu
akad bese(a seorang pembuat barang atau prodrsen tmtuk mengerjakan sesualu
yang dinyatakan dalam perjanjian. Maksudnya akad rmtuk membeli sesuatu yang
dibuat oleh seorang produsen dan barang sena pekerjaan dari pihak produsen
tersebut.
Terdapat yang menyatakan bahwa pada dasamya akad jual beli istigna'
secara prinsip hampir sama den gan jual beli salam dari segi objek pesanannya, di
mana obyek atau barang sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri
atau kriteria khusus yang dikehendaki pembeli. Sedangkan perbedaan keduanya
pada aspek teknis pembaran atau ongkos pemesanan jual beli. Ju,al beli as-salam,
pembayaran dibayarkan pada awal sekaligus, sedangkan pembayaran pada bai'
al- istiszi'dapnt di awal, di tengah, dan di akhir sesuai dengan perjanjian.To
Bai' al- istipni'merupakan salah satu pengembangan Dai' as-salam, waktu
penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayarannya dapat
ditakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.Tr
Rukun Dai' al- istipna'adalah ,saai'(penjual atau peoerima pesanan),
zns. ai'(pembeli atau p€mesas), mas.ni'@arcng), iaman Sarga), ijab qabil.
Akad, istitoC'ini hukumnya boleh Qawaz) dan telah dilakukan oleh
masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang
mengingkarinya. Akad rlsrrbaa-'biasanya dipraktikan pada pembiayaan perbankan
70 Muhammad Ay)'uU Undcstonding hlanic Finolce: A-Z Keuangan Slariah (Jzkzrtal
Gr8media Pustska Utarn4 2007), hlm. 40E.
7t S]Un,Ilafio Z\lk,fli, Parrdun, hlm. 4l-42.
syariah dalam proyek konstruksi, maka hal ini sangat cocok dengan kebutuhan
nasabah untuk membangun suatu kontruksi salah satunya membangrm nnnah 
T2
72 Usma Rachamadi, Produlc dan Akad Perbankan Syroiah di lndonesia, (Bandung; Citra
Aditya Bakti, 2009), hlm. 193. Muhammad Rizki Hidayah. Kholil Nawawi, Suyud Arit. "Analisis
lmplcmentasi Ak&d lstishns Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Ptopeny Syariah





Dari pembahasan pada bab-'bab tcrdahulq dapat penulis simpulkan sebagai
berikut:
Modet pengemban gan at-'tq al'muakkabah merupakan bagian dari
pengembangan fikih muamalah kontemporer yang secara metodologis banyak
memberikan solusi atau jalan keluar untuk menjawab problem akad pada transaksi
perbankan syariah. Bahkan beberapa akad yang dipraktikkan dalam perbankan
syariah di Indonesia, model pengembangan a|-'uqid al-murakkabah menjadi
dominan dibandingkan dengan akad biasa yang dijelaskan dalam fikih muamalah
yang disebut dengan istilah a/- 'uq id al-musatnnit.
lvlodel pengembangan at-'qid al'muakkabah yang ada dalam transaksi
pe6ankan syariah di Indonesia berkembang dalam beragem model, yaiit Pertama;
Memberikan sifat akad tambahan pada akad utama. Seperti sifat akad tambahan
bemama ad4amanab untuk memberikan sifat pada akad wadi'ah sehinggamuncul
akad wadi'ah yad ad4amanah untttk produk tabungan. Contoh lainnya adalah akad
Musyarakah Mutanaqigah (MMQ) untuk Pembiayaan KPR Syariah.
Kedua; Menarnbah satu akad pilda akad utama yang lainnya dengan
memberikan posisi yang sama kuat sebagai akad independen. Seperti akad
au'abafoh yang di-mwzkkab*an detgan akad al-wakalah sehingga muncul akad
mwabahah bil-wakalah untuk produk-produk pernbiayaan pengadaan barang-
barang konsumtif.
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Ketiga; Be*embartg pula al-'uqid al'murakkabal dengan merubah nama
akad dengan tujuan fungsi yang b€rbeda dari dua akad yang disatukan menjadi
nama aka4 seperti akad ausytarukah sebagai perpaduan akal mudfuabah dan
musyatakah. Dipraktik*an dalam kerjasama pembiayaan bank syariah kepada
lembaga keuangan lainnya yang sama-sama telah memiliki modal.
Dari ketiga model pengembangan al-'uqid al-murakkabah tersebut, model
pertama dan kedua merupakan model banyak dipraktikkan oleh perbankan syariah
dan masyarakat yang menjadi nasabah bank syariah pada tabungan dan
pembiayaan. Sedangkan model ketiga paling sedikit dan dibutuhkan analisis
kebutuhan yang mendalam dalam membentuk nama akad.
'tlqil al-mwakkabah pada perbankan syariah di Indonesia dalam
Konsfuksi Hukurn Ekonomi Syariah tidak termaktub dalam perundang-undangan
Bank Indonesi4 Otoritas Jasa Keuangan, ataupun Perbankan Syariah. Dalam
regulasi tersebut, penerapan akad di perbankan syariah mengacu pada akad dasar
yang bersumber pada al-'uqfu al-musammat. Hanya I kali &]rd^pd 'aqd gair al-
musamma-yurgmasuk dalam perundang-undangan, yaitu pada pasal 1 ayat 13 UU
No. l0 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu (iiarah wa iqtina);
Secara normatif, konsfuksi Hukum Ekonomi Syariah tentang al-'uqid al'
mwakkabah dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada Fatwa
DSN-MUI (seperti Fatwa DSN MLII No. 50/DSN-MUllllll2006 Tentang Akad
Mu{*abah MuslTarakab) sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan akad di
perbankan syariah.
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Kekuatan konstruksi hukum ekonomi syariah tertzng al-'ryid al-
mwakkabah sertakin kuat setetah terbit UU No. 2l Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah yang mernberikan wewenang kepada lembaga fatwa untuk memberikan
landasan hukum yang terkait dengan akad yang dapat dilaksanakan di perbankan
syariah di Indonesia. Posisi Fatwa DSN-MUI sebagai kekuatan hukum secara nalar
atau logika hukum, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI telah melalui proses-
proses metodologi yang bersifat fiqhlyah atau pun usiliyah seperti metode iima'
darr qiyas.
Kekuatan fatwa DSN-MUI adalah pada asp€k sosiologis jarang mengalami
polemik dibandingkan dengan Fatwa MUI yang bersifat umum' Padahal dari sisi
materi fatwa, sangat luar biasa sulit dibandingkan dengan fatwa bidang keagamaan
lainnya. Karena Fatwa DSN-MUI dibutuhkan kejelian dalam analisis syariah,
ekonomi, keadilan semua pihak yang melakukan akad dan jangan sampai terdapat
penghilangan atau pengurangan hak dan kewajiban.
a\-'LIqid al-mu'akkabab merupakan metode pengembangan hukum syariah
di bidang ekonorni yang sangat progresif. Melampaui batas-balas penerapan akad
yang hanya dibagi dalam 'aqd al-mwammd dan 'aqd gair al- musamma.
Pembagian ini telah berjalan sangat lama dan hanya tertulis di atas kertas kitab-
kitab fikih tanpa ada pengembangan yang memberikan sumbangsih teori dan
praktik.
Kemunculan al-'uqid al-murakkabah telah melampui dua aspek norma
hukum, berkernbang sebagai teori tentang akad, dan memberikan peluang
perbankan syariah untuk lebih mudah dan terbuka dalam mengembangkan produk-
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produk yang dilandasi oleh akad yang terhindar dan bebas dari aktifitas riba'
Sehingga dari kaoamata hukum tradisional yang menjelaskan a|-'ttgid al-
muakkabah sr:rx:ni hilat at-luhni (rekayasa hukum) syariah yang terlihat tidak
riba pada dasamya sama dengan riba, menurut penulis pandangan itu kurang tepat'
Menurut penulis, pandangan perbuatan syar:iah al-'qid al-murakkabah bukan
hanya sebagai Bilat al-futoti, tapi sebagai progresifitas hukum ekonomi syariah
dalam kontruksi nama akad dan hubungan antar akad. Semua hal tersebut sebagai
fenomena bidang bermuamalah dalam menjawab kcbutuhan sosial yang mendesak'
B. Saran
1. Pera Akedemisi
Pcnelitian lc;rfang al-'uqid al-au'akkabah pada dasarnya sudah banyak
dilakukan, terutama yang menyangkut tentang mekanisme, pelaksanaan' dan
analisisnya yang dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah. Setidaknya dari
beberapa penelitian tersebut telah diterbitkan di beberapajumal ilmiah nasional dan
internasional. Tema al-'uqid al-mwakkabab juga menjadi perhatian banyak orang
dalam berbagai diskusi melalui media online, seperti yang tercatat web tarig al-
IslCm (Istamway.net) yarlg banyak membahas tentang musyinkab mutanagisah
muntahiya bittanlik
Di Indonesia, terdapat Agustianto, pakar ekonomi syariah yang konsen
dalam menyelenggarakan berbagai workshop dan seminar lentang al''uqid al-
mwakkabah. Namun setelah peneliti melakukan penelitian tentang al-'uqid al-
mwakkabah, kajian tidak cukup dengan pendekatar hukum ekonomi syariah, tapi
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dibutuhkan pendekatan analisis yang lainnya. Oleh karena itu, dalam disertasi ini,
al-' uq id al-mu'akkabah dimasukkan sebagai fenomena hukum progresif.
Penulis melakukan ijtihad atau lompatan dalam analisis al-'uqid al'
muakkabah yaitu dengan pendekatan analisis hukum progresif yang biasa
digunakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, di mana huk,.rm progresif biasanya untuk
menelaah kondisi putusan-putusan hukum pidana, sedikit hukum perdata yang
saklek terhadap KHUP dan KHUPeT tanpa monpertimbangkan aspek lain yang
terikat seperti hukum sosial, dan mungkin hukum syariah di dalamnya.
hogresifitas dalam ranah hukum kemudian penulis pergunakan dalam
analisis al-'tqid al-murakkabah di perbankan syariah di Indonesia. Harapannya
penelitian ini akan memberikan wama kebutuhan akademilq bahwa al-'uqid al-
mwakkabahpadaaspek sistem keuangan perbankan syariah sudah banyak be{alan.
Namun berjalanannya tersebut tidak sekedar accomodalive to financial markel
rystem, tapi sebagai kebutuhan yang juga mengedepankan ekonomi syariah.
2. Untuk Reguletor dan DSN MIJI
al-'uqil al-mwakkabah merupakan fenomcna dalam transaksi sistem
keuangan Islam kotrtemporer yang dipraktikkan di bank syariah dan hampir di
seluruh lembaga keuangan. Namun dalam pengamatan penulis dalam pencarian
data yang terkait dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan, dan fatwa
DSN-MUI masih banyak al-'uqid al-mwakkabah yang secara operasional dilatar
belakaagi oleh kebolehan dari aspek praktik baru kemudian dipayungi oleh regulasi
dan fatwa DSN-MIII.
24t
Untuk itu ke depan perlu regulasi dan fatwa-fatwa yang sangat banyak
untuk mengantisipasi dan memberikan berbagai panduan yang khusus menyangkut
konsep, standar, dan model pelaksanaan al-'uqnd aLawakkabah terutama di
poltankan syariah.
3. Untuk Masyarakrt Umum
Disertasi ini banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai aspek;
akademilq atau pun dari aspek hukum ekonomi syariah. Oleh karenanya, penulis
berharap adanya masukan kontruktif terhadap penelitian yang penulis lakukan,
sehingga ke depan dapat dilakukan penelitian lanjutan yang dapat memberikan
sumbangan teoritis t€ntang al-'uqid al-mwakkalal dan panduan praktis di bidang
hukum ekonomi syariah yang terkait dengan permas&lahan akad pada perbankan
syariah di Indonesia* **
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